UNIVERSITAS INDONESIA

STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI ANCAMAN NON-TRADITIONAL
SECURITY, STUDI KASUS : ILLEGAL FISHING PERIODE
TAHUN 2005-2010

TESIS

RICHARUNIA WENNY IKHTIARI
0806482245

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
JULI 2011

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip

maupun dirujuk telah saya nyatakan benar

Nama : Richarunia Wenny Ikhtiari
NPM : 0806482245
Tanda Tangan

Tanggal : 4 Juli 2011

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Richarunia Wenny Ikhtiari

NPM : 0806482245

Program Studi : Pasca Sarjana Hubungan Internasional

Judul Tesis :Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam

Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security,
Studi Kasus : Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
dari persayaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si) pada Program Studi PascaSarjana Hubungan Internasional Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI
Ketua Sidang : Dr.Tirta N. Mursitama ( )
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA ( )
Penguji Ahli : Andi Widjajanto. MS. M.Sc ( )
Pembimbing : Dr. Kusnanto Anggoro ( )

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 4 Juli 2011

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya saya
dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu
syarat untuk mencapai gelar Master pada jurusan I[lmu Hubungan Internasional
Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, akan

sangat sulit. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Kusnanto Anggoro, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan
waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya pada penulisan tesis ini.

2. Andi Widjajanto, MS, M.Sc, selaku penguji ahli yang telah benyak
memberikan banyak masukan dalam tesis ini dan pemikiran yang baru dan
mendalam.

3. Dr. Tirta N. Mursitama, selaku ketua sidang yang juga memberikan banyak
masukan dalam tesis ini

4. Asra Virgianita, MA, selaku sekretaris sidang yang juga banyak memberikan

banyak masukan dalam tesis ini.

Rasa terima kasih juga saya haturkan kepada Orang tua saya serta keluarga
yang telah banyak memberikan dukungan dan moral. Adik-adikku yang selalu ada

memberikan dukungan terus-menerus.

Rasa terima kasihku juga saya sampaikan kepada Ersa M yang telah banyak
membantu dan menemani dalam proses penulisan tesis ini untuk mencari sumber-

sumber data yang diperlukan.

Terima kasih juga untuk teman-teman S2 Angkatan 17 yang telah banyak
membantu. Yuli, teman 1 tim yang tiada lelah menunggu kepastian ACC (ehemm
semangat, Yu! ;P), RM Aria Rangga K selaku ketua kelas, yang telah banyak
memberikan informasi selama perkuliahan dengan segala keajaibannya. Mba Kristina

yang sekseh berkenan diajak chat terus, Neng Stella yang semangad selalu sudah

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



membantu mencari kostan di awal semester, Ula yang lucu selaku bendahara kelas,
Jezie teman yang paling top kecerdasannya & ga pelit membagi pemikirannya,
Agnita Chan yang imut, Devi yang modis, Zaenatin yang kadang panikan, Mba Nova
M dengan wejangannya, Linda yang China, Akar Arrafat thanks kopi Acehnya,
Arifin teman yang hobi nonton bioskop & drama Asia, Reza Ahmad yang selalu
jahilin Ula, Safari Ar rizqi dengan gosip telur 10 inci, Azi N A figur bapak baik hati
& cling!, Seno dan Adit yang super sibuk tetap semangat ya bro! Serta Mba Yoan
yang ceria selalu, Nafan Aji yang apik, Mba Whindy dan Taman S sebagai kompas
saya selama proses penulisan. Teman baruku Dimas Seti A terima kasih sudah

menemani & membantu membeli ‘perbekalan’ sewaktu sidang.

Terima kasih untuk para staf lembaga pemerintahan keamanan dan
pengelolaan laut Indonesia : Mayor S. Lubis & Mba Dar Mabesal, Ibu Mareta
Statistik KKP, Bapak Arif Kasubag Ditjen PSDKP, yang telah berkenan membantu
memberikan data yang dibutuhkan, serta staf perpustakaan Seskoal, UI FISIP & HI,
juga staf sekretariat HI S2 UI Salemba dengan info-infonya.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat

bagi pengembangan ilmu selanjutnya.

Jakarta, 4 Juli 2011

Penulis

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama : Richarunia W.1

NPM : 0806482245

Program Studi : Pascasarjana

Departemen : Hubungan Internasional

Fakultas : FISIP

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free
right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI ANCAMAN NON-TRADITIONAL SECURITY, STUDI
KASUS : ILLEGAL FISHING PERIODE TAHUN 2005-2010

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta 4 Juli 2011

Richarunia W.I

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



ABSTRAK

Nama : Richarunia Wenny Ikhtiari
Program Studi : Pascasarjana Hubungan Internasional
Judul :Strategi Keamanan  Maritim  Indonesia  Dalam

Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi
Kasus : lllegal Fishing Periode Tahun 2005-2010

Tesis ini menganalisa mengenai kebijakan laut Indonesia apakah sudah tewujud
sebagai kebijakan yang seharusnya ada untuk sebuah negara kepulauan seperti
Indonesia yang memiliki luas perairan 2/3 dari luas daratan sekitar 5.8 juta km?,
dengan garis pantai sepanjang 81.000 km?. Dengan adanya keistimewaan posisi dan
letak strategis Indonesia di tataran dunia, laut merupakan media yang paling banyak
di gunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan
isu Non-Traditional Security lainnya. Akan tetapi Indonesia, belum mampu mengatur
dan mengelola keistimewaan laut tersebut dalam menghadapi isu maritime security,
dikarenakan law enforcement yang belum optimal dilaksanakan, sehingga dalam
kelembagaan nasional terjadi overlapping dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok
yang saling berbenturan (dijalankan secara sektoral), serta banyaknya kepentingan
antar negara di wilayah Asia Tenggara dalam mengahadapi isu kelautan. Dengan
demikian adanya kelemahan tersebut, Indonesia belum menjadikan Indonesia sebagai
negara maritim yang seutuhnya dan tidak terealisasinya kebijakan laut Indonesia yang
akan membawa perubahan pada pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan di
laut. Maka, strategi keamanan maritim yang kuat tidak dapat terwujud secara kuat
dan normatif.

Kata Kunci :

Maritime Security, Non-Traditional Security, IUU Fishing, Law Enforcement, Ocean

Policy
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ABSTRACT

Name : Richarunia Wenny Ikhtiari
Study Program : Pascasarjana Hubungan Internasional
Title : Strategy of Indonesian Maritime Security In Overcoming

Non-Traditional Security Threats, Case Study: Illegal Fishing
Year Period 2005-2010

This thesis analyzes about the ocean policy of Indonesia is already exist as a policy
should be abide for an archipelagic state like Indonesia which has an area of water 2/3
of the land area about 5.8 million km?, with a coastline 81,000 km?. With the features
and location of Indonesia's strategic position at the world level, the sea is the most
widely used in cross-economically and military ships, as well as vulnerable to issues
Non-Traditional Security. Indonesia, however, have not been able to organize and
manage the marine privilege in the face of maritime security issues, because law
enforcement is not optimal yet implemented, resulting in overlapping national
institutions in carrying out the functions and main tasks are clashing (sectoral), and
there are many of interests among states in Northeast Asia region to faces the
maritime issue. Thus the existence of these weaknesses, Indonesia yet to make
Indonesia as a maritime nation as a whole and not the realization of Indonesia's ocean
policy that will bring changes in the economic development and defense and security
at sea. Thus, a strong maritime security strategy can not be realized in a powerful and
normative.

Key Words :

Maritime Security, Non-Traditional Ssecurity, IUU Fishing, Law Enforcement,
Ocean Policy
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan mendasar tatanan politik internasioniutdi berubahnya
interaksi hubungan internasional, Terlebih lagelsdt berakhirnya Perang Dingin
memaknai konsep keamanasecurity) menjadi lebih luas ruang lingkupnya.
Secara tradisional pemikiran keamanan identik dendajuan maupun
penggunaan kekuatan atau persaingan melalui ké&pabiimiliter dalam
menghadapi suatu ancaman dari negara lain yang aneagn kedaulatan
negaranya. Melihat negara lain yang berpotensigeel@caman dianggap musuh
yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatarenpai@an. Sehingga
pemikiran 6ecurity keamanan secara konvensional lebih didominash ole
dimensi kekuatan militer untuk berperan§ecurity secara tradisional dapat
dipahami sebagai pertahanan dsurvival) dalam menghadapi suatu ancaman

yang nyataéxistential thregtdan sebagai justifikasi negara untuk mengatasinya

Perang antar etnis, hak asasi manusia, perdag&aganillegal, imigran
gelap, degradasi lingkungan, terorisme, masalalehetan, kesejahteraan, dan
Isu-isu transnasional merupakan isu kontemporennj@ yang mewarnai
perkembangan dinamika interaksi internasional aktélerang Dingin usai. Isu-
isu keamanan tidak lagi terfokus pada masalah meai@akan kedaulatan
wilayah, tidak hanya perang antar negara dan peraggu kekuatan militer.
Menurut Barry Buzan, ada 5 dimensi yang saling arkyakni : military,

political, economic, societalanenvironmentaf.

Permasalahan keamanan saat ini lebih komplekis tidaya terbatas pada

persaingan kekuatan negara besar dunia, namun teklbwati kehidupan

! Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de WiRkscurity A New Framework for Analy$Bolorado:
Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998), hal. 21

2 Barry BuzanPeople, States and Fear: An Agenda for Internati@ecurity Studies in The Post
Cold War Era(2" edition),(London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hal 19-20
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berbangsa di seluruh dunia melalui perkembangarotegi dan informasi, di sisi
lain timbul pergeseran kedaulatan, sebagaimandertari dinamikaMulti
National Companie$MNC) serta kemajuan teknologi informasi. Perkengzam
ini tidak lepas dari fenomena globalisasi, dimamaadnai berbeda oleh tiap
kelompok masyarakat. Dapat dikatakan bahwa gladsledalah perubahan dunia
dalam percepatan tiap tahapannya dimana terjadimggrasi dunia yang terus
berlangsung, meluas, dan meningkatnya intensithsrigan antar negara dalam
dunia ekonomi, politik serta sosial. Makna glokadisitu sendiri menjadi sebuah
subjek yang menimbulkan perdebatan antara kelomgakg menerima
globalisasi sebagai fenomena yang positif maupulonksok yang menolak
secara negatif. Di satu sisi, globalisasi dapateskdpsikan sebagai...a
widening, deepening and speeding up of worldwider@onnectedness in all
aspects of contemporary social life, from the galtto the criminal, the financial
to the spiritual’’Pandangan ini tidak serta merta selalu diterimatbesgja oleh

masyarakat dunia.

Dengan meningkatnya interaksi aktor-aktor inteiores selain negara,
dalam hal ini aktor non negara serta menipisnyarpd&edaulatan menambah
komplikasi situasi keamanan dan membuka bentuknaagabaru yang datang
dari non-negara, Situasi keamanan yang nyata tdrsedharusnya menjadi
perhatian lebih bagi negara terhadap keamanan arggardari ancaman pihak
asing selain masalah domestik dalam negeri. Kelntuhanusia akan sumber
daya yang meningkat dari tahun ke tahun, memungkinkteraksi aktor-aktor
non-negara internasional memainkan peranannyassésagsung maupun tidak

langsung.

Berkaitan dengan perkembangan keamanan intermsi@ng makin
kompleks, secara umum sumber ancaman masih dii#asikan dari pihak luar.
Sifat ancaman baru tersebut makin diperhitungkah olegara bersangkutan, di
mana memiliki unit penghubung antar negara baikalaedarat, laut dan udara
penting untuk menjadi perhatian bagi negara saaeipagai jalur interaksi antar

negara. Samudera merupakan penghubung antar néigdtaia paling utama,

® http://ucatlas.ucsc.edu/economic.php, (diakseggainl8 Februari 2010 pukul 21.00 WIB)
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walaupun negara tersebut merupakandlocked Hal ini dikarenakan sekitar 90
persen kegiatan lintas negara tersebut lebih badijakukan melalui jalur ladf.
Domain maritim terdiri dari samudera, laut, pantauara, pulau, dan ruang
udara di atasnya. Sedangkan, laut memiliki 4 ptopenting sepanjang masa,
yaitu : lokasinya, fungsinya, kekayaan alam yangaw@dungnya, dan social
budaya kehidupan masyarakat bafaHal tersebut ditunjukan pada kegiatan
perdagangan dan transportasi internasional baikaloielwilayah perairan
perbatasan dengan negara lain maupea Lines of Communicatig§LOC) dan
Sea Lines of Transportatio(SLOT) kian meningkat. Aktivitas perairan yang
meningkat tersebut menempatkan laut memegang peraeating sebagai
penghubung pulau-pulau serta kekayaan sumber daya yang melimpah di
laut. Perairan Asia Tenggara satu diantara peradama yang memiliki nilai

strategis bagi kapal dagang dan jalur kapal yarigkakan kegiatan transit.

Indonesia, merupakan salah satu negara kepul@rahipelagic state)
terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memilikb06 pulau-pulau besar dan
kecil, serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta kielifpnana 2/3 bagiannya merupakan
perairan seluas lebih dari 5.8 juta km?, dengamsgaantai sepanjang lebih dari
81.000 km?, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEelebar 200 mfl. Perairan
Archipelagic statani tepat di titik pertemuan jalur komunikasi arté@amudra
Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan #®eAustralia, yang
menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan dn Barat dan di
Timur, di Utara dan di Selatan. Oleh karena ituomesia memiliki nilai yang
sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomindiiter.” Sesuai dengan
ketentuan UnitedNations Convention on The Law of the SE&NCLOS) 1982

4 James t. Conway, dkid, Cooperative Strategy for 21Century SeapoweNaval War
CollegeReview, Winter, 200&al 8, diunduh dari Proquest

®Wahyono S.K., “Indonesia Negara Maritim”, (Jakaittaraju, 2009), hal. 22

® Vijay SakhujaMaritime Security in Southeast Asf@gpntemporary Southeast Asia, Agustus
2007, Vol.29, No.2, hal.392

’ ZEE adalah daerah terluar dan berdampingan demgateritorial yang tunduk pada rejim
hukum khusus dimana terdapat hak-hak dan jurisdi&gara pantai, hak dan kebebasan negara
lain yang diatur oleh konvensi dengan lebar 200selilagaimana ditegaskan pada 57 Konvensi.
Lihat Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implemenkasievensi Hukum Laut Internasional
(UNCLOS 1982) di Indonesia,( Departemen KelautamBerikanan Sekretariat Jenderal Satuan
Kerja Dewan Kelautan Indonesia Jakarta, 2008)38al.

8 Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, (Jakarta:MABESAhRgI 10

® Wahyono S.K.Op.Cit.,hal. 2
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tentang Negara Kepulauan, Indonesia memiliki shjak@maritiman untuk
memenuhi persyaratan untuk menjadi Negara Kepulddalam UNCLOS 1982
telah ditetapkan'?

For the purpose of this Convention: a) “archipeladstate” means State
Constituted wholly by one or more archipelagos ang include other island. b)
“archipelago” means a group of island, including p& of island, interconnecting
waters and other natural features which are so elpsnterrelated that such-
island, water and other natural feature from arrimsic geographical economic,
and political entity, or which historically have & regarded as such.

Posisi strategis yang dimiliki Indonesia berpepamting terutama dalam
stabilitas bidang ekonomi dan militer, serta adargndala tersendiri bagi
Indonesia maupun negara-negara di berbagai kawagak memanfaatkan lalu
lintas perdagangan melalui laut. Selain sebagai Jalt strategis, potensi sumber
daya kelautan juga melimpah, sehingga bila tidakotgrol akan memunculkan
aktivitas eksploitasi yang berlebihan serta terjegtidakseimbangan lingkungan
kelautan bahkan negara akan mengalami kerugiarselgrperekonomian. Hal ini
tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan launkegla, akan tetapi konflik

akan meluas dengan negara lain.

Meningkatnya ancaman non-tradisidnatang berasal dari dalam negara
(internal) maupun luar negara&Xternal),khususnya melalui jalur laut Indonesia,
menuntut Indonesia lebih berperan aktif dalam piap@ngawasan, pencegahan
dan pengamanan dari berbagai bentuk potensi kasglerti pelanggaran wilayah
(illegal entry), IUU Fishing (lllegal Unregulated Unreported Fishingkejahatan
lintas negara t(ansnational crimg separatisme dan sengketa wilayah yang
berpotensi pada level ancaman terhadap keamananangang berimplikasi pada
tatanan regional maupun internasiotfalKarena masalah di atas dapat
menciptakan ancaman serius yang tidak dapat diabaikrhadap keamanan

ekonomi €conomic securily keamanan lingkungarerfvironmental securijy

191 ihat UNCLOS 1982, Part IV, Article 46

! Keamanan Non-Tradisional athion-Traditional Securitgidefiniskan dengan sederharna
sebagai isu tantangan untuk bertahan dan kesejahtenasyarakat dan negara-negara dari
ancaman yang berasal dari non-militer. Dalam lipgtkansnational dibutuhkan adanya
tanggapan yang komprehensif baik secara politignekni, social, kemanusiaan serta militer
apabila dibutuhkan. Diunduh dari http://www.rsisagia.org/ourConsortium/history.html
Yhttp://www. tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/Artikel Geawala/tabid/125/article Type/ArticleView
[articleld/1411/Default.aspx, (diakses tanggaF2bruari 2010, pukul 8.30 WIB)
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keamanan energefergy securify keamanan pangafo¢d security, keamanan
manusia secara luas, keamanan nasional, dan bad@eamanan regional dan

internasional.

Dengan adanya perkembangan isu kemaritiman tuedia smerubah
konsep kemaritiman terhadap ancaman tidak lagi pekitor militer antar negara
saja, akan tetapi pertahanan terhadap ancaman ifi@r=nmAncaman-ancaman
yang bersifat tradisional dengan pihak luar masienjadi perdebatan oleh
masing-masing pihak, seperti sengketa territonmaljlai dari krisis Sipadan-
Ligitan yang kini menjadi milik Malaysia hingga plebatan blok Ambalat yang
belum terselesaikan, hingga ifllegal Fishing Masalah-masalah tersebut tidak
hanya mengenai ancaman kewilayahan, akan tetapuneitkan persoalan lain
yakni masalah ekonomi, serta hukum. Pelibatan lgaibamacam dimensi dan
aktor tate actordannon-state actgryang saling terkait satu sama lain. Selain
sumber ancamans@urces of threatyang begitu beragam, derajat ancaman
(degree of threajsdi perairan juga sangat penting. Permasalaharaitman
baik yang terjadi di perairan domestik Indonesian ddau di wilayah Asia
Tenggara menunjukkan adanya keterkaitan antar rséddamanan (ekonomi,
sosial, politik, lingkungan dan militer) yang meikiltingkat sekuritisasi yang
sangat tinggi. Dalam menyikapi perkembangan linglumstrategis maritim yang
memunculkan berbagai konilik, maka upaya pertahanaatra laut perlu
ditingkatkan dalam menjaga keamanan wilayah Indangsng luas dari pihak

asing yang berasal dari laut serta melindungi surdé@ga nasional.

Persepsi keamanan laut tidak hanya penegakan hdklauat, melainkan
meliputi ruang lingkup yang lebih luas yang sallvgysinergi. Terlepas adanya
dua kepentingan laut yang saling mengikat, yaitpekéingan nasional dan
kepentingan internasional. Pertama, laut bebas alaraman kekerasan yaitu
ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang aeigagi dan dinilai
mempunyai kemampuan untuk menggangu dan membahayk&daulatan
negara, baik berupa ancaman militer, pembajakamnpg®kan, sabotase objek
vital maupun aksi teror. Kedua, laut bebas dariigesr yang ditimbulkan oleh
kondisi geografi dan hidrogafi. Ketiga, laut belgasi ancaman terdadap sumber

daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosksesmpat, laut bebas dari
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ancaman pelanggaran hukum sepiéegjal logging, illegal fishing dan lainnya?
Dalam upaya melindungi dan menjamin keamanan nefjal@n atau melalui laut
sangat dibutuhkan, ini berkaitan dengan kemampuaritim Indonesia dalam
menghadapi ancaman nyata saat ini. Kemampuan matéalam arti luas adalah
kemampuan ekonomi, politik dan militer dari suatingpsa yang diwujudkan pada
pengaruhnya dalam menggunakan laut untuk kepemtimgdam negeri serta
mencegah pengguanaan laut oleh pihak lain yanggukan negard® Dalam
studi kasus penulisan ini adalah bahlegal Fishng dimaknai sebagai semua
kegiatan bagi setiap orang atau badan hukum yatakolen penangkapan ikan
atau pembudidayaan ikan yang tidak sesuai dengdentkan perundang-

undangan perikanan yang berldRu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelibatan Aaghatut (AL) dalam
menjaga keamanan maritim serta sebagai komponenaupertahanan negara
matra laut sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebwagmra kepulauan di wilayah
perairan yurisdiksi Indonesia selain peran beberag@tusi pemerintah lannya.
Di mana gangguan keamanan dan pelanggaran hukutautlimasih terus
berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung gieatimaik kualitas maupun
kuantitasnya. Secara universal peran dari Angkatam diantaranya militer,
polisionil,dan diplomasi, dilakukan tidak hanya pahat perang akan tetapi juga

pada saat damai.

Pemikiran keamanan secara tradisional yang mekkenjubahwa aktor
utama dalam interaksi internasional adalah negatak lagi terbukti. Perang
tidak lagi terjadi antar negafaterstate)saja namun juga dapat terjadi di dalam
negara(intrastate)maupun yang dilakukan oleh aktor non negara dagiriiatas

negara dengan berbagai dimensi kehidupan.

¥Forum Dialog ke XI, “Kerjasama Maritim ASEAN”, (Sabaya: Badan Pengkajian dan
Pengembangan Deplu, 21-22 April 2004), hal 40

*v Didik Heru Purnomo, “Pengamanan Wilayah LautbBgian Barat”, dalajurnal Hukum
Internasional Edisi khusus, Desember 2004, (Depok: Lembaga P@gagkdukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 31

15 Sekretariat Menko Polhukardpaya Pemberantasan lllegal Fishinglisampaikan pada Rapat
Kerja Nasional Departemen Kelauatan dan Perikaiakarta, DKP, 2005), hal. 1

'8 Doktrin TNI AL Eka Sasana Jay@p.Cit, hal 52-56
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1.2 Perumusan Masalah

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara &epnl dengan posisi
diantara benua Asia dan Australia serta diantarauiea Pasifik dan Samudra
Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kemamt bagi negara-negara
dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini merbjaa kondisi dan keamanan
ditingkat regional dan global menjadi faktor yargygengaruh terhadap kondisi
Indonesia maupun kawasan. Menguatnya pengaruhdegh&ondisi nasional
karena adanya interaksi internasional, sepertidggangan bebas, demokratisasi,
serta hak asasi, lingkungan hidup, kemajuan tekmnolan sebagainya. Turut serta

mempengaruhi keadaan keamanan nasional Indonesia.

Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaraag lerasal dari
luar ancaman yang terjadi di dalam negeri selalmitile keterkaitan dan saling
mempengaruhi stabilitas di kawasan, sehingga suituk dapat dipisahkan.
Dalam menyikapi dinamika lingkungan strategis teuse Indonesia dituntut
untuk lebih konkrit dalam memperkuat eksistensisghagai negara kepulauan
terbesar di Asia Tenggara dan luas perairan yawgiraakan ancaman dari luar

negara.

Perairan Indonesia yang memiliki sumber daya hajatinon hayati yang
bernilai sangat tinggi, seperti minyak bumi, gaaal perikanan, dan sebagainya,
sehubungan telah diratiikasinya Konvensi PBB temteinkum Laut 1982 yang
kemudian diratifikasikan oleh pemerintah Indonesdengan Undang-Undang
Nomor 17 tahun 1985, maka secara yuridis wilayah ladonesia lebih luas.
Konsekuensi dari hal tersebut bahwa tugas pemhriséamakin meningkat,
dalam hal ini Tentara Nasional Indoensia AngkatautL(TNI AL), sebagai
institusi pemerintah juga memiliki tanggung jawalengatasi permasalahan di
perairan Indonesia. Secara konseptual TNI Angkatawt harus mampu
mengatasi ancamaimon-Traditional Maritime Security Sebagaimana telah
dijabarkan di dalam Undang-Undang Republik Indam@sengenai peran, fungsi
dan tugas TNI Angkatan Laut dimana TNI Angkatan tLbartugas: Pertama,
melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pen@maKedua, menegakkan

hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yursscilasional sesuai dengan
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ketentuan hukum nasional dan hukum internasionalg ygelah diratifikasi.
Ketiga, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan dalam rangka mendukung
kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemahinkKeempat, melaksanakan
tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekoettra laut. Kelima,

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanaf’laut.

Perkembangan isu keamanan merupakan kenyataaal glabg sangat
mempengaruhi lingkungan strategis Indonesia dalanjaga kedaulatan negara
serta lingkungan di Asia Tenggara. Tingginya volukegiatan-kegiatan yang
dapat dikategorikan mengancam maupun pelanggardmadiE kedaulatan
Indonesia, dalam hal ini laut adalah sesuatu yangid bagi Indonesia sebagai
archipelagic stateadalah sangat penting mengingat Indonesia dikgiiloieh
lautan yang berperan penting dalam aktivitas peasdan laut di Asia Tenggara,
sehingga dapat memunculkan berbagai tantangan dafempertahankan

kedaulatan negara.

Secara umum penguasaan laut meliputi pengendagbarang dan
perhubungan laut, serta penegakan kedaulatan dé&omhudi laut, yaitu
penanggulangan pelanggaran-pelanggaran hak-hak ranegdntuk dapat
menggelar unsur-unsur di laut dalam rangka melaisan pengawasan
penegakan hukum di laut dalam isu tersebut, petaérimdonesia menghadapi
peluang serta kendalanya. Adanya kebijakan pena@rit@ntang perikanan yaitu
pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik lesianNo. 45 Tahun 2009.
Dengan demikian penjagaan keamanan dan pertahaoaradalah wewenang
utama TNI Angkatan Laut dengan koordinasi KemeateriKelautan dan
Perikanan serta instansi lainnya terkait isu lakiegiatannya antara lain
pengembangan sistemonitoring, controlling dan surveillance(MCS), patroli
bersama dalam rangka penindakan pelanggaran peaagkikan serta
penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasidhatoordinasi tersebut perlu

dilakukan karena masing-masing instansi tidak ddpekterja sendiri dengan

7Lihat UU RI No. 34 Tahun 2004, Bab IV, pasal 9ty Tentara Nasional Indonesia

'8 Lihat UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikardinektorat Jenderal Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

9 “Menteri Kelautan TNI AL Sepakat Awasi Pencuridan”,
http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/2442/menrtarlautan-tni-al-sepakat-awasi-pencurian-
ikan, (diakses tanggal 31 Maret 2010, Pk. 20.20 WIB
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kondisi laut Indonesia yang luas memungkinkan pdazdan oleh pihak-pihak
tertentu, seperti aktivitdiegal Fishing.

Diketahui para pelaku aktivitalegal Fishing di perairan Indonesia

didominasi oleh negara-negara A&ldijabarkan juga dalam tabel berikét :

Tabel 1.1 Jumlah Kapal Perikanan Eks Asing yarahtdiratifikasi Tahun 2009

Jumlah Kapal
No. Eks Asing Data Base Telah diverifikasi
1 Taiwan 283 211
2 Thailand 220 185
3 Filipina 128 116
4 China 211 197

Sedangkan jenis pelanggarannya berdasarkan Diagki®enanganan
Pelanggaran Ditjen P2SDKP selama kurun waktu 20gahn rincian sebagai
berikut : Pelanggaran tanpa izifllggal Fishing 26 kasus, pelanggaran alat
tangkap (36 kasus), kasuiegal Fishing dan alat tangkap (34 kasus), kasus
dokumen palsu (3 kasus), kasus bahan peledak @kdsasus penyetruman (1
kasus), kasus penangkapan ikan dengan accu (9)kdsasis pelanggaran
Fishing Ground(25 kasus), kasubishing Grounddan alat tangkap (17 kasus),
kasus Transhipment(11 kasus), kasus menampung ikan tidak sesuai ISIKP
(1kasus), pelanggaran LBP/SLO/SIB (2 kastfs)Selama kurun waktu 2005-
2008, terdapat sekitar 800 kasus kejahatan pemkgaag dilakukan oleh kapal
asing di perairan Indonesia. Akibat kejahatan evaa tersebut, dalam satu tahun

negara dirugikan Rp 30 triliun/tahd@n.

Pencurian ikan di perairan Indonesia pada peridd@5-2010 masih

mengalami peningkatan pelanggaran. Hal tersebuénkarindonesia belum

“http://www.indonesia.go.id/id/index.php/contentiadéx.php?option=com_content&task=view
&id=11230&Itemid=1&news_id=18, (diakses tanggalNaret 2010, pk. 20.00 WIB)

2L Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat deridPengawasan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan, “ Refleksi 2009 dan Outlook 2018k#dta:Kementerian Kelautan dan Perikanan)
hal. 26

%2 Kilas Balik Kegiatan Direktorat Penanganan Pelamgg Tahun 2005, dalgornal Baracuda,,
Volume 3, No. 1, 2006, hal. 56

#“Berantas Kejahatan Perikanan”, http://www.dkpigfindex.php/ind/newsmenus/310/berantas-
kejahatan-perikanan, (diakses tanggal 31 Maret ,2P&020.00 WIB)
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mampu mengamankan wilayah perairannya dari penmcuken yang dilakukan
kapal-kapal asing akibat belum memadainya tenagasdsana untuk menjaga
sekitar 6 juta kilometer persegi wilayah laut Indsia. Selain itu, terjadi

penggandaan perizinan atau lisensi penangkapari&arkapal-kapal asing,

Disamping kendala yang diahadapi pemerintah, yakobrdinasi
pengawasan antar instansi kelautan yang tidak aptsosialisasi dan penafsiran
hukum yang ada masih dipersepsikan berbeda, mimirsaynber daya manusia,
sarana dan prasarana penunjang operasional deggeatipatroli sesuai kebutuhan
di tempatkannya kapal tersebut di mana wilayah nogglaran sering terjadi.
Adapun isu maritime securitybelum menjadi agenda total sebagai konsep
keamanan, serta banyaknya kepentingan yang ter@alam konvensi

internasional.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan demikian luasnya wilayah kedaulatan serteanpenstansi
pemerintah masih kurang optimal. Perlu adanya egrataut yang relefan
terhadap isu Keamanan Non-Tradisional yang tergaht ini, tidak hanya
perhatian kepada armada laut, akan tetapi aspakgmmndukung lainnya perlu
ditingkatkan yang saling terkoordiansi antar instithaupun masyarakat internal
maupun eksternal. Maka, penulis akan mencoba m@n@gpa kebijakan
keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancamamon-Traditional

Security (Illegal Fishing) di perairan Indonesia?"*

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab laan seperti apa dalam
mengupayakan strategi keamanan maritim yang belomiild Indonesia dalam
menjaga keamanan maritim Indonesia terhadap ancahham-Traditional
Securityyang berdampak terhadap hubungan Indonesia denggar& kawasan,
dengan studi kasuBegal Fishing.

24 Akan dibahas di Bab 3
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1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikarusso upaya dalam
melindungi dan mengamankan permasalahan yang tidaivutian atau di wilayah
perairan Indonesia serta menjelaskan apa yang utiikam Indonesia sebagai

negara kelautan menuju negara maritim yang kuat .

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Mempertajam wawasan peneliti dalam memahaomsdp keamanan
maritim dalam menghadapi ancaman keamawam-Tradisional Securit{lllegal
fishing) periode 2005-2010.

1.5.2 Memperdalam cakrawala penulis dalam memaliemiuk ancaman atau
pelanggaran kedaulatan dalam domain laut, sertalasslkancaman dalam dunia

kontemporer periode 2005-2010 yang dijabarkan miekalbijakan sektoral.

1.5.3 Memberikan pemahaman di bidang akademis un@at dipelajari
maupun dikembangkan kembali bagi penulis maupuryanakat yang memiliki

keinginan untuk mempelajarinya lagi.

1.6 Formasi Konsep

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsegritime security.
Konsep ini dapat dipahami sebagai perluasan dadepatan konsegecurity
secara umum di banyak kajian literasgcurity Maritime securitytidak pernah
diidentifikasikan sebagai isu yang tidak terikattee tertentu, dalam artian bahwa
isu tersebut dapat berupa permasalahan di berlsagtor interaksi antastate
actor maupunnon-state Maritime securitycenderung mengkaji karakter laut dan
penggunaannya serta ancaman yang di ha&dalgu maritime securitypada
umunya merupakan permasalahan yang dilatarbelakalegi faktor ekonomi.
Karena keterbatasan ekonomi maupun sumber daya ydawg dimiliki suatu
negara, maka untuk bertahan hidup mereka mengeksplsumber daya alam

bahkan hingga tidak terkontrol di wilayah bukan igdiksi mereka, sehingga

% Chris RahmanConcepts of Maritime SecuritfNlew Zealand: Centre for Strategic Studies,
2009), hal 29
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aktivitas mereka menjadi suatu tindakan pelanggdmakum. Meningkatnya
hubungan ekonomi antar negara, terutama perdagamgamasional yang
melalui laut, maka semakin meningkatnya frekuemdirj lintas transportasi
barang dan manusia. Dengan meningkatnya jalur texasebut, memungkinkan
rentannya ancaman lain, seperti aksi kejahataadeghkapal-kapal, sumber daya
alam, ancaman kedaulatan maupun pelanggaran hukunberdampak pada
hubungan internasional, karena ancaman ini dapatmmbellkan perang terbuka
di perairan.Maritime Securitydalam pengertian lain merupakan suatu keadaan
bebas dari bahaya, bebas dari gangguan yang bedrubadengan pelayaran dan
perdagangan di lauMaritime Security merupakan sub system dari Keamanan
Nasional yang merupakan upaya menyeluruh komponangda, untuk
melindungi dan menjaga kepentingan nasional darbamai ancaman dan
gangguan yang bersumber dari dan atau luar ndggikasecara langsung maupun
tidak langsung yang mengancam kehidupan sociaitikpadkonomi, pertahanan
dan kemanan. Keamanan nasional itu sendiri merumpaks system dari
keamanan regional dan internasional, karena stbkiemamanan suatu kawasan
akan mempengaruhi keamanan kawasan terdekatnyamdakl ini Asia
Tenggara.

1.7 Kerangka Teori

Dengan adanya karakter masing-masing wilayah dlbriesia membawa
keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam mem#daalan mengelola dengan
benar sumber daya alam yang tersedia untuk menciampakmuran rakyat.
Sedangkan pelabuhan yang dimiliki Indonesia beratasdbagai gerbang transit
dan jalur kapal-kapal dagang domestik maupun negaranamun kurang lebih
60 persen pelabuhan yang belum optimal fasilitassportasi, infrastruktur dan
layanan tidak memad&. Luas wilayah, Indonesia memiliki garis pantai
terpanjang keempat di dunia dengan panjang mencigén dari 95.181

kilometer ini telah diumumkan Perserikatan Bangsand®a tahun 2008.Hal

% “pelabuhan Perlu Manfaat Potensi Domestik”,
http://els.bappenas.go.id/upload/kliping/Pelabupdfy.(diakses tanggal 30 Maret 2010, Pk. 21.00
WIB)
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tersebut turut serta membawa dampak yang menimbukaenatanan bagi
wilayah perairan Indonesia yang terbuka, sehinggg begara kepulauan yang
berdaulat membutuhkan perhatian khusus di bidarguten. Maka, penulis
berupaya menjawabnya dengan pendekatan teori yasgdia untuk isdilegal

fishingtersebut, diantaranya :

1.7.1 Dalam penulisan ini penulis menyisipkaari yang mendominasi karakter
Angkatan Laut sebagai institusi pertahanan negatsanaut, dijelaskan oleh A.T
Mahan dan Julian S. Corbett :

Mahan menyatakan bahwa jaminan keamanan laut uhglehguasaan
jalur transportasi atau komunikasi laut oleh ke&oataritim merupakan syarat
bagi tercapainya suatu tingkat penguasaan terh&egn serta pengendalian
keadaan konflik, serta kekuatan laut akan menjakesejahteraan bangsa dari
suatu negara jika dudukung oleh 6 komponen yangpaegaruhi kekuatan laut,
yaitu : posisi geografi, bentuk geografi, luas wah, jumlah penduduk, watak
rakyat, dan sikap pemerintah. Isi pokok dari sgiataut Mahan adalah kuasai
laut, Angkatan Laut superior, menghancurkan lawserta penguasaan laut
melalui perdagangan dan keunggulan geodrafi.

Dalam teori Julian S. Corbett strategi angkatan tigiak hanya mengenai
peperangan, terdapat juga pengembangan taktilstimgkomando, dan kendali
pemerintah, komunikasi, kapal, senjata dan aspgkaaan laut lainnya beserta
teknologi. Menurut Corbett, fungsi dari angkatauat ldalam mencapaiommand
of the sea diantaranya : Pertama, mempersiapkan armada tersgoagai
perlawanancommand of the sepada tingkatan perlawanan aktif dan pasif,
Kedua, perlawanan melawan invasi saat damai mauperang. Ketiga,
mengamankan jalur maritim untuk perdagangan. Kegmpeblokade pantai atau
pelabuhan lawan. Kelima, mensinergikan gelar opetalam keadaan ofensif
maupun defensive. Armada harus selalu siap untelyerang wilayah lawan

sewaktu-waktu dengan bekerja sama dengan kekudiaermasuk di darat dan

2" A.T.Mahan,The Influence of Sea Power Upon History 1660-1788w York:Dover
Publications, Inc., 1987), hal 25-88
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udara. Keenam, menyediakan strategi pengeboman ilesatv lawan yang

dianggap vitaf®

Dalam hal pelaksanaan pertahanan laut suatu nedglem situasi
lingkungan eksternal yang makin meluas tingkat eracanya di perairan tidak
dapat berdiri sendiri, tetapi harus mendapat du&ongeluruh komponen
masyarakat, pemerintah serta prajurit profesioDalam isu ini TNl Angkatan
Laut di harapkan dapat melaksanakan tangung javeaterhadap tantangan di
masa depan, dimana dijelaskan bahwa TNI Angkatan reemiliki tugas pada
matra laut, diantaranya : Pertama, melaksanakaas tifyll matra laut di bidang
pertahanan. Kedua, menegakkan hukum dan menjagaakea di wilayah laut
yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukwmsional dan hukum
internasional yang telah diratifikasi. Ketiga, nieanakan tugas diplomasi
Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan heeri yang ditetapkan
oleh pemerintah. Keempat, melaksanakan tugas TNind@embangunan dan
pengembangan kekuatan matra laut. Kelima, melakaangpemberdayaan

wilayah pertahanan ladt.

lllegal fishing bukanlah suatu ancaman berdimensi penyerangatemnili
akan tetapi skalanya adalah pelanggaran kedatflaleim non-state actar
Indonesia tidak akan melakukan perang terbuka, akerapi dengan
memperhatikan sistem pertahanan dan keamanan uma@rkamin tegaknya
hukum dan perlindungan beserta potensi nasionag ydmiliki di wilayah
perairan yurisdiksi Indonesia, harus berada dalarjagama taktis pengendalian
penuh. Dengan begitu kekuatan maritim Indonesia éliambuh dan berkembang
sesuai dengan karakter negara kepulauan yang jugailii kawasan laut
internasional serta syarat untuk memenangkan psf@amg memiliki arti strategis

harus cepat dikuasai. Dengan meningkatnya aksh&iga lintas negara melalui

% Clark G. ReynoldsCommand of the Sea: The History and Strategyaoitime EmpiresBook

I, hal 32-33

29 Lihat UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara blasi IndonesiaQp. Cit.

% Kedaulatan menurut The Changing Character of ®yety in International Law and
International Relations, By Winston P. Nagan, FR8WM Craig Hammer,
http://milestonesforlife.com/thetaxistand/sov.pdfunduh tanggal 7 Maret 2011, hal 59-60
adalahSovereignty based on the authority of peopleis@sgions is a vital and critical element in
promoting international peace and security, enhagdiuman rights and is a 60 basic element in
the foundations and possibilities of good govermaas well as transparent and responsible
authority
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laut, terutama dalam aksi ilegal, maka peran pghbkk yang berwenang
mengintensifkan patroli dan operasi intelejen langupun patroli udara dengan
berbagai kendala keterbatasan sarana dan fasi@apun pemahaman masing-
masingtaskyang dimiliki untuk saling bersinergi.

1.7.2 Seorang akademisi memaparkan secara rincgenai perannavies
(Angkatan Laut) secara universal dengan memilikighi trinity ideas dalam

pelaksanaan operasi patroli bersama, y&tni :
1. Military

Peran militer merupakan fungsi pokok dari triniBsoth yang membentuk
karakter Angkatan Laut. Peran ini umumnya digungbada saat terjadi konflik
di laut dengan penggunaan ancaman dan kekuatangpdPanggunaan militer
tersebut ditujukan dalam keadaan damai maupun geigmtaranya strategic
nuclear deterrence. conventional deterrence anceref, extended deterrence
and defence, international ordePenggunaan militer di saat damai difungsikan

sebagai berikuf?

1) Strategic nuclear deterrencenerupakarsea-based deterrence forgang
dilakukan oleh Angkatan Laut terhadap ancaman kekuasing. Seperti operasi
missile-firing submarine (SSBNjdalah hal utama yang perlu dilakukan oleh
angkatan laut untuk pertahanannvulneralbility’, jika operasi tersebut
terkalahkan oleh lawan maka beberapa pola pertahdaagan aktifitas kapal
fleet dan wilayah yang lebih luas akan dipertimbangkauclear strike-carries
yang selalu terintergrasi dengan peran pengembathamencana angkatan laut,
serta teknik pengembanganti-submarine warfarePenggunaan laut juga untuk
penyebaran kekuatan pertahanan, diantarémragking dan marking kapal-kapal
yang diduga membawa nuklir. Fundsirategic nuclear deterrenceerdiri dari
beberapa hal diantaranya :

a. Serangan Pertahanan di wilayah sendiri, dan wilag&kintu

31 Ken Booth, Navies and Foreign PolicyNew York: Crane, Russak & Company.Inc, 1977),
hall6
*’Ken Booth,bid., hal 20-25
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b. Menyediakan rasa aman untuk mendukung kepentingdmjakan luar

negeri

c. Berkontribusi terhadap kemampuan negara dalam msizEsikan
pengakuan posisi yang kuat

d. Melawan serangan pertahanan lawan

2) Conventional Deterrence and Convention&ebanyakan angkatan laut
dalam kontribusi pertahanan negara mereka sangatds. Secara tradisional
yang biasa disebubtue watet (pendekatan ini khususnya digunakan oleh Royal
Navy dan US Navy) cenderung digunakan di peradeant waters.Bersiap
untuk malaksanakan perang, Angkatan Laut akan méuasepola pertahanan
dengan kemungkinan penggunaafensive defencdi perairan luas dari segala
bentuk ancaman laut. Peran Angkatan LauCalntigious seaebih di utamakan
dibandingkan coastal defencekarena wilayah pertahanan menjadi sangat
kompleks, oleh sebab itu tidak lagi hanya terbatBsigan penggunaan
persenjataan Angkatan Laut, akan tetapi adanya ka&pang akan sangat berarti
sekalipun digunakan oleh Angkatan Laut skala kealpPenggunaan peran

Conventional Deterrence and Conventiorthgntaranya :

a. Mencegah musuh di wilayah perbatasan

b.  Melindungi negara di laut yang berdekatan denggansetetangga

c. Menegaskan tututan negara di laut yang berdekaagash negara tetangga

3) Extended deterrence and defenBPenggunaan laut juga digunakan untuk
memperluageterrencedan defencedalam upaya melindungi warga negara dan
aktivitas warga negara di wilayatstant areasserta melindungi sekutu sebagai
tanggung jawab bersama. Upaya meningkatkaterrentdan postur angkatan
laut serta mendukung kebijakan jangka pendek kakuamhgkatan laufleetsdan
squadrondharus diupayakan secara permanen maupun sewaktu-diakilayah
perairan yang tidak terjangkau. Selain itu, diupayajuga peningkatan teknik,
kesiap siagaan dan pengawasan yang diarahkan wmiskh yang berpotensi
membahayakan negara. Dengan fungsi peperangan digautai juga dukungan

infrastruktur yang memadai guna memperoleh fasilisecara startegi yang
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ditempatkan di wilayah yang telah ditentukan. Kedeyya penyebaran kekuatan
Angkatan Laut di wilayah yang ditentukan terselugaj termasuk di dalamnya
implikasi politik sebagai pertimbangan aktivitasgkatan Laut. Fungsi ini terdiri
dari :

a. Melindungi aktivitas negara di laut lepas

b. Melindungi kehidupan, kepentingan, dan asset nedawilayah perairan
yang tidak terjangkau

c. Melindungi kehidupan, kepentingan, dan asset nagidan sebagainya dari

segala bentuk ancaman domestik ataupun dari beatama
d. Menyediakan pertahanan maritime domestic di wilagaftorial negara

e. Mengembangkan teknik operasi untuk tugas di wilaysnairan tidak

terjangkau

f. Membangun infrastrukutur termasuk pusat pengenualian sarana

pendukung lainnya guna menjalankan misi
g. Berkomitmen pada sekutu

4) International Order.Di saat damailalance of powerfungsi Angkatan
Laut bertujuan untuk memenuhi tuntutan tatananrmasonal pada umumnya

dan di laut pada khususnya, diantaranya :
a. Mendukung hukum laut internasionébfv of the Sea

b. Tidak mendukung suatu hukum laut internasional; udgan dan

menyatakan tuntutan negara
2. Diplomatic

Selain menunjukkan keunggulan maneuver kapal peramgkatan Laut,
negara juga meyakinkan negara-negara yang mergegitt utamanya melalui
suatu cara tanpa penggunaan kekuatan senjata.nizipicadalah salah satu cara
meyakinkan lawan akan keunggulan yang ditawarkgoah dari diplomasi itu
sendiri adalah selalu menghindari upaya penggukekmatan senjata, begitupun

juga di salam suatu perkumpulan negara-negara astladpat bekerjasama

UNIVERSITAS INDONESIA

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



18

membantu terlepas dari konflik yang terjadi. Tujuatama peran diplomasi

diantaranya :

1) Negotiation. Fungsi tradisional Angkatan Laut ini biasa diseldenhgan
“political demonstration of naval force’Suatu Angkatan Laut harus ditunjang
kemampuan mengontrol di wilayah udara sebaik tugasdi laut serta

kemampuan militer di darat. Dapat dijelaskan bgieeoin di bawah berikut :
a. Menentramkan dan menguatkan peran sekutu sertmgelonegara

b. Menentramkan dan menguatkan negara sahabat yamagcaen oleh

ancaman dalam negeri
c. Menentramkan dan menguatkan negara sahabat karemaan eksternal

d. Merubah kepribadian negara sahabat ketika dalardae@aterdesak oleh

ancaman eksternal
e. Menandai bahwa “ bisnis sesuatu yang biasa “ selaisia

f. ~ Mendukung atau mengancam dengan kekuatan di lauk unendukung

negara sahabat
g. Meningkatkarbargaining strength
h. Mengancam dengan kekuatan sebagai bentuk dukumggakan

I. Meningkatkan kemampuan untuk mempengaruhi pelaksamsegosiasi
diplomasi yang lebih khusus

2) Manipulation. Pengaruh taktik diplomasi Angkatan Laut dibuat Untu
memberikan pengaruh mereka kepada lawan dengampahan campur tangan
politik yang relevan agar dapat menjadi suatu kakashn yang efektif.

Dampaknya kemungkinan akan buruk maupun baik, i¢éngg pada persepsi
para pengambil keputusan, yang pada akhirnya meitkgua suatu tindakan yang

tidak dapat diprediksi. Hal diatas dapat disimpaolkabagai berikut :
a. Memanipulasbargaining positionsli dalam suatu perkumpulan sekutu
b. Mendemonstrasikan dukungan ke negara lainnya

c. Mencapai atau meningkatkan akses ke negara lain
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d. Membangun Angkatan laut asing dan menciptgkany threats
e. Menciptakan tigkatan ketergantungan Angkatan Laut

f.  Menyediakan ketersediaan kekuatan Angkatan Lautvithyah distant

waters

3) Prestige Mempromosikan dan mempengaruhi suatu keistimewegara
sendiri bukanlah misi utama dari Angkatan LautaReni memiliki peranan yang
relatif khusus dalam menjalankan operasional segagstige,akan tetapi lebih
kepada kemampuan Angkatan Laut itu sendiri yangatdapengedepankan

peranannya di duni®restigedisini dapat dijelaskan pada poin-poin berikut :
a. Menyediakan ketentraman psikologis negara sendiri

b. Menjalankan gambaran secara umum dari suatu negara

c. Menjalankan sebuah gambaran kekuatan Angkatanylaagg hebat

Peran diplomasi selalu menjadi bagian yang peritiagg Angkatan Laut

pada umumnya, serta termasuk tugas-tugas Angkatatnyng sangat beragam.

3. Policing/constabulary.

Policy ditekankan pada wilayah perairan territorial, dakhdsuskan mengatur

kebutuhan masyarakat terhadap tantangan keadaama ¢uar. Peranan ini

ditugaskan termasuk di dalamnya polisi perairamjgga perbatasan, serta
bantuan militer hingga instansi masyarakat. Penahanaritime negara-negara
pantai sebagian besar tergantung pada stabilitdanata internasional.

Bagaimanapun juga kecilnya angka kapal perangadetyd memiliki pengaruh

terhadap kekuatan militer mereka. Tujuan utamepsaen ini diantaranya :

1) PeranCoast Guardterhadapsovereignty(peran ini merupakan hal yang
sangat penting dalam suatu kebijakan maritime teghanegara pantai, pelayanan
jasa maritime, Angkatan Laut, maupun kerjasamaukaa yang berhubungan
dengan keutuharsovereignty, resource enjoymemtan maintenance of good
order.
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2)  Perannation-buildingberperarterhadapnternal stabilitykhususnya ketika
keadaan politik dalam keadaan kacau maupun norseta berkontribusi
terhadapnternal developmenPeran yang terbatas ini sama halnya dengan peran
tentara di daratan, sebagai contoh penggunaan perdapat dilihat dari peran
Angkatan Laut di PUMF Reaceful Uses of Military Forcesperan ini lebih
banyak difungsikan pada pembangunan kembali wilayaig terkena bencana

alam maupun huru hara di negara dunia ketiga.

1.7.3 Akademisi lain yang menjelaskan mengenaritime securitydilihat dari
sisi hukum internasional dan strategi, yaitu Midtzahar®.

la menjelaskan mengenai penanganan kejah@tany di Somalia. Untuk
pertama kalinya Angkatan Laut Amerika Serikat megkap aktifitaspiracy yang
paling berbahaya sekitar 54 mil laut Somalia, gaagk laut menyerang kapal
Delta Ranger dan Safina al Bisarat, dan Indiaralun 2006. Berdasarkan uraian
bacaan Bahar, mendefinisikagnracy bukan suatucombatantsataupunenemy
prisoners Akan tetapi mereka dapat dikategorikan sebagdanggar atau
aktifitas kriminal di wilayah perairan yang melaaggperundang-undangan
maupun melanggar batas-batas suatu negara atawganggar konstitusi suatu
negara yang membahayakan seluruh awak kapal yarsgradg dan
membahayakan banyak aspek, di dalam kasus bacaag tgsedia ini
pembahasan mengeraiti-piracyyang dilakukan oleh Amerika Serik#t.

Para pembajak Somalia yang bersenjata lengkap uokeak tindak
kejahatan laut sama halnya seperti teroris di Igamg menyerang kapal
berpenumpang di laut lepas untuk tuntutan pribaalipan kelompok. Para bajak
laut tersebut menyerang dari kapal kecilnya melakaal komersil bermuatan
besar atau kapal tanker yang melintas di teluk Amsamtai Somalia, Teluk Aden
terhubung dengan Lautan India dan Laut Merah. &el0.000 kapal minyak

tanker, kapal barang dan kapal dagang melintasildiyah perairan terbesar di

** Michael Bahar,Attaining Optimal Deterrence at Sea : A Legal ang®gic Theory for naval
Anti-Piracy Operationsgalam Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.401F2007,
diunduh dari http://ssm.com/abstract=982679, tahyyddovember 2010, pk.21.30 WIB.

** Michael Bahar,Ibid.,. Hal 4
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Somalia setiap tahunnya. Sementara wilayah tersdibluar jangkauan hukum
dan Amerika Serikat merupakan salah satu negara darné&fara lain yang
berupaya melawan bajak laut di wilayah tersebuimasuk Rusia, India, Jerman

dan Iran’®

Upaya menanggulangi aksi bajak laut, hanya dengamjagaan jalur
pelayaran menggunakan cara militer tidak akan éfedelama tujuan dari aksi
mereka adalah tuntutan ekonomi. Perompakan julgk tsama halnya dengan
crimes against humanitynengatasi aksi bajak laut perlu perhatian khysus
tidak mudah karena menyangkut banyak korban tewaspuon disandera serta
diantara berbagai aturan baik aturan domestik maupernasional yang saling
bersinggungan. Peran Angkatan Laut secara tradisjum tidak bisa berperan
banyak, karena tidak sama dengan melawan musulngoee maritime security
operations dan law enforcementebih memungkinkan untuk dilaksanakan di
waktu sekarang maupun yang akan datang dengan gaéripertimbangan
kebijakan. Dengan demikialegal theoriesdan strategic optionsakan saling
melengkapi mengatasi isu kejahatan bajak laut.

Dengan menerapkanternational lawdiantara negara-negara yang saling
mengikat danpirates being non-state actodapat didefinsikan sebagai aksi
kejahatan, hal tersebut ditegaskan dalamversal juridiction. Di bawah
international law, siapapun yang termasuk di dalam definisi bajak Bapat
dikenakan hukuman oleh berbagai negara, berdasahkémom perundang-

undangan yang berlaku di negara masing-masing manbgal bajak laut.

Bahar menjelaskan berdasarkan Artikel 105 UNCL@S8itéd Nations
Conference on the Law of the Sea ) dan Artikel 1§hHseas Convention 1958,
bahwa negara-negara anggota UNCLOS maupun High Geagention berhak
menyita kapal ataupun pesawat yang digunakan Hajgkdan mengacu pada
hukum bersama yang mengikat. Sedangkan negara bakaggota, dapat
menggunakanuniversal jurisdictionsdi bawah customary international law.

Universal Jurisdiction merupakan cara dimananternational law merespon

% “pasukan Khusus Anti Bajak Laut Somalia Disiagdkan
http://nasional.kompas.com/read/2009/01/09/0109/B&31kan.Khusus.Anti.Bajak.Laut.Somalia.
Disiagakan, (diakses tanggal 27 Desember 20105RQ1VIB)
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kesulitan-kesulitan mengatasi pelanggaran secaagnpmtis yang diakui oleh
perundang-undangan domestik diseluruh dunia selbigailegal.

Kedua kapal tersebut dibajak di luar 12.1 mil I8omalia, dimana kategori
aksi kejahatan bajak laut berdasarkaternational lawberada di 11.9 mil laut.
Mengarah 12 mil laut dari garis pantai disebutt laeritorial. Teritorial
merupakan subjek dari kedaulatan, adanya perundgiagi@agan yang mengatur
aksi kejahatan dan pengadilan lokal yang dimililigara pantai. Jika aksi
kejahatan di dalam wilayah laut teritorial suatugar@, maka aksi tersebut

dikategorikan kejahatan menurut perundang-undakgensetempat.

Adanya perdebatan antara teori hukum dan stratetand penerapan
melawan bajak laut. Hukum internasional akan meunigaklanya peran militer
dan diplomasi melalui perwakilan, serta perubah#uim yang berlaku di tingkat
internasional akan efektif menyelesaikan isu tarseb

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, definisrsebut
dikukuhkan kembali secara sama tanpa perobahanmmdaasal [0I, yang
menyebutkaif. Pembajakan di laut terdiri dari salah satu diantindakan
berikut :

1). Setiap tindakan kekerasan atau penahanan ghatgsiah, atau setiap tindakan
memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadihobwak kapal atau
penumpang dari suatu kapal atau pesawat udarassdasiitujukan:
a) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat Udaraatau terhadap orang
atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat delaikian.
b) Terhadap suatu kapal. pesawat udara, orangbatang di suatu tempat di
luar yurisdiksi negara manapun.
2) Setiap tindakan turut serta secara sukarelardakengoperasian suatu kapal
atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yandpuma¢mya suatu kapal atau
pesawat udara pembajak.

3) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengajabamm tindakan yang

disebutkan dalam sub-ayat (1) dan (2).

%Tri Setyawanta R, dalajurnal Media Hukum/Vol.V/Nol1/Januari - Maret/ 2005, 8a6,
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Perkembangan definigiracy tersebut terlihat bahwa dahulu pembajakan
di laut lepas motifnya pada umumnya hanyalah pessap harta benda saja.
Sekarang ini telah berkembang menjadi semua timdk&kerasan yang tidak sah
seperti penculikan, pembunuhan, dan tindakan ke&aralainnya yang
bermotifkan politik, asalkan tindakan tersebut klilean di laut lepas dengan
menggunakan sarana sebuah kapal atau pesawat sdasta. Jadi pada
prinsipnya semua bentuk kekerasan yang dilakukah slbatu kapal terhadap
kapal lainnya di laut lepas dapat dikualifikasikesebagai pembajakan.
Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasikae¢na biasanya digunakan
untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukalawt lepas. Sedangkan
perompakan di laut lebih berdimensi nasional kamaeeupakan tindak kekerasan
di laut yang dilakukan di bawah yurisdiksi suatugar@, dengan tujuan yang
berbeda pula, meskipun juga dapat mencakup lingkapsnasional. Dengan
demikian penanganan kedua jenis tindak kekerastauttersebut dapat berbeda
ruang lingkup pengaturan hukumnya, meskipun dapakukan dalam bentuk
satu rangkaian tindakan yang sama, oleh petugagpkmukum yang sama pula.

Sedangkan definisi dan penerapan tindakan yardiukén oleh negara
terhadaplllegal Fishing berbeda dengapiracy maupunsea robbery lllegal
Fishing merupakan tindakan pelanggaran wilayah dalamdma izin dengan
negara bersangkutan, penangkapan ikan dengan atsu, pmenggunakan alat
tangkap terlarang dan menangkap jenis ikan yarek tebsuai dengan izin di
wilayah yuridiksi perairan negara lain yang meruagkungan laut dan dapat
menimbulkan konflik yang lebih luas. Masalah pesban laut Indonesia dengan
negara tetangga menjadi alasan maraknya aktiféasysian ikan, sehingga tidak
sedikit para pelakilegal fishingtidak tahu akan batas-batas perairan Indonesia.
Dalam menangani isu ini, pola pendekatan yang diak tidak hanya mengenai
keamanan laut, akan tetapi melalui partisipatif gansuasif diikuti penerapan
hukum yang tegas dan tepat dan dilakukan melaloickoasi antar institusi yang

berwenang di laut baik secara internal maupun eiaite
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1.7.4Non-Traditional Securitgebagai konsep keamanan baru.

Konsep keamanan menjadi salah satu konsep yanipgpakering
digunakan dalam tata interaksi manusia di duniangép ini adalah juga yang
paling sering berubah sesuai dengan perkembandaidup@an sosial manusia
baik dalam tataran lokal, nasional maupun glolsal. leamanan meliputi isu-isu
tradisional seperti konflik antar negara dan peraega isu-isu non-tradisional
berupa isu terorisme, lingkungan hidup, Hak Asasanikia (HAM) dan
demokratisasi yang juga melibatkan aktor-aktor megara. Isu-isu keamanan
non tradisional ini juga tidak dapat dilepaskani ¢arakteristik geografis yang
Indonesia miliki dan perkembangan-perkembangan yengdi di lingkungan
eksternal. Lebih jauh, isu-isu keamanan non-tradai juga berdampak luas
terhadap keamanan nasional dan global.

Menurut Buzan, dalam konsep keamanan terdapat risssi
(securitization, bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isudmam terutama
jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oletsyasakat sebagai sesuatu yang
mengancam kondisi keamanan mereka. Dengan katadairsu yang sebenarnya
bukan isu keamanan dapat menjadi isu keamananejikapat unsur-unsur yang
berkaitan dengan ancaman terhadap objek-objekntart®engan begitu dapat
diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebug ydapat mempengaruhi
kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman ldari maupun dari dalam

negeri>’

Buzan, memberikan metode terhadap keamanan banand keamanan
tidak saja dipahami sebagai bagian dari sektotenilakan tetapi sebagai bagian
dari politik yang dilihat melalureference to existential threatian sektor lainnya
dapat memberikan responnya terhadap isu yang ¢gphaflgenda security saat
ini menghadapi beberapa bidang kehidupan, diantaran environmental,
economic, sociallanpolitical as well as militaryantara satdengan lainya saling
bersinggungan. Menurut Buzan, bahwa konsep keami@ndapat di dalamnya

politik berperan penting dalam menjustifikasi pemggan militer, maupun

* Barry BuzanOp.Cit, hal. 45.
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intensitas peran pemerintahan. Buzan, dalam kajanjuoga memperhatikan
permasalahan pada level individu sebagterent object®

Menurut Barry Buzan, terdapat unit analisis dalamngkaji proses

sekuritisasi saat int*

» Referent object: things that are seen to be existn threatenend and

that have a legitimate claim to survival
e Securitizing actor: actors who securitize issuesleglaring something
* Functional actors: actors who affects a dynamisedtor

Dalam isu illegal fishing, aktor yang melakukan sekuritisasi adalah
negara-negara anggota UNCLOS dalam hal pengatarape&hggunaan laut bagi
negara anggotanya dan bagi negara lain yang mempédiknasalahan kedaulatan
perairan, melalui forum Food and Agriculture Orgation (FAO) dengan peran
utamanya sebagai pencegahan dan mengatdr security FAO sebagai sebuah
badan PBB yang telah menempathidegal fishing sebagai kejahatan perikanan
yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejakntab®92, FAO telah
memprakarsai pembentukan suatu tata laksana pankgang bertanggung
jawab, salah satunya mengatur prakigégal fishingsecara komprehensif. Seperti
yang tertulis pada kutipan berikd? :

IUU fishing remains one of the greatest threatsustainable fisheries
and the millions of people whose livelihoods depamthem. While no exact
figures are known, it is widely accepted that tbals of illegal fishing is huge -

one recent study estimated that it could be wontlestimated $10-23 billion
dollars annually.

Refrent Objecthegara anggota yang kedaulatannya terganggu déaen
aktifitas illegal fishing, dalam penulisan ini adalah wilayah ZEE Indonesia
Sedangkarfunctional actordalam isu ini adalah para pelaiegal fishingyang
berada di wilayah ZEE Indonesia yang mempengar@hijdkan pemerintah

Indonesia dalam hdlaritime Securitydengan isu pelanggaran kedaulatan dengan

3 Barry Buzan Rethinking Security After the Cold War. Corposati& Conflict Sage

Publication, vol., 32(1), 1997

% Buzan, dkk.Op.Cit, hal 35-36

“0 http://www.fao.org/news/story/en/item/47812/icadeiunduh tanggal 29 Mei 2011, Pk. 18.00
WIB)
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aksi illegal fishing, serta mempengaruhi dinamika hubungan bilateral ateng

kapal berbendera negara peldlegal fishing,regional, maupun global.

Adanya ancaman transnasional dapat melemahkan lkémlaunegara,
dimana illegal fishing dapat mengancam beberapa sektor kehidupan yang
dinyatakan oleh Buzan. Ekonomi, dimana Indonesiagthkan triliunan rupiah
karena aktifitas pelanggaran tersepetikanan laut merupakan salah satu sumber
daya alam yang menjadi potensi ekonomi kelautanyetgmbkan para pelaku
usaha perikanan Indonesia, terutama para nelayandemgan peralatan tangkap
ikan yang sederharna tidak optimal dalam pendap&ada tahun 2008 tercatat
Produk Domestik Bruto (PDB) pada subsektor perikamaencapai angka
Rp136,43 triliun. Nilai ini memberikan kontribuserhadap PDB kelompok
pertanian menjadi sekitar 19,13 persen atau kardritkerhadap PDB nasional
sebesar 2,75 persen. Hingga triwulan ke 1l 2009B Pierikanan mencapai
Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36 spar terhadap PDB tanpa
migas dan 3,12 persen terhadap PDB nasitinapabila illegal fishing tidak
dapat diatasi oleh Indonesia, maka akan berdampala penghasilan yang

diperoleh oleh sector perikanan Indonesia yang rgange peranan penting

Sosial, bahwa dengan adanya akiifiteegal fishing tersebut akan terjadi
kerentanan sosial terhadap kehidupan nelayan mauagustri perikanan, karena
ketersediaan sumber daya perikanan tertentu meigaldatas, sehingga akan
memunculkan suatu aksi kesetaraan social atasakehijpemerintah. Politik,
dalam isu ini pemerintah dituntut bekerja kerasaasiamengupayakan ketiadaan
ataupun pengurangan aktifitéitegal fishing, baik melalui kebijakan strategis
dalam negeri maupun kerjasama dengan negara lpabila hal tersebut
menghasilkan suati kebijakan yang dianggap tidalpatdamenyelesaikan
permasalahan secara signifikan, maka tuntutan mastaterhadap keamanan
laut dapat bergolak serta dapat memicu pelaku adtag terus meningkat karena
tidak adanya aturan yang tegas. Lingkungan, dandaakillegal fishing dapat
merusak ekosistem laut, mulai dari penggunaantategkap ikan yang dilarang

hingga penangkapan ikan berlebih dengan jumlah yidag disesuaikan dengan

* http://www.indonesiamaritimeclub.net/2011/03/286nesia-raksasa-maritim-terdiur-lelap-dan-
masih-bermimpi/, (diunduh tanggal 2 Juli 2011, PK00 WIB)
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izin yang berlaku. Militer, bahwa isullegal fishing dilihat sebagai isu
pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihakigasadapun pelaku
pencurian ikan tersebut sebagai pelaku terorgan@ngan begitu peran
pengawasan yuridiksi perairan Indonesia perlu kepuan pertahanan wilayah

laut sebagai pengawas terdepan di wilayah yuridiidonesia.

Karena semua perkembangan yang terjadi di lingkurgjesternal dan
domestik suatu negara. Dalam banyak kasus, isunsernasional sangat
mempengaruhi agenda kebijakan nasional. Secarasitmaal, kemungkinan
konflik antarnegara iifter-state conflick dalam hubungan internasional
merupakan sebuah isu tantangan keamanan maritig patut diperhatikan
Indonesia.Inter-state conflictini merujuk pada tingkat kompetisi antar negara
yang memperoleh sumber daya alam dan klaim terhlaali@s-batas nasional dan
teritorial. Persoalan klaim tumpang tindih enamaragRRC, Vietnam, Malaysia,
Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan) terhadalpy&h Laut China Selatan,
merupakan salah satu contoh penting persoalan kemnear regional yang juga
dihadapi Indonesia. Secara lebih spesifik, terjaysan keamanan (pelayaran)
maritim di kasawan Asia Tenggara merupakan pri®riltama bageconomic
sustainability kawasan dan bahkan dunia. Hal ini dikarenakanatvasan ini
terdapat empat jalur laut utama, yakni selat Malak#at Singapura, selat Sunda,
dan selat Lombok. Indonesia, misalnya, perlu segeeaeliti, menyesuaikan
kembali garis-garis (pangkal) pant@nternal water$ dan alur laut nusantara
(archipelagic sealangsdan mengelolanya. Hal ini perlu dilakukan dengan
secepat dan sebaik mungkin guna mencegah klaiimkidari negara lain
terhadap wilayah kepualauan Indonesia. Perlindunglan wilayah teritori
Indonesia dari berbagai ancaman dari dan atauutli peerlindungan akan asset
nasional di laut, dengan begitu permasalahan yanigadapi oleh Indonesia
karena pelanggaran kedaulatan yang dilakukan obébr amon-negara sebagai
pelaku illegal fishing membutuhkan suatu legalitas bersama baik nasional,

bilateral, maupun internasional

Melihat berbagai kasus gangguan keamanan maritatag]i Indonesia
menghadapi beberapa ancaman maritim yang beragacanfan pertama berupa
ancaman pertahanan dari kemungkinan agresi negama Kedua, ancaman
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navigasi dikarenakan beberapa alur laut Indonesenjadi titik penting
perdagangan dunia. Ancaman berikutnya berupa amcdmgkungan laut dari
pencemaran dan kelangsungan sumber daya laut. Ancterhadap pelanggaran
hukum merupakan ancaman berikutnya yang berasdimtdaikan pencurian ikan

di wilayah laut Indonesia dan penyelundupan damildalndonesia.

Dengan kata lain, sektor keamanan maritim Indonagigbatkan berbagai
macam dimensi dan aktor (negara dan non-ngara) yalmyp terkait satu sama
lain. Selain sumber ancamaSorces of threatyang begitu beragam, derajat
ancamandegree of threajsdi selat Malaka. Dengan pemikiran Buzan, berbagai
persoalan maritim baik yang terjadi di perairan detik Indonesia iternal
waterg dan atau di wilayah Asia Tenggara menunjukkamyalacross-sectoral
security connectiorisatau keterhubungan antar sektor keamanan (ekonomi
sosial, politik, lingkungan dan militer) yang meikiltingkat sekuritisasi yang
sangat tinggi. Proses sekuritisasi ini memainkaan@n yang sangat erat dengan

politik guna keamanan perairan Indonesia.

Dalam konteks isu keamanan maritim diatas, sebaganyang diajukan
Barry Buzan, pembahasan mengenai teori kompleks&ean (maritim) sudah
dan akan terus bergerak dari hal-hal klasik (mmliteenuju suatu pembahasan
yang lebih "baru” (non-militer). Sementara itu d=isi perdebatan teoritis, kendati
pun Neorealisme dan Neoliberal Institutionalismemii& beberapa asumsi yang
berbeda tentang anarkpower, serta aspek keamanan dan ekonomi, kedua
pendekatan ini juga memiliki kesamaan pandangangeremn regime sebagai
instrumen dari aktor negara dalam melakukan kemashilateral, regional dan
multilateral. Konsepsi regime ini secara khususajuppat digunakan dalam

mencari upaya pengaturan bersama keamanan maritim.

Namun demikian, efektivitas suatu regime juga amh#entukan oleh
derajat kepatuhan terhadap aturan-aturan yang tifetapkan sebelumnya oleh
para aktor negara. Lebih jauh, kedua pendekatam muenyatakan bahwa regime
untuk mengatur kerjasama dalam suatu bidang tiééusakan menuju pada

pembentukan institusi internasional yang bersifatak Namun paling tidak
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seperangkat aturan tersebut akan membentuk swoate of conducterhadap

berbagai persoalan keamanan maritim regional.

Selain mendorong kerjasama pertahanan maritimwagan sebagaimana
telah disinggung diatas, Indonesia juga memerlgetu armada pertahanan laut
yang efektif, besar dan canggih dan oleh karenangauntut pula penyediaan
fasilitas pertahanan laut yang memadai. Sebagaindiunagkapkan (mantan)
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Bernard K. Skimdeksistensi Indonesia
sebagai negara maritim hanya bisa ditunjukkan Ibiteonesia memiliki armada
angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasaintngamankan wilayah

lautnya®?

1.8 Hipotesis

1.8.1 PrakteMllegal fishing masih terus terjadi hingga tahun 2010, tidak dapat
dilakukan dengan caréorce maupun penguasaan laut melalui militer dengan
memperhatikan beberapa elemen yang abstrak, tidgatddiukur dan dapat
berubah sewaktu-waktu sehingga tidak ada kejelgsaig tepat. Hal tersebut
kaena karena panjangnya wilayah garis pantai Irelangehingga merupakan
ruang gerak terbuka, serta posisi geografi peralratonesia berada di titik
pertemuan jalur transportasi dunia memungkinkan akpihasing mudah
mengeksploitasi sumber daya alam, hal tersebutbai@an karenalaw
enforcementyang kurang mendukung tindakan tegas aktifitasngglaran laut.
(Teori M. Bahar)

1.8.2 PrakteHlllegal Fishing masih tetap terjadi pada tahun 2005-2010, karena
minimnya kuantitas dan kualitas kekuatan armada slanber daya manusia
pengendali keamanan dan pengelolaan laut dalamaugsgmanan di dan atau
laut Indonesia melalui gelaran operasi, serta tjgédsnya tugas masing-masing
instansi. Untuk dapat mengatasi ancaman laut setditer diperlukan unsur-
unsur pendukung kekuatan keamanan neg&alic{ng/constabulary sesuai
amanat UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI, saldbnsa tugas penegakan

42 Bernard Kent Sondakh, dalaharnal Hukum InternasionaNational Jurisdiction at Sea
(Depok:Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fr2004), hal 1
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hukum oleh TNI Angkatan Laut. Sedangkan dalam UUT4Bun 2009 tentang
Perikanan peran pengawasan dan pengelolaan pearikale Kementerian

Kelautan dan Perikanan. (legalitas)

1.8.3 Bahwa penanggulangan pelanggaran kedaulatbegal Fishing,
merupakan salah satu isu dalamaritime securitydapat dipahami melaldévels
of analysis, sectorsatau dimension of threats.Keberhasilan sekuritisasi

tergantung pada actor (negara) dalam mengatasiasitime securitfBuzan)

1.9 Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas apa yang dibutuhkan oleh Indangsiam mengatasi
isu illegal fishing yang termasuk ke dalam isu keamanan laut karetha ha
pelanggaran wilayah kedaulatan perairan, maka @ebetupaya menjelaskan isu
yang sama dengan wilayah atau di negara yang lerlsetbagai bahan
pertimbangan dalam mencari jawaban dari pertanpaaelituan yang diajukan

di dalam penulisan ini.

Isu yang diangkat adalah mencegiégal fishing di laut lepas, dimana
aktifitas illegal fishing membuat ketersediaan sumber perikanan, sumber daya
alam dan sumber makanan perikanan makin menipikTada negara satupun
yang dapat mengendalikan aktifitas ilegal tersabapa adanya bantuan atau

kerjasama dengan negara lain dan mengupayakam-atiunzan.

Di dalam jurnal ini membahas mengenai kerjasami@ra Kanada, Jepang
dan Amerika Serikat yang tergabung dal@he Convention for Conservation of
Anadromous Stocks in the North Pacific Oceadisepakati pada tahun 1992
sebagai organisasi regional. Agenda yang dibicarakeengenai kerjasama
peraturan perlindungan sumber daya alam metaoservation of anadromous
stocks -pengembangbiakan perikanan air tawar, bermigrdep@s) ke samudera

saat dewasa sebagai upaya pembaharuan perikaRasifik Utara.

Hasil dari kerjasama tersebut adalah penegakannmuk laut melalui
operasi bersam&anadianCP-140danCoast GuardC-130aircraft beroperasi di

wilayah yang disepakati, lembaga penegak hokum Aa&iS National Marine
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Service on Boardekerjasama dengan tersebar@anadianCP-140,Canadian
Departemen of National Defence Offigaga bekerjasama deng&wast Guard

office.

Di tahun 2001, ketiga negara tersebut tergabungnddbint Operation
Information Coordination Groupdengan agenda pertukaran informasi dan
penegakan hukum guna perlindungan ketersediaanesuhalga ikan salmon dan

mencegah pelanggaran penangkapan ikan di wilayadp digepakati.

Kerjasama inisiatif tersebut ditingkatkan karerk@butuhan akan
perlindungan perikanan , sehingga pada tahun 268bantukan Enforcement
Procedures Working GroupKerjasama ini membahas mengenai analisa dan
penyediaan pengawasan. The US Coast Guard merugsidan utama yang
menyediakan informasi actual akan ancaman kemadarcement Committee,
melaporkan mengenai aktifitas perikanan ilegal yaegadi, keadaan pasar,
faktor politik, dan keadaan ancaman yang beradaldyah yang disepakati.

Keberhasilan yang dicapai kerjasama penegakannmidersama regional
tersebut, yakni : mengurantegal fishingdi laut lepas, di tahun 2001 hanya ada
1 kapal illegal melintasi kawasan tersebut dan rk&mgumlah pelanggaran
illegal fishing dan di tahun 2002 tidak ada satupun pelanggargadt, walaupun
terdeteksi adanya 1 kapal ilegal tetapi melintasiludr batas wilayah yang
disepakati. Hal tersebut dikarenakan peningkataalitlas law enforcementi

antara ketiga negara.

Dari tulisan tersebut yang telah dijelaskan, fisnonenganalisa bahwa
untuk mengatasilegal fishingdiperlukan adanya kesiapan hukum yang tegas dan
jelas, melalui koordinasi yang tepat dan terarglatlanenghasilkan satbutcome
yang maksimal, serta kerjasama antar negara juggasaibutuhkan mengingat
saat ini pola interaksi dunia bergantung satu derygag lainnya guna efektifitas
dan efisiensi kondisi yang dimiliki masing-masirggara berbeda.
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1.10 Model Analisis

Dari konsepMaritime Securitydidapatkan turunan mengenai keamanan
laut yang merupakan kewajiban negara mengatasillesgal Fishing, terdapat
kelemahan-kelemahan Indonesia dalam menjalankamdan laut, sehingga
didapatkan hipotesis sementara dimana kekurangarpdeen pengawasan dan
pengelolaan kelauatan yang ada tidak menghasilkatu &eadaan yang aman di
wilayah perairan Indonesia yang dapat mempengastabilitas keamanan

kawasan. Penulis mencoba menganalisa permasakaisebut sebagai berikut :

{ Maritime Security (illegal fishing) ‘]

!

Dimensi keamanan Indonesia & keamanan laut di

kawasan

!

Kompleksitas peran (overlapping) dan kebijakan

Indonesia, serta hubungan antar negara kawasan

!

Ocean Policy & Strategy Maritime Indonesia tidak

terpenuhi

!

Isu Maritime Security masih meningkat

TN N N
N N N
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1.11 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk meiganapa strategi
keamanan maritim Indonesia yang dapat memberikdéusisdalam mengatasi
non-traditional se curityerhadap isullegal fishingdi wilayah perairan Indonesia
pada tahun 2005-2010

Perubahan lingkungan strategis kawasan Asia Teaggaupun interaksi
antar negara dan non negara mengalami peningkaikmn ipteraksi. Dengan
perubahan ini, muncul berbagai aktor hubungan nagonal yang memiliki
kepentingan di segala dimensi kehidupan. Makin pienya kedaulatan negara
karena kebutuhan dinamika hubungan antar aktor,uneafkan suatu ancaman
baru selain invasi suatu negara. Ancaman tradisioaibah menjadi ancaman
non tradisional. Fokus dari penelitian ini menekamkpada periode tahun 2005-
2010. Pada tahun tersebut ancarfilegal Fishing sedang dalam posisi statistik
yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan pobagan antar teori
dan kasus yang digunakan untuk menjawab pertanyamaelitian serta membuat
sebuah hipotesa dari penulisan ini bersifat ekspifati Penelitian eksplanatif
bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, daanjelaskan faktor dan
indikator yang terkait dengan pertanyaan penelittan kemudian menjelaskan
logika empiris yang akan diuraikan secara dedukdfiktif.** Teknik
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis miel@erbagai sumber
kepustakaan, diantaranya : perpustakaan Fakuhas $osial dan ilmu Politik
Universitas Indonesia, Unit Perpustakaan dan Dokgase Hubungan
Internasional (UPDHI) dan Miriam Budiarjo Resour€enter FISIP Ul Depok,
perpusatakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatam (SHESKOAL), Staf
Umum Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatarn ($opsal) Markas Besar
TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan PerdmgnFreedom Institute,
akses internet, jurnal, buku lainnya yang membahadi kasusnaritime security,

khususnya keamanan laut dalam mengdtagal fishing

*3 Neuman, Lawrence Social Research Methods” 4dition”, (Oxford University Press: Oxford,
1997), hal 67.
“ Neuman Lawrencébid., hal 72
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1.13 Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan tesis ini ini akan dibagadalima bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan yang berisi latar belakang perubahan dinamika
securitydalam pola hubungan internasional yang bersifaligi@nal menuju isu
non-tradisional, kemudian merumuskan permasalaleaelpian berikut ringkas
mengenai strategimaritime secuirty yang digunakan secara umum dalam
penyelesaian isu tersebut, pertanyaan penelitignan penelitian, signifikasi
penelitian, formasi konsep, kerangka teori, hipsetesnjauan pustaka, model

analisis, metodologi penelitian dan sistematikaufisan.

BAB Il Maritime Security dan Illegal Fishing, berisi penjelasan perspektif
maritime security pemaparan studi kasus, pemahamanileegal fishing serta
faktor-faktor pendorong timbulnyallegal fishing dengan isu utamadaw
enforcementkoordinasi institusi, kedaulatan, dan faktor-faktam penyebab
aktifitasillegal fishing.

BAB Ill Kebijakan dan Strategi Maritim Indonesia secara umum akan
dijelaskan baik melalui kerjasama antar institissional maupun internasional,
serta upaya pemerintah Indonesia dalam mengataiisskpelanggaran wilayah
kedaulatan perairan maritimma@ritime security, serta penulis berupaya
menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada Ibyang berhubungan
dengan teori yang digunakan, sebagai tambahandijedesskan mengenai doktrin
Eka Sasana Jaya sebagai pedoman TNI Angkatan héarhdnenjalankan tugas
dan fungsinya .

BAB IV Postur, Kewenangan serta Kemampuan TNI Angkatan Lat
menjelaskan cara pandang dalam menghadapiasuconventionapelanggaran
kedaulatan dalam mengimplementasikan tugas Op&fdger Selain Perang

beserta beberapa gelaran operasi dengan hasianapai

BAB V Kesimpulan, kesimpulan dari penulisan tesis ini yang berjudul
“Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menateygyi Ancaman Non-
Traditional Security: Studi Kasubegal FishingPeriode Tahun 2005-2010".
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BAB |1

MARITIME SECURITY DAN ILLEGAL FISHING

Dalam bab Il ini penulis akan menjelaskan mengeeaiahaman konsep
Maritime Securityyang dipersepsikan berbeda oleh tiap negara tenggrgada
kepentingan yang terdapat di dalamnya dengan patates yang dihadapi oleh
negara tersebut. Hal tersebut mengacu pada pemahadiional security yang
bertransformasi menjadion-traditional securitykarena adanya kompleksitas isu
yang terjadi di setiap negara dengan interaksi ymgeda dimensi kepentingan.
Setelah mendapatkan pemahaman mengbtaitime Security, penulis akan
memaparkan studi kasus yang diteliti dalam penulisadengan mencari faktor-
faktor yang menyebabkan timbulnya aktifitdkegal Fishing apakah berupa
pelanggaran kedaulatataw enforcementhingga kepentingan koordinasi antar
lembaga formal dan non-formal oleh beberapa petiu dalam maupun luar
negara Indonesia, isu ini merupakan salah satup&anggaran di laut yang
dibahas dalanMaritime Securitysaat ini oleh Indonesia dan dampaknya terhadap
Indonesia sendiri dan hubungan Indonesia dengasraé@wasan Asia Tenggara
Oleh karena gangguan pelanggaran batas negarattenebugikan negara, maka

Indonesia berupaya menangani dengan berbagai kabija

[1.1 Pengertian Maritime Security

Konsep security secara tradisional yang selama ini berkembang sanga
relevan pada negara, serta ancamannya terhadapanggsgy datang dari luar
negara sendiri sangat dekat dengan dimensi mitgédnadap teritorial yang
dimiliki. Sebagai informasi, di tahun1980 an sebud@msepsecurity barupun
muncul mengenanational securitydan international security konsep tersebut
menambah pemahaman konssgrurity yang berasal dari kompetigioitical-
military power. Disebutkan bahwacomperehensive securitptau common

security, prinsip-prinsip tersebut berdasarkan bahwa tidak aelgara manapun
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dapat meningkatkasecurity nya tanpa adanya peningkatseécurity di negara
lain. Hal tersebut diasumsikan bahwa permasalahaanaan pihak asing yang
dihadapi oleh suatu negara terksétcurity negaranya juga merupakan ancaman
terhadapinternational securitysecara global, terutama di kawasan dimana isu
tersebut berkembang. Contohnya : perkembanganrndigradasi lingkungan,
krisis ekonomi, dan sebagainy@emahaman konsegecurity secara tradisional
menuju pemikiran yang baru tersebut dikarenakadkisnya batas antar negara,
perkembangan teknologinterdependendy (suatu keadaan dimana interaksi
global semakin meningkat tidak hanya dalam dimengiter tetapi meluas
menjadi non-militer yang didominasi dengan isu pgahgan, konflik maupun
kepentingan bersama dengan kemungkinan diatur dadaistu kerangka
kerjasama wilayah untuk mencapai keuntungan beljsamarstatesmaupunnon
stateyang kini perlu pembahasan bersama antar pihakndadengatasi isu yang

muncul dari dalam maupun dari luar negara atau &awa

Meningkatnya hubungan antar negara serta makinasey@ aktor selain
negara fon stateactor) berperan di lingkungan globaldbal environmentaldi
berbagai dimensi telah menciptakan suatu isu tertdn dalam tatanan dunia.
Rentannya ancaman yang berdimensi politik, ekonsmsjal dan budaya serta
militer menyentuh isu-iston-conventional issuegengan lebih memperhatikan
aktor-aktor non negara (teroris, Lembaga Swadaysyhfakat Internasional, dan

sebagainya).

Dalam konsepsecurity, diketahui adanyahe origin of threatshila pada
masaCold Warancaman datang dari eksternal sebuah negara, padkasaat ini
ancaman dapat berasal dari domestik biasanya tet&agan isu-isu primordial
seperti isu etnis, budaya, dan agama seperti kasglparatisme di Aceh (Gerakan
Aceh Merdeka) yang dipicu etnonasionalis yang ndnjaerhatian politik

nasional maupun internasiorfal.

Dalam pembahasan penulisan ini pemikiran meng&faitime Security

sebagai isu yang syarat akaacurity, muncul di tiap negara dengan masing-

!Scott Burchill, dkk..Theories of Internastional Relatiorsecond edition, (New York: Palgrave,
2001), hal. 39

2 Yulius P Hermawan, “Transformasi dalam Studi Hutaminternasional : Aktor, Isu, dan
Metodologi”, (Yogyakarta : Graha Iimu , 2007), Hal.
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masing pengaruh lingkungan eksternal dan respog gembil oleh negara yang
menganggap isu tersebut sebagai suatu ancamanhgang segera ditanggapi,
sehinggamaritime securitynengalami perluasan makna terhadap perkembangan
terhadap isu saat ini yang maldiomplex. Maritime Secuirtgimaknai berbeda
oleh tiap individu maupun organisasi tergantungapaerbagai kepentingan yang
termasuk di dalamnya. Namun, disisi lamaritime securitymerupakan bagian
dari perluasan perdebatan maksecurity. Maritime Securitytu sendiri tidak

pernah diidentifikasikan sebagai sector isu yiagpendent.

Pada literatur dimensecurity Buzan bahkan tidak mengidentifikasikan
kemaritiman secara jelas. Keberadaan makmaxitime securityada karena
permasalahan karakteristik dan penggunaan lauh sextaman yang terjadi di
dalamnya. Karakter maritim memiliki pengaruh yangtkpada aspek keamanan,
strategi, dan kerjasama regional kemaritiman. Dergggitu keamanan maritim
menjadi tanggung jawab bagi semua negara dalam agenkeamanan
wilayahnya terutama bagi negara yang memiliki valaylaut yang luas. Hal
tersebut merupakan isu baru pada dimensi non-keivesl, dimana sebenarnya
iIsu baru ini sudah sejak lama ada sebetwid War akan tetapi pada masa itu
makna security masih mempersoalkan mengertareats dan vulnerabilities

kapabilitas militer.

Perspektif militer melihamaritime securityffocus padanational security
dalam upaya melindungi integritas territorial d@rangan musuh atau negara lain
dengan menggunakan kekuatan militer untuk menc&pgentingan negara
tersebut di luar wilayah kedaulatannya. Sedangkalankgandefencemelihat
maritime securityyang mencakup permasalah perbatasan yang lebshdaa
khusus terhadap ancaman yang muncul. Sebagai cohtoblSNaval Operation
Conceptmengacu pada tujuan operasi keamanan maritim tekmagyakinkan
kebebasan navigasi, jalur komersil dan perlindunggeha sumber daya kelautan
dari ancaman terorisme, perdagangan obat terlaggrgmpakan, dan bentuk-

bentuk kejahatan pelanggaraansnational crimeyang berasal dari ladt.

% Natalie Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. RethWlaritime Security : International Law
and Policy Perspectives from Australia and New ZedJ(New York : Routledge, 2010), hal. 5
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Dalam pemikiran kemaritiman, pembahasan tidak &aangngenai konsep
pertahanan pertahanan maritim yang beskala méikan tetapi juga termasuk
pada permasalahan pertahanan terhadap ancaman iliten-nantara lain
penyelundupan kayu, imigran gelap, pencurian sundsya kelautan, dan

berbagai jenis pelanggaran lainnya.

Isu keamanan laut saat ini cukup mendapatkan pa&nhkarena sifatnya
yang makin meluas meliputi ancaman kekerasan (pekda perompakan dan
sabotase serta teror objek vital), ancaman navi@@kurangan dan pencurian
sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (garusarta pencemaran laut
dan eksosistemnya), dan ancaman kedaulatan darmh@senangkapan ikan
secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksgiosumber daya alam secara
ilegal termasuk harta karun, penyelundupan serpatacurian kayu melalui laut.
Isu-isu tersebut dapat mengganggu stabilitas katlulsuatu negara dari pihak
negara lain maupun aktor bukan negara, dalam kagilis penulisan ini, isu-isu
tersebut dapat mengancam hubungan yang buruk dnthraesia dengan negara

lain.

Sedangkan menurut The United Nations Secretarefaén tidak
mendefinisikanMaritime Securitysecara detail, akan tetapi daldReport on
Oceans and the Law of the Seada tahun 2008 menyebutkan beberapa indikasi
yang dapat dinyatakan sebagai suatu ancaman terMatédime Security antara

lain :*

1. Piracy dan Armed Roberry kejahatan laut yang membahayakan
keselamatan para pelaut serta keamanan jalur rsadiga komersil.

2. Terrorist acts yang mengancam kapalffshore installationslan kegiatan
maritime lainnya yang berdampak pada terganggureadd&an ekonomi

negara bahkan sampai pada penyerangan fisik.

3. lllicit trafficking in arms and weapons of mass lastion.

*Natalie Klein, Joanna Mossop, dan Donald R. Rothwsd., hal. 7-8
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4. llicit trafficking in narcotic drugs and psycotrap substance,yang
menyumbang sebesar 70 persen dari total perdagasiggtrobatan baik

selama maupun setelah pelayaran.

5. Smugglingdan trafficking of personamelalui laut dengam menggunakan
kapal yang tidak layak guna dan perlakuan yangktgksuai dengan hak

asasi manusia.

6. lllegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishindiidentifikasikan pada
skala food security yang mengancam terhadap kestabilan hubungan

internasional dan keamanan laut.

7. Kesengajaan maupun pelanggaran hukum terhadapufiggk maritime
sebagai suatu isu penting bagi potensi sumber @ayayang mengancam
keamanan suatu negara maupun negara banyak yangoemganuhi

hubungan kepentingan sosial, dan ekonomi negataipan

Selanjutnya menurut C. Liss (2007), kejahatan thuisia Tenggara saat
ini tidak hanya masalah pertahanan dalam dimengemiakan tetapi mengarah
pada dimensi lain, sepertillegal fishing, smuggling of goods and peqgtaud,
dan piracy.lllegal fishingdi perairan Indonesia merupakan isu yang menjadi
perhatian keamanan nasional dan menjadi permasakatitara pelaku aktifitas
illegal fishing yang didominasi oleh kapal berbendera asing dengstansi
pemerintah Indonesia yang berakibat pada permasalalibungan dengan negara

lain.®

Setiap isu mengendilaritime Security konsep tersebut selalu mengarah
kepada kekuatan (Angkatan Laut d&wvast Guargl karena pada umunya
keduanya merupakan pelaksana pengawasan terhadamaistime security
deterrencedan power enforcement bodeperti yang diterapkan oleh Jepang
setelah Perang Dingin. Melalui aliansi dengan Ak#rSerikat, pelaksanaan
Maritime Securitydi arahkan pada perdamaian dan stabilitas regiésa-
Pasifik. Keduanya tergabung dalajoint maritime military powersebagai

kekuatan militer terkuat di regioal Asia Pasifikdpasaat ituJapanese Coast

*Working Paper No.141oleh Carolin Lisghe Privatisation of Maritime Security-Maritime
Security in Southeast Asia: Between a rock andrd pkace,Asia Research Centre, Australia,
2007, hal. 2
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Guardberkontribusi dalam mengatasi iswacy yang sering terjadi di perairan di
dunia. Karena Jepang merupakan salah satu kekektaromi terbesar di Asia,
sehingga untuk memasarkan hasil produksinya, peraggulaut sebagai transaksi
barang ke negara-negara, khususnya Asia sebagaurkem utamanya, sangat
berperan dalam pendistribusian melalui jalur |&anpa adanya penggunaan jalur
laut, sangat dimungkinkan pertumbuhan ekonomi Xep#an berdampak buruk.
Saat ini perkembangan peramaritime military Jepang tidak hanya diarahkan
pada pertahanan batas-batas laut Jepang saja, tetiegnn perlindungan pada
Japan’s sea line of communicatiosgperti Laut Cina Selatan, Laut India, Laut
Arab, maupun Selat-selat internasional. Sebaganbpdepang dalam peran serta
memberikan bantuanavigation securitydi selat Malaka yang merupakan selat
terpenting di kawasan Asia Tenggara disebabkarnldyah perairan selat Malaka
iIsu kejahatan laut sangat tinggi yang dapat merkanilik internasional baik

permasalahan maritim maupun lebih meltias.

Lingkungan maritim merupakan sebuah media yangi#tidalam aktivitas
jalur komersial dan transportasi melalui peraidirsisi lain timbultransnational
crimes hal ini terlihat dari besarnya jumlah peredararahg ilegal (obat-obatan
terlarang maupun senjata ilegal), dan besarnyaajundrang yang melintas
melalui laut dengan kemungkinan resiko yang lelgbilkdari otoritas penegakan

hukum yang berlaku di perairan tersebut.

Isu maritime securitydapat dikaji lebih lanjut apakah berdampak pada
keamanan negara maupun regional, internasional pargjfat nyata, sekaligus
apakah isu tersebut mencerminkan pada isu multitBmgehingga dibutuhkan
penanganan secara cepat dan tepat melalui kefijaqaabila isumaritime
security telah menjadi isu non-konvensional yang dianggelpagai ancaman
keamanan melalui pemahaman secara bersama baikanalesty domestik,
regional, internasional untuk segera direspon olgakeholder maupun

masyarakat global.

® Masahiro AkiyamaMaritime Security in Southeast Asia and Southwskt dalamlIPS
International Conference TokyBrospector Change in the Maritime Security Situation inas
and the Role of Japa®esember 13 November 2001, hal 5-7
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Di dalam sejarah Indonesia sendiri kawasan peraimdonesia merupakan
suatu sistenrmetworkyang terdiri dari beberapa sisteub-networkdari aktifitas
perdagangan, politik, dan sebagainya. Aktifitasnmglibatkan penggunaan jalur
pelayaran sebagai sarana, hal tersebut menggambadanya suatu jaringan
interdependencyberupainterregional, internasionalmaupun lokal. Dikatakan
bahwa kemaritiman sudah dikenal sejak jaman Swpaij@ebagai kerajaan
maritim yang pernah tumbuh menjadi kerajaan mariérbesar di Asia Tenggara
dengan kekusaan terpusat di Selat Malaka sebdgapgrdagangan internasional

saat itu’

Sedangkan untuk konsepsi negara kepulauan di Isagorperkenalkan
dengan sejarahnya dimana cakupan wilayah maritdonesia diperkokoh pada
tanggal 13 Desember 1957 Deklarasi Djuanda yang yatakan kepada
masyarakat internasional bahwa Indonesia terdnii laeribu-ribu pulau sebagai
satu kesatuan di bawah kedaulatan Indonesia semitgpan garis batas teritorial
dengan lebar 12 mil diukur dari garis-garis yangigielibungkan titik-titik ujung
terluar pada pulau-pulau di Indonesia, yang kenmudiperkuat dengan UU No.4
Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia danrdédiln lanjut dalam Peraturan
Pemerintah No.8 Tahun 1962dan menjadikan luas wilayah laut Indonesia
2.027.087 km? (wilayah daratan) menjadi 5.193.2502 kdan penambahan

wilayah perairan nasional sebesar 3.166.163%mz2.

Selanjutnya adanya ide masyarakat internasionaberen penarikan lebar
laut wilayah, zona tambahan, ZEE, landas kontinen kionsepsarchipelagic
sate yang dibahas dalam Konferensi Perserikatan Bangsgdh pada United
Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOSgHun 1958 dan
UNCLOS |l tahun 1960 tidak berujung pada kesepakédtarena berbagai
kepentingan negara, kemudian pada UNCLOS Il tal@82 di Montegon Bay,

7 Safri Burhanudin, dkk, “Sejarah Maritim Indonediéenelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia
dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Jaman Paséjargga Abad XVII)”, (Pusat Kajian
Sejarah & Budaya Maritim Asia Tenggara, LembagaeRtan Universitas Diponegoro Semarang
serta Pusat Riset Wilayah Laut & Sumberdaya Nonai@adan Riset Kelautan Perikanan
Departemen Kelautan dan Perikanan: Jakarta, 268B)13,63.

8 Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris trgtuan Kerja Dewan Maritim

Indonesia, “Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konsivelukum Laut
Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia”,(DKP:Jaka2008), hal. 2

® Mochtar Kusumaatmaja, “Bunga rampai Hukum LauBinécipta : Bandung, 1978), hal 29
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Jamaika yang menghasilkan konsepshipelagic stataliakui dan beberapa butir
pengakuan serta ketentuan-ketentuan untuk wilayagam kepulauan.

Implementasi Indonesia dari perjanjian internadiagieasebut disahkan dalam
Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang PengesahN®iOS 1982 bahwa

Indonesia adalah kepulauan nusantara secara geograrupakan negara
kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki luas $abesar 5.8 juta km? yang
terdiri dari laut teritorial dengan luas 0.8 juta% laut nusantara 2.3 juta km2 dan
zee 2.7 juta km?, serta memiliki pulau sebanyald8Q7 .pulau dan garis pantai
95.181km:°

Dengan penjelasan-penjelasan sejarah kemaritimadonésia dan
diterimanya konsepsi wawasan nusantara serta peguma Mochtar
Kusumaatmaja di forum internasional dalam partsipga hingga UNCLOS |li
yang dijelaskan secara singkat di atas, hal tetsselalui tatanan hukum yang
bersifat mengikat bagi negara anggota, selanjulravensi-konvensi tersebut
disebutkan merupakan rezim hukum laut yang harpatwhi oleh negara yang

menyepakati.

Dari konvensi UNCLOS lll adanya butir kesepakatasngenai kewajiban
dan hak Indonesia sebagai negara kepulauan damanggag berdauldlyang
kemudian di implementasikan ke dalam Undang-Undeegublik Indonesia
No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indoniégan PP No.38 Tahun 2002 tentang
Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pandk&epulauan Indonest3
sebagaimana yang telah disepakati bahwa Indonesihalb memanfaatkan
lautnya serta sumber daya kelautannya dengan ketenang disepkati untuk
tidak berlebih ¢ver-exploitation)’, serta hak negara pantai untuk memberlakukan
tindakan dan  hukum terhadap pelaku pelanggararatygan peraturan

perundang-undangan di ZEE.

19 Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris cir@tuan Kerja Dewan Maritim
Indonesia 2008,0p.Cit.,hal i

! Lihat UNCLOS 1982, Part IV, article 47-53

2 ihat UU RI No.6 Tahun 1996 tentang Perairan |retia

3 ihat PP No.38 tahun 2002 tentang Daftar KoordiBeografis Titik-titik Garis Pangkal
Kepulauan Indonesia

1 Lihat UNCLOS 1982, Part V, article 62 tentang Refaatan Sumber Daya Alam Laut di ZEE
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Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulatndgamiliki perangkat
hukum penuh dengan sumber daya alam yang terkandiimgrikan hak
pengelolaan. Dengan adanya penetapan batas-basampéndonesia, baik batas
landas kontinen maupun ZEE 200 mil merupakan pEmsagama bagi Indonesia
dalam upayanya mengamankan perairan demi integwikss/ah, tetapi juga
sumber-sumber kekayaan alamnya. Permasalahan daiadglah bagaimana
kemampuan Indonesia terhadap batas-batas wilayahirgeya tersebut,
kemampuan kosepsional kemaritiman dan organisaspumapersonal, material,

dan lain-lain®®

Dengan melihatThe Australian Customs and Border Protection Servic
(Customs and Border Protectipiadan ini bertanggung jawab mencegah dan
mengawasisecurity dan integrity perbatasan laut Australia dengan negara di
sekitarnya dari kapal asing yang masuk di wilayahazeksklusif Australia yang
berkoordinasi dengan upaya pemerintah di wilayatai@e utara dan selatan
Australia®. Ini dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesiaikintembuat suatu
badan yang terkoordinasi dalam pemerintah Indoneizk menjaga perairannya

dari isu pelanggaran di laut.

Australia dan New Zealand sebagai informasi tambahk&dua negara
tersebut memiliki kepentigan terhadam@ritime securitydiantaranya : Pertama,
kebebasan navigastransit passagemelalui selat Internasional seperti Selat
Malaka, Singapore, Laut Cina Selatan yang bebaspdacy, terrorists, rogue
states di high seas’Kedua, kerjasaman maritim di regional termaduk
Fishing, port security, presence of foreign navikgtiga, asylum seekedi
Australia, peningkatan perdagangan Australia keareeésia melalui laut dengan
turut berkontribusi pada kerjasama regional Sanaudténdia, isu Selat Torres

sebagai jalur komunikasi laut. Keempat, New Zeajaigd memiliki kepentingan

' Hadi Soesastro, A.R. Sutopo, “ Strategi dan Hubnorggernasional Indonesia di Kawasan Asia
Pasifik”, (CSIS:Jakarta, 1981), hal.622

' The Auditor-General Audit Report No.23 2009-10Berfance Audit, lllegal Foreign Fishing in
Australia’s Northern Waters Australian Customs Bodder Protection Service, (Australian
National Audit Office : Commonwealth of Australi@?0), hal3

' Lihat UNCLOS 1982 Part VII, Article 86-87 tentahtigh Seas
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akan kelangsungan jalur perdagangan melalui lautujuenegara-negara Eropa
dan Asia melewati perairan Indonesia yang berladgusamudera Hindi&.

1.2 Faktor Penyebab Timbulnya Aktifitas Illegal Fishing di Perairan

Indonesia
[1.2.1 Pengertian Illegal Fishing

Adanya variasi iklim dengan interaksi lintasansadua samudera (Hindia
dan Pasifik) serta dua benua (Asia dan AustraliggpiD oleh dua samudra
(Samudra Hindia dan Pasifik) dan benua (Asia dastralia) laut Indonesia
memiliki posisi yang strategis, yang dapat memiaerikeuntungan ekonomi.
Seiring pergeseran pusat ekonomi dunia, dari Péttntik ke Asia Pasifik,
kapal-kapal pengangkut internasional secara rutiintasi perairan dalam
Indonesia. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwegengso ekonomi jasa
perhubungan laut mencapai 12 miliar dolar AS peua Angka ini berdasarkan
pada perhitungan, sejak 15 tahun terakhir negaeankengeluarkan devisa lebih
dari 10 miliar dolar per tahun untuk membayar arangeélayaran asing yang
selama ini mengangkut 95 persen dari total baramgkuekspor dan impor.
Armada tersebut juga memobilisasi 45 persen d#al ttarang yang dikapalkan
melalui ALKI, Sesuai dengan UU no 6 tahun 1996dagtperairan Indonesia dan
PP No 36 thn 2002 bahwa Indonesia memiliki 3 ALkKity ALKI | (dibagian
utara bercabang menuju Singapura (IA) dan menwt Cana selatan, ALKI I
melalui selat lombok menuju laut Sulawesi dan AlLKlyang dibagian selatan
bercabang tiga menjadi ALKI IlI-A (sekitar perairaaut Sawu/Ombai Kupang),
[lI-B, llI-C (Sebelah timur Timor Leste )dan lll-Psekitar perairan Aru) dan
yang dibagian utara bercabang menuju Laut Sulafllégt)/Utara Sulawesi dan
Samudra Pasifik’ Jalur laut Indonesia memang telah memegang peranan
penting,menjadikan bentang laut Indonesia kaya &esmekaragaman sumber

daya ikan dan ekosistem laut, seperti ekosistentapamuara, mangrove, laut

'® Natalie Klein, dkk.Op.Cit.,hal.11-19
9 ALKI, http://www.indonesiapusaka.info/alur-laut{kelauan-indonesia-alki/, (diunduh tanggal
30 Mei 2011, Pk. 15.00 WIB)
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terbuka, padang lamun, terumbu karang hingga kluk.t Indonesia memiliki

garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah #afla

Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, lautan udara serta sumber
daya alam yang terkandung di dalamnya sebagaikeattuan negara Indonesia.
Dengan luasnya wilayah laut Indonesia di banding@mgan luas wilayah
daratan, selain memberikan keuntungan, tetapi jogmberikan tantangan bagi
Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelolanyaaseptimal. Permasalahan
perairan Indonesia tak hanya sebatas mengatur amelmdonesia saja. Akan
tetapi kajiannya dapat meluas sesuai dengan tunygaag dibutuhkan. Seperti
dampak dari luasnya perairan lebih 2,6 juta km2nditah 3 juta km2 untuk ZEE,
garis pantai sepanjang 81.000 km dan wilayah lautpgrbatasan dengan 10
negara tidak hanya ke dalam tapi juga kepada neégiargang berakibat konflik
perbatasan, sehingga membutuhkan perhatian khuaiks dari pemerintah

maupun masyarakatnya.

Oleh karena sifat laut dan sumber daya alamnya Yymmbeda dengan
daratan tersebut, maka pengelolaan, pemanfaatanpelagembangan sumber
daya kelautan perikanan perlu perhatian khususitatianya : Pertama, laut
merupakan satu kesatuan maka membutuhkan suatwatpearg hukum yang
bersifat global. Kedua, sifat lintas batas dariasghn besar sumber daya kelautan
dan perikanan. Ketiga, adanya ancaman kerusakaadegp lingkungan laut yang

berasal dari aktifitas yang berasal dari d&fat.

Sumber daya perikanan laut Indonesia memilikepsityang sangat besar.
Hasil riset Komisi Stok lkan Nasional menyebutkaahwa stok sumber daya

perikanan nasional diperkirakan sebesar 6.4 jutapter tahun. Demikian juga

% Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Lairekorat Jenderal Kelautan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikatirofil Konservasi Sumberdaya lkan

Kini dan Mendatang: Konservasi Kawasan Perairanriedia Bagi Masa Depan Dunia”, (DKP:
Jakarta), hal. 10

2l Beny Adrian/Angkasa, “Kelautan dan Permasalahdonesia”,
http://202.146.4.40/read/newsprint/103/indo.defetibarap.memacu.industri.pertahanan, (diakses
tanggal 28 September 2010, pk. 20.00 WIB)

22 Dr. Etty R. Agoes, “Desentralisasi Pengelolaanayiéh Laut Perspektif Hukum Laut”, dalam
jurnal Kelautan dan Perikanan, Volume Il, No.2, ams 2001, hal.37
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dengan sumber daya alam kelautan lainnya sepenfetdaya minyak, gas dan
mineral laut, serta potensi material untuk bioté&gbhingga triliunan rupiaf®

Besarnya potensi sumber daya perikanan dan keléertsebut merupakan
aset nasional yang harus dimanfaatkan secara dptilNamun, pada
kenyataannya, potensi tersebut belum dimanfaatkagah baik, begitupun batas-
batas perairan Indonesia yang masih menjadi petaebsehingga menimbulkan
adanya permasalahan utama diantaranya : pencemaatapembuangan limbah
secaraillegal, pencurian ikan khususnya oleh kapal asing, korgkkggunaan
ruang dan sumberdaya, dan isu lainnya yang memigikgara baik secara materi
maupun fisik di lingkungan strategis khususnya @engegara-negara tetangga
maupun di Asia Tenggara.

Fishing dan segala aktivitas yang berkaitan dengan penkd#oacking,
transport, retailing merupakan kegiatan yang penting di bidang kergubaik
skala domestik maupun global ekonomi. Perikananupaan salah satu mata
pencaharian di negara-negara pantai terutama daraeggara berkembang
seperti Indonesia yang memiliki luas perairan yiehih luas dari luas daratéh.

Fakta bahwa wilayah laut merupakan daerah terbuiaberikan peluang
terhadap ancaman bagi kedaulatan negara melalyi daperti halnya ratusan
bahkan ribuan kapal dagang maupun militer melirdagperairan Indonesia
melalui Sea Lanes of Communicati¢8LOC), jaminan keamanan SLOC sangat
penting karena hal tersebut secara langsung stergait dengan ekonomi dunia
bagi pengguna laut di dua wilayah (Selat Malaka Salat Singapura). Alur-alur
pelayaran tersebut bernilai penting bagi perekomominegara dan
konsekuensinya bagi Indonesia. Dimana perhatianadumernasional terhadap
masalah keamanan perairan Indonesia menjadi senf@iiis. Isu perompakan
bersenjata di laut, terorisme maritim serta berkekahatan maritim lainnya
menjadi semakin muncul, terutama di perairan-panairamai seperti Selat
Malaka dan Selat Singapura. Untuk mengatasi perkdnajdan perompakan di

kedua selat tersebut, Indonesia telah berupaya imakslengan membentuk

“Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Pengaw@sanber Daya Kelautan dan Perikanan,
Op.Cit, hal. 1

4. David Allan, dkk., “Overfishing of inland Wag#r dalamjurnal Bio ScienceDecember 2005

/ Vol. 55 No.12, hal. 1041
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satuan tugas anti pembajakan atau perompakan reeriengkatkan patroli TNI
Angkatan Laut baik secara mandiri maupun terko@slimlengan negara-negara
lain, begitupun dengan masalah pelanggaran wilagaikanan yang sulit diatasi

disebabkan banyak faktor.

Makin meluasnya potensi ancaman yang berasaladdriterutama dalam
pembahasan penulisan ini adalahiilgal fishingyang merupakan salah satu isu
global terjadi hampir di semua perairan di dunialandari perairarhigh seas
hingga ZEE, perairan dangkal merupakan perairamy y@ada umumnya terdiri
atas pantai yang landai; pantai ini merupakan tiapeesang surut dengan pasir
lumpur yang subuf hingga laut dalamirfternal water$ adalah bagian dari
perairan suatu negara yang tunduk pada kedaulatgara tersebifPada
umumnya negara-negara maju memiliki kemampuan delagatasi isu tersebut,
di sisi lain negara berkembang seperti di Asia Bena, khususnya Indonesia
dalam bahasan ini masih belum mengendalikan secakaimal.

Dari berbagai literatur mengentiegal fishing, dapat dipahamillegal
fishing sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, keg@gakanan yang tidak
diatur oleh peraturan yang ada, segala aktivitasidgi dilaporkan kepada suatu
institusi atau lembaga pengelola perikanan yangetka.lllegal fishing dapat
terjadi disemua kegiatan perikanan tanpa batasyahlajenis sumber daya
kelautan, jenis alat tangkap perikanan yang diganaan intensitas eksploitasi di
laut, dengan berbagai tipe perikanan baik dalanadéecil maupun industri yang
beraktifitas dalam hal penangkapan hasil sumbea g&yikanan dan kelautan di

wilayah yuridiksi nasional maupun internasionaleséifhigh seas’

% Direktori Istilah Bidang Pekerjaan Umum, http:#paka.pu.go.id/new/istilah-bidang-
detail.asp?id=1665, (diunduh tanggal 26 Maret 20k1,18.00 WIB)

% Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris trstuan Kerja Dewan Maritim
Indonesia Op.Cit.,hal 24

*'Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdayatkeldan Perikanan (PS2DKP),
“Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulatiiggal, Unreported and Unregulated (IUU)
Fishing’, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 26@b)7

UNIVERSITASINDONESIA

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



48

Sedangkan pengertiditegal fishingmenurut dokumeimternational Plan
of action-Food and Agriculture Organization of tbaited NationgIPOA-FAQO)

terbagi dalam beberapa kategori, yakhi :
lllegal Fishing

. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasionaupun asing di
wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertegtandengan hukum dan

peraturan perundang-undangan negara tersebut.

. Dilakukan oleh kapal berbendera negara anggotanma@s perikanan
regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengansedcvasi dan
pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisaselbut dan negara yang
dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentargdmmgan hukum

internasional yang berlaku.

. Pelanggaran hukum nasional atau kewajiban inteynakitermasuk oleh
negara-negara yang melakukan kerjasama denganisagiapengelolaan

perikanan regional.
Unreported Fishing

. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkaporian yang salah
kepada instansi yang berwenang, bertentangan dergg&um dan
perundang-undangan.

. Dilaksanakan di wilayah organisasi pengelolaankpean regional yang
terkait daerah yang belum dilaporkan atau salabréapdan bertentangan

dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

?® “International Plan Of Action To Prevent, Deter Anéliminate lllegal, Unreported And
Unregulated Fishing”, http://www.fao.org/docrep/0aR24e/y1224e00.HTM, (diakses tanggal 1
November 2010, pk. 20.00 WIB), lihat juga abstrdR€®A-FAO adalah

instrumen swadaya yang berlaku untuk semua negareedtitasnya dan untuk semua nelayan.
Berdasarkan pemahaman IPOA, sifat dan ruang linglarikanan IUU kepada siapa ditujukan.
Hal ini diikuti dengan tujuan IPOA dan prinsip-psip dan pelaksanaan langkah-langkah untuk
mencegah, menghalangi dan menghilangkan fishing Langkah-langkah ini fokus pada semua
tanggung jawab negara, tanggung jawab negara y@dawva oleh kapal berbendera negara
tersebut, Tindakan negara pantai, pelabuhan, deztepakatan secara internasional yang
berhubungan dengan pasar perikanan, penelitiarodgmisasi pengelolaan perikanan regional.
Persyaratan khusus bagi negara-negara berkembamgdinpertimbangan, diikuti oleh laporan
dan peran FAO.
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Unregulated Fishing

. Di wilayah yang diterapakan oleh managemen organipangelolaan
perikanan dilakukan oleh kapal-kapal tanpa kebamgsaatau kapal
berbendera bukan dari anggota organisasi regioawu dalam hal
penangkapan tidak sesuai dengan negara penanggwadp jkapal atau
bertentangan dengan peraturan konservasi dan pdaeyel yang diatur
dalam organisasi tersebut.

. Di wilayah atau ketersediaan perikanan dalam hudumga tidak sesuai
dengan konservasi maupun peraturan pengelolaarpeaangkapan ikan
tidak sesuai dengan peraturan negara penanggungb jd@pal atau
bertentangan dengan konservasi sumber daya laubadiah hukum
internasional.

IUU Fishing atau illegal fishingzang juga termasuk di dalamnya saat ini
telah menjadi permasalahan yang penting bagi negggara pantai, banyak
lembaga regional maupun internasional yang memlzyeada isu pelanggaran
kemaritiman ke dalam suatu forum untuk dapat dipahenencari silusi dengan

saling berkontribusi dalam upaya kerjasama.

lllegal fishingmerupakan aksi yang mengabaikan yurisdiksi nasidaal
kesepakatan internasional yang mengatur pengelslaaber daya laut. Kegiatan
ini sangat merusak lingkungan. Hal ini akan tergetiara terus menerus di mana
pemerintahan negara pantai lemah dalam pengatuemgeiola perikanan dan
sumber daya laut lainnya dalam agenda hukum, demt@na negara-negara gagal
memenuhi tanggung jawab kesepakatan internasioesdka. Kegiatan ilegal ini
akan mengancam ketersediaan sumber daya perikaatma laut dan habitat
lainnya yang berasal dari laut; penyimpangan pasar melemahkan standar
perburuhan; mengancam keamanan pangan, menimbpfucian uang dan

pasar ikan ilegal.
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[1.2.2 Penyebab Terjadinya lllegal, Unreported and Unregulated Fishing

Saat ini antar negara pantai di Asia berupaya mdengfikasikan isu dan
mencapai tujuan-tujuan nasional di bidang kelauBamyaknya sumber daya dan
aktifitas kelautan dan perikanan, perlindungan faolwdan lingkungan, jalur laut
dan jalur kapal, eksplorasi hydrocarbon-bearinginsasdan hydrocarbon,
Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatannaseonal dan dimungkinkan
banyaknya ketidakpuasan dan gejolak karakter lingn laut, sumber daya
alam, aktifitas pendukung pelabuhan nasional maupternasional. Ketiadaan
koordinasi jurisdiksi nasional terhadap isu sumtheya alam transnasional dan
aktifitas yang muncul dapat merugikan negara, sgarnsu-isu maritim tersebut

muncul menjadi agenda penting padgional security’

IUU Fishing terjadi di wilayah yuridiksi perairan Indonesia gah
merugikan Indonesia sendiri baik dari pendapatayarsedari sektor laut, bagi
hubungan antar negara Indonesia dengan pihak adawg negara lain yang
terlibat dalam aktifitadUU Fishing di perairan Indonesia, terutama di wilayah
perairan Indonesia yang berbatasan dengan negaagge yang kaya akan

sumber daya laut.

Banyak pendapat yang menyatakan penyebab tey@diktifitas lUU
Fishing, dari berbagai literatur mengenai isu tersebut pelddU Fishing
dilakukan sebagian besar oleh pelaku usaha penkasidandingkan dengan
pelaku skala kecil, dalam artian disini bahwa induserikanan asing banyak

melakukan pelanggaran di laut dalam i) Fishingselain nelayan asing.

Beberapa faktor penyebab timbulnitagal fishingdi perairan Indonesia
baik secara langsung maupun tidak langsung yani diatasi berdasarkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan IndonéSia :

1. Span of controlyang sangat luas sehingga pengawasan yang diperluka
menjadi tidak mudah

*Mark J. Valencia, ValenciaAsia, the Law of the Sea and International Relatiafol. 73, No.

2, Source: International Affairs (Royal Instituteloternational Affairs 1944 , Asia and the

Pacific hal 266

¥Dokumen Departemen Kelautan dan Perikanan, “Petatasallegal Fishingdari Perspektif
Nelayan dan Pengusaha Perikanan, serta Upaya Partdsannyg disampaikan pada Rakernas
Departemen Kelautan dan Perikanan , (Jakarta :ri@pan Kelautan dan Perikanan, 2005), hal 2
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2. Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia magjhtdarbatas

3. Law enforcemengang masih lemah, mulai dari instansi penegak hu#tam
instansi pemberi ijin masalah perikanan yang melgi aktifitas lllegal
fishing. Terlihat pada putusan hukum atas tindak piddegal fishingyang
tidak tegas

4. Lemahnya peraturan mengenai keberadaan kapal gtag, @ehingga masih
membiarkan akan keberadaan kapal asing tersebuwtilayah yuridiksi

perairan Indonesia.

5. Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karenalarpemangkapan
ikan dan penguasaan teknologi yang masih tergokmuerharna dengan
kapal ukuran kecil yang berdaya jelajah kecil ddak dapat berlayar dalam

jangka waktu lama.

Umumnya aktifitaslUU Fishing di ZEE Indonesia terjadi karena tidak
mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia, bailakdikan olehstate actor
maupunon state actgrbahkan mengarah pattansnational organization crime,
dimana secara langsung maupun tidak langsung meawganntegritas dan
viabilitas suatu negara. Hal tersebut sangat jglada tingkat individu dan
masyarakat erat kaitannya pada kesejahteraan nbgagsa yang berkelanjutan

serta memperkuat dimensi lainnifa.

Perairan Indonesia merupakan wilay&y Fishing terbesar dunia oleh
kapal penangkap ikan dari sejumlah negara di ASEPRddapat sedikitnya 1.000
kapal asing terlibat dalamyU Fishing di ZEE Indonesia setiap tahun. Perairan
Natuna, Sulawesi Utara, dan Arafuru merupakan laglaearea perairan Indonesia
di manalUU Fishing sering terjad?? Sebagai informasi, selain isu kapal nelayan
asing di perairan Indonesia, aktifitddU Fishing juga dilakukan oleh nelayan

Indonesia yang melakukan aktifitas penangkapan ddoar wilayah yuridiksi

%! Lihat tulisan Dewi Fortuna Anwar dalarB&velopment, Migration and Security in East Asia:
People’s Movements and Non-Traditional Securityll2hgrs in a Changing East Asia(The
Jakarta : Habibie Center, 2005), hal. 3

2 “Indonesia Ajak Asia Pasifik PerariglU Fishing’,
http://dkp.pesawarankab.go.id/index.php?option=ammtent&view=article&id=22:indonesia-
ajak&catid=44:kegiatan-dkp&ltemid=29, (diunduh tgagj1 mei2011, Pk.18.00 WIB)
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perairan Indonesia, seperti yang diklaim Austrgdeda April 2008 misalnya,
Konsulat Rl Darwin sempat mencatat setidaknya &®arielayan Indonesia yang
ditahan otoritas Australia di Pusat Penahanan DarMiereka umumnya adalah

para nelayan asal Sulawesi Selatan yang merupakaindari 33 kapal ikar®

Dampak dari aktifitas nelayan Indonesia yangtardi perairan Australia
yang sebagian besar berasal dari timur Indonedi@ndkan tindak pidana
Australia. Para nelayan tersebut biasanya menaniglaaphiu maupun teripang
yang bernilai tinggi di pasar Internasional, akasi penangkapan ikan umumnya
dilakukan di sekitar Ashmore reef maupun masuk kayah kedaulatan perairan

Australia.

Selain faktor-faktor penyebab terjadinyiiegal Fishing maupuniUU
Fishing yang masih belum diatasi secara optimal oleh petadr; adapun

penyebab lainnya, yaitd®*:
A. Penyebalillegal Fishing :

1) Meningkatnya dan tingginya permintaan ikan di dafaeupun luar negeri
2) Berkurang atau habisnya Sumber Daya lkan (SDIedama asal pelaku
3) Lemahnya armada perikanan nasional

4) lIzin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari sattansi

5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut

6) Lemahnya tuntutan dan putusan pengadilan

7) Belum ada visi yang sama antar instansi

8) Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana

B. PenyebalnreportedFishing

#«Australia Bakar lagi Satu Kapal Nelayan Indonesia”,
http://www.kkp.go.id/index.php/data/c/43/229/auka#dakar-lagi-satu-kapal-nelayan-indonesia/,
(diunduh tanggal 29 april 2011, Pk. 20.00 WIB)

% Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kebijakan Bemgan dalam Penanggulandiegal,
Unreported and Unregulated (IUU) Fishing”, Op.Cihal. 9
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1) Lemahnya peraturan perundang-undangan
2) Belum sempurnanya system pengumpulan data hagkdapan

3) Belum ada kesadaran pengusaha terhadap pentingaggampaikan data

hasil tangkapan

4) Hasil tangkapan dafishing Grounddianggap rahasia dan tidak diketahui
oleh pihak lain

5) Lemahnya sanksi dan pidana

6) Wilayah kepulauan menyebabkan banyak tempat petataiean yang tidak
termonitor dan terkontrol

7) Unit penangkapan di bawah <6 GT tidak diwajibkammti&i IUP dan SIPI

(Unregulated, sehingga tidak diharuskan melaporkan data prsidyé

8) Sebagian besar perusahaan yang memiliki armadangkay@an memiliki
pelabuhan sendiri

9) laporan produksi yang diberikan oleh pengurus @dragn kepada dinas

terkait cenderung lebih rendah dari sebenarnya.
C. Penyebabynregulated Fishing :

1) Potensi sumber daya perikanan Indonesia masih gigngemadai dan tidak

membahayakan
2) Beragamnya kondisi wilayah perairan dan sumber gayi&anan

Beberapa data kerugian akibat aktifited) Fishing menyebabkan hilangnya
USD 23.5 miliar secara global. Nilai tersebut sarggsar dan berdampak pada
negara pantai, dan negara berkembang pada khusubaliian penurunan
finansial hasil stok dunia secara ilegal. Adapurayah Perairan Natuna,
Sulawesi Utara, dan Arafuru adalah area perairdanesia di mandJU Fishing

sering terjadf>

Seperti yang diberitakan bahwa di perairan Natw@ume perikanan
komersial mengalami penurunan hingga 0.27 ton pgemnpersegi di tahun 2010,

% http://www.bakorkamla.go.id/bakorkamla/?p=2265uduh tanggal 25 April 2011, Pk.
20.30.WIB)
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menurun 1.8 hingga 2.3 ton per meter persegi dhtrt 1974. Data tersebut juga
mengindikasikan bahwa perairan Natuna memiliki seimilaya yang potensial
sekitar 1 juta ton Tuna, makarel, cumi-cumi perutaldi manaoverfihing® di
kepulauan Natuna mengalami kerugian sekitar 30nriupiah®’

Disebutkan bahwa tidak ada industri pangan di dumigang mengglobal
seperti industri perikanan, lebih dari 75 persesilltangkapan ikan dunia masuk
pasar internaional. Devisa dari ekspor sektor peadk secara global melampaui
produk sektor manapun, Thailand dan Cina merupaiaportir produk ikan
terbesar di dunia. Bahan baku perikanan terselpgraleh sementara di Teluk
Siam dan zona perikanan Cina yamwerfishing (kondisi dimana jumlah ikan
yang ditangkap melebihi jumlah ikan yang dibutuhkariuk mempertahankan
stok ikan dalam suatu daerah terteriftfipotesis yang muncul di sini adalah
kapal-kapal ilegal Cina maupun Thailand yang magek wilayah perairan
Indonesia bekerjasama dengan pihak-pihak terteatg ynelancarkan aktifitas
perikanan ilegaf’

Indonesia yang sebagian besar wilayah kedaulataradaah laut
memiliki potensi kelautan yang besar dan beragamupaéan aset nasional.
Akan tetapi, wilayah perairan Indonesia sebagaayah maritim kawasan Asia
Tenggara yang terbesar berpotensi terhadap timawtonflik perairan maupun
perbatasan, dengan upaya inisiatif kawasan negayarm Asia Tenggara
khususnya negara pantai berkomitmen dalam satu hw&egasama dalam
mengatasi dan mengawasi sumber daya dan aktéithsgengelolaan perikanan,
garis batas perairan, jalur laut untuk kapal, peraan lingkungan di laut,
eksplorasi hidrokarbon yang menjadi pertimbangami@hasan bagi kesamaan
karakter lingkungan perairan maupun dukungan dimemsritim serta

interdependencyantar negara kawasan Asia Tenggara, dimana neggeaan

% pengertiamverfishingadalahCatching too much fish for the system to suppadseto an
overall degradation to the system. Overfishing ra-sustainable use of the ocegditsat di
http://overfishing.org/pages/what_is_overfishingapfdiunduh tanggal 1 Mei 2011, Pk. 20.00
WIB)

3" «Technology ‘solution’ to curb illegal fishitig
http://thejakartapost.com/news/2011/01/03/technplsglution’-curb-illegal-fishing.html,
(diunduh tanggal 29 April 2011, Pk. 20.00 WIB)

% Dr. Ir. Aji Sularso MMA, ‘Over Fishing, Over Capacityanlllegal Fishing(Studi Kasus Laut
Arafura)”, (Kementerian Kelautan dan Perikanarkadt, 2009), hal.vi

% Departemen Kelautan dan Perikanan, “Target Begal Fishing’, dalam jurnal Forum
Hukum,Volume 2, No.2, 2005, hal.18
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Asia Tenggara pada umumnya merupakan negara beakgmnilengan sistem
pemerintahan masih terfokus pada permasalahan tikmeghingga masih
terdapat jurisdiksi negara masing-masing masihrbe&rkoordinasi dengan baik.

Tipe ancamamMaritime securityyang terjadi saat ini lebih beragam, dapat
berupa serangan atau aksi kejahatan, pembajakateidaizsme yang merupakan
iIsu paling nyata dan sering terjadi. Memahami Iyasancamarsecuritydalam
domain maritime mengarah pada analisa pelaku yang berpotensiadien]
ancaman tersebut sangatlah pentiAgcaman-ancaman di laut tersebut dapat
dilihat dari perspektif dimana ancameanaritime securityrelevan dijadikan suatu
iIsu yang dapat diidentifikasi dan jelas.

Dalam penulisan ini, menitikberatkan pada peraiiagonesia dimana
tantangan akan berbagai aksi kejahatan sangat.tidgbtersebut terkait perairan
Indonesia berada pada Samudera Hindia yang meciigie pointsseperti Selat
Hormuz, selat Malaka, selat Lombok, selat Sundasriya perairan Indonesia dan
tidak diimbangi oleh infrastruktur maupun sumbeyadgang memadai di setiap
wilayah perairan terbuka hinggamote areasmaupun di wilayah perbatasan
dengan negara tetangga, maka sering kali para \pglakanggar kedaulatan
dengan mudahnya masuk ke wilayah kedaulatan Ingorfestiap gangguan atau
ancaman melalui jalur-jalur tersebut memiliki kdkisensi ancamarsecurity
tertentu, mengingat permintaan perdagangan antaia Rasifik dan Eropa
maupun jasa melalui jalur-jalur tersebut sangajfifi’

Karena keistimewaan jalur-jalur penting terselsgicara tidak langsung
aspek kedaulatas@vereignty yang merupakan sifat hakiki negara yang memiliki
kekuasaan tertinggi, negara memiliki monopoli kelazm sesuai batasannya,
dimanan suatu sifat organisasi masyarakat dan keasg saat ini tidak
membenarkan orang perseorangan mengambil tindadag merugikan. Paham
dengan arti lainnya merupakan kemerdekaan, persantaajat’menjadi

perhatian bagi negara-negara di Asia Tenggara. ®&fdab itu, dalam upaya

* Cdr. PK GhoshMaritime Security Challanges in South East Asia #mindian
Ocean:Response Strategigsaperdisampaikan pada the Center for Strategic andratemal
Studies-American-Pacifik Sealanes Security Ingitonference on Maritime Security in Asia:
Honolulu Hawai , January 18-20, 2004), hal 1

* Mochtar Kusumaatmaja, Etty R. Agoes, “Pengantarusuknternasional”, (Bandung : P.T.
Alumni, 2003), hal.15-17
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mengatasi pelanggaraovereigntymaupun tindak kejahatan di laut diperlukan
aksi nyata dari pemerintah masing-masing negaranddasus di sini adalah
tindakan Indonesia terhadap perairan Indonesiai akdifitas kejahatan lintas
Negara yang melanggar kedaulatan negara.

Dari yang sudah dijelaskan pada paragraf-paragghélamnya, menurut
analisa penulis bahwa aktifitdgdU Fishing yang terjadi di wilayah kedaulatan

perairan Indonesia terjadi karena beberapa fakternal, diantaranya :

1. Sovereignty

Secara teoritis di Indonesia, baik Belanda, Imgygmaupun Portugis
mempertimbangkan kondisi geografis dalam melakulegrefapan batas wilayah.
Batas yang mereka tentukan umumnya mengikuti keltas, seperti punggung
gunung Yatershedl tepi sungai, alur sungai terdalathalweg, dan garis lurus.
Awalnya penentuan batas wilayah sesuai dengartagadinis yang ada, tetapi
secara teknis tidak mungkin dapat dilakukan padat #a, sebab keadaan
medannya yang sulit. Sehingga kemudian, garis ghatas wilayah itu
memisahkan dua suku serumpun. Hal seperti itudiedjaKalimantan, Papua dan
Timor Leste. Setelah Indonesia merdeka tahun 18é4Bara otomatis sesuali
dengan prinsip Uti possidetis jurisatau pewarisan wilayah pemerintah kolonial
kepada negara baru selepas penjajahannya, makaekidanempunyai wilayah
perbatasan dengan sepuluh negara tetangganya.ligkgiesia karena luasnya
wilayah dan beberapa wilayah serta pulau-pulaul kelkasinya terisolasi, maka
secara otomatis wilayah perbatasan tersebut kuchpgrhatikan. Meskipun
secara sadar mengakui bahwa wilayah perbatasamhad&rminan kualitas
kedaulatan suatu negara, tetapi dihadapkan deng#erblktasan yang ada,
wilayah perbatasan tetap saja tidak terjangkau gbeimbangunan. Maka
munculah permasalahan perbatasan hingga lepasnyada®iLigitan yang
dimenangkan oleh Malaysia dari Putusan Mahkamalerrasional atau
International Court of JusticdCJ) tanggal 17 Desember 2082.

42“Memanfaatkan Keterbatasan Dalam Menjaga Wilayatb&asan”,
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/36%-2009/95-memanfaatkan-keterbatasan-
dalam-menjaga-wilayah-perbatasan.html, (diunduggah8 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB)
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Tidak hanya wilayah perbatasan darat yang memedhatian Indonesia,
akan tetapi wilayah perbatasan perairan yang sefitkur jelas patokannya,
menimbulkan permasalahan tersendiri. Di lain &sgejahteraan rakyat Indonesia
di wilayah perbatasan perairan tidak cukup membearikaminan hidup bagi
mereka, seperti penduduk Kepulauan Sangir dan ddBatal) di Sulawesi Utara,
bahkan jumlah penduduk di Satal berkurang. Hatlisebabkan kesulitan hidup
karena lokasi geografi yang terpencil dan faktggakesan badai laut. Sehingga
banyak dari mereka pindah ke daratan Sulawesi Utéah yang hampir sama
juga terjadi di Pulau Miangas (Palmas), KepulauaatuNa dan pulau-pulau

wilayah perbatasan perairan lainfiya.

Dengan keterbatasan pengawasan dan pemberdayagarakat maupun
lingkungan perbatasan tersebut menimbulkan peratzealkhusunya di wilayah
perbatasan perairan Indonesia. Sehingga dengagdomg pengawasan maupun
hukum yang berlaku, makdJU Fishing sering terjadi di wilayah tersebut.
Wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara (Indiaydi@a, Singapura, Thailand,
Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Alstralimor Leste). Di
wilayah darat, berbatasan dengan 3 negara (MalBggiaa New Guinea dan

Timor Leste).

Batas laut penting adanya karena tidak hanya nmangeengamanan
pertahanan kedaulatan suatu negara tapi juga mgkyasumber daya hayati
perikanan yang terkandung di perairan terselsgvedreignty over natural
resoucels Indonesia sebagai sebuah negara yang menuju regatim dan
archipelagic statedi kawasan Asia Pasifik berkewajiban mengawasi ipera
wilayahnya setidaknya mencapai 3 juta kilometersggir ditambah 3 juta km?
ZEE dancontinental sheff, hal tersebut tidaklah mudah karena bergatung pada

beberapa sarana dan prasarana serta sumber daysianga.

“3“Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Sebuah Palatéewaspadaan”,
http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mrisrab&vnomor=10, (diunduh tanggal 8 Mei
2011, Pk.18.45 WIB)

4 Continental Shelétau Landas Kontinen adalah dasar laut dan taibalvahnya diluar perairan
wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur ddJaaang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960
sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masitgkin diselenggarakan eksplorasi dan
eksploitasi kekayaan alam, lihat UU No.1 Tahun 1&f@ang Landas Kontinen Indonesia
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Pada tahun 201@erserikatan Bangsa Bangsa meldldmmission on the
Limits of Continental Shelf{CLCS) menerima submisi Indonesia atas hak kedauigsa
di dasar laut di wilayah di luar 200 mil laut (NM)aka wilayah baru yang menjadi
bagian yurisdiksi Indonesia adalah di bagian BAah seluas kurang-lebih 4.209 kin2.
Indonesia juga berperan mengawasi beberapa jataukikasi laut yang penting
antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Se#diagai jalur komunikasi
laut, keistimewaan perairan Indonesia berkontribtexihadap pertumbuhan
ekonomi negara, akan tetapi pandangan negara kEngad berbagai potensi
sumber daya laut dan ikan yang diberikan oleh p@raindonesia memadai dan
tidak berbahaya dalam pengelolaan justru bagi lesianmembutuhkan peran
pengawasan, peraturan hukum dan tuntutan laut semtakukan suatu
pendekatan satu kesatuan koordinasi pihak pemlennisat maupun daerah serta
masyarakat maupun pengusaha perikanan nasiondbsedan luasnya wilayah
perairan dan sebaran pulau-pulau di Indonesia, dmalmkasih ada dugaan ada

beberapa pulau kecil terluar belum diindentifik&si.

2. Law Enforcement

lllegal fishing atau illegal, unreported and unregulated fishing,
mengabaikan yuridiksi nasional dan perjanjian lsaij@a sumber daya perikanan
internasional. Kegiatan ilegal ini pada umumnygatérdimana pemerintahan
kurang memperhatikan permasalahan perairan. Sehimgmyebabkan berbagai
permasalahan lainnya terkait kelautan. Penangdlegal fishing di Indonesia
merupakan masalah managemen perikanan yang sentsk uliberikan
penanganan tegas dari berbagai pihak untuk salerginergi.lllegal fishing
merupakan ancaman perikanan sekaligus pelangganéas |batas negara,

sehingga kegiatan ilegal ini merupakan isu krimlimaas batas negara.

5 “Batas Landas Kontinen Indonesia bertambah, seli289 kilometer persegi”,
http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/batastes-kontinen-indonesia-bertambah-seluas-4-
209-kilometer-persegi, (diunduh tanggal 8 mei 202K.20.00 WIB)

“®Dr. Hasjim Djalal Piracy In South East Asia: Indonesian & Regionasmses,( paper
disampaikan dalam American-Pacific Sealanes Sgdustitute conference on Maritime Security
in Asia. Honolulu Hawaii, January 18-20, 2004), ta

UNIVERSITASINDONESIA

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



59

Contoh kasus isullegal fishing dalam kurun waktu selama proses
penulisan terdapat kapal nelayan Malaysia yanggdidlidukung oleh pemerintah
Malaysia memasuki wilayah perairan Indonesia taiipamasih terjadf*’Kapal
berbendera Malaysia KHF 1897 ditangkap kapal paffdll-AL KRI Pulau
Rangsang-727 di sekitar perairan Pulau Batam, RsoWepulauan Riau. Kapal
ikan berbendera Malaysia bertonase 60,82 GT dirddihMalek Sarman Bin
Shuib ditangkap setelah dihentikan dan diperikgagmel KRI Pulau Rangsang-
727. Pelanggaran yang dilakukan diketahui Setelddikukan pemeriksaan,
diketahui kapal tersebut tidak dilengkapiort Clearence yang merupakan
kelengkapan dokumen penting bagi kapal asing, saamasuki wilayah
Indonesia, dan kapal itu tidak menyimpan alat pgkap ikan di dalam palka
(kotak besar tempat menyimpan ikan yang berisie&s}p yang mengindikasikan
kapal baru saja melakukan kegiatan penangkapan dkawilayah perairan
Indonesia, serta nakhoda kapal tidak berada diajzal ketika berlayafDengan
contoh kasus tersebut, maka dapat terlihat batas-lvalayah kedaulatan suatu
negara tidak menjadi batasan bagi pelaku krimiméhd batas negara, sehingga
diperlukan adanya suatu hukum yang mengatur adifiegal yang merugikan

negara maupun lingkungan bernegara.

Aktifitas IUU Fishing ini banyak yang beranggapan dengan sederharna
dari sisi ekonomi, namun pada kenyataannya bahwditask I[UU Fishing
merupakan aktifitas pelanggaran kedaulatan yangupa&an aksi kejahatan
batas-batas negara atdavansnational Organized Crimgang merugikan tidak
hanya di sektor ekonomi, akan tetapi berdampak jpgda masalah sosial
kehidupan nelayan maupun pengusaha perikanan aindisth, perusakan sumber
daya laut, serta kewaspadaan bagi negara-negaoaakdengan persepsi bahwa
jalur laut Indonesia dapat dengan mudah dilaluiholghak asing yang
memungkinkan mengancam jalur penting dunia di ASi@hingga dibutuhkan

adanya suatlaw enforcersyang kuat dalam upaya mengatasi kriminalitasti la

4" “Malaysian Boats Seized for Border Violations, l#eFishing’,
http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/12/msiky-boats-seized-border-violations-illegal-
fishing.html, (diunduh 29 April 2011, Pk. 20.45 WIB

“8«TNI AL Kembali Tangkap Kapal Malaysia PelanggaatBs”,
http://www.investor.co.id/home/tni-al-kembali-taragkkapal-malaysia-pelanggar-batas/8693 ,
(diunduh tanggal 8 mei 2011, Pk. 20.00WIB)
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Sumber daya perikanan bersifat dapat diperbaheakan tetapi perlu adanya
pengelolaan yang tepat. Salah satu penyebab metmgkaktifitadUU Fishing
adalah lemahnyé&w enforcement IUU Fishin@penegakan hukum pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan), pada umiltlyaFishing dilakukan oleh
kapal ikan asing dengan modus diantaranya : tanganden izin (tidak berizin),
memiliki izin tetapi melanggar ketentuan (pelanggarmlat tangkapFishing
Ground)pemalsuan dokumen, manipulasi persyaratan (argaraCertificat dan
Bill of Salg, transhipmentdi laut dandouble flagging.Namun, peraturan-
peraturan yang dibuat tidak diimbangi dengan pgraraanksi dan penegakkan
hukum yang jelas hingga akhirnya kasus-kasus pemcunasih sering terjadi.
Ada beberapa aturan-aturan yang diberlakukan obgfama-negara khususnya
negara pantai adalahvestigation, prosecutiordan judicial proceedingsserta
kerjasama antar negara dalam mengdtasisnational organized crimindUU
Fishing, akan tetapi di Indonesia peneragaw enforcementntuk kasusUU

Fishingbelum maksimal.

Berdasarkan pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bafiwa :

Enforcement of Laws and regulations of the coaState

1. The coastal State may, in the exercise of ier®gn rights to
explore, exploit, conserve and manage the livingoueces in the exclusive
economic zone, take such measures, including bagranspection, arrest and
judicial proceedings, as may be necessary to emsumpliance with the laws and
regulations adopted by it in conformity with thisi@&ention.

2. Arrested vessels and their crews shall be prigmgieased upon the
posting of reasonable bond or other security.

3. Coastal State penalties for violations of figketaws and
regulations in the exclusive economic zone mayimdtide imprisonment, in the
absence of agreements to the contrary by the Stategrned, or any
other form of corporal punishment.

4. In cases of arrest or detention of foreign Vesbe coastal State
shall promptly notify the flag State, through apmiate channels, of the action
taken and of any penalties subsequently imposed.

Perlu dipahami bahwa penegakkan hukum di laut daerbdengan
penegakkan hukum di darat. Beberapa perbedaan digpktskan antara

lain >°

9 Lihat UNCLOS 1982, Part V, Article 73 tentaRgclusif Economic Zone
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a) Di laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepgan hukum nasional
dan internasional, sedangkan di darat hanya mewadpkntingan hukum
nasional.

b) Pemberlakuan hukum di laut berdasarkan atas remkurh yang berbeda,
sedangkan di darat tidak di kenal perbedaan remkurh.

c) Di laut subjek hukumnya adalah orang (Warga Nedadbnesia atau
Warga Negara Asing) dan negara yang di wujudkamgaeiendera kapal,
sedangkan didarat subjek hukumnya adalah orang saja

d) Ketentuan hukum nasional dan internasional, merkderikewenangan
penegakan hukum kepada kapal perang terhadap patamgkeamanan di

laut.

3. Coordination Works

Dengan adanya stratetaw enforcementyang kuat dan efektif sebagai
bagian dari pengaturan kegiatan perikanan dan teglapara pelaksana penegak
hukum dan antar negara anggota saling bekerjasanamemperkuat antar
institusi nasional sangat dibutuhkan guna respditag dan efektifitaslaw

enforcement.

Terkait dengan berbagai insitusi yang berdasarkahablg-undang memiliki
kewenangan dalam tugas-tugas pengawasan, pengad@maenegakan hukum
di laut, seperti Polisi Perairan, Bea Cukai lanotigrasi laut, TNI Angkatan Laut,
Bakorkamla, dan lainnya yang masing-masing tunda#tapPeraturan Undang-
undang sektoral masing-masing. Bakorkamla dibewevang penegakan hukum
di laut, tetapi belum optimal menghadapi instaagn lyang bekerja didasarkan
Undang-undang. Bakorkamla sebagai badan koorditdsk bisa melangkah
yang melanggar Undang-undang. Disamping itu katert@jakan belum jelas
ditambah tidak adanya dukungan terhadap infrastryltng memadai.

Minimnya integrasi antar institusi nasional dalpengelolaan pengamanan

wilayah perairan Indonesia, terlebih lagi luasnykyah perairan dan banyaknya

¥ DKP, Laporan Akhir Penyusunan Rencana Stra{@&#ENSTRA) Dewan Maritim Indonesia,
(Jakarta: DKP, 2007), hal.30
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pulau-pulau terpencil di Indonesia, memungkinkaiakiadanya pengawasan dari
pemerintah karena kurangnya sumber daya manusipunaarana dan prasarana
yang memadai, sehingga terjadi kekosongan aktifiegegyawasan. Disamping itu,
peran pengawasan pemerintah masih berkfad based orientectau inward
looking (orientasi agraris)sehingga minimnya pandangan akaaritime oriented
atauoutward looking(orientasi maritim) sehingga peran perairan belusmksimal

bagi segala dimensi kehidupan (sosial budaya,iodkonomi, pertahanan).

4. Kurangnya kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran bangsa akan arti pentingnyantdi@ strategis
sumber daya kelautan dan makna kelautan, menyebabkatama masyarakat
pesisir tidak memahami mengelola dan menjaga lingén lautmaupun aturan-
aturan yang berlaku dalam hal perikanan. Masyana&dh umumnya juga tidak
diimbangi peran media dalam mengenalkan lingkungamg berbasis dimensi

kelautan.

Berbagai kerusakan lingkungan laut dan pantai yalagat merusak
ekosistem biota laut dan lingkungan sekitarnya plmanfaatan yang berlebihan
tanpa memperhatikan aturan yang berlaku sebagabltonelah mengalami
kerusakan hampir di seluruh wilayah pesisir pulawal Kurangnya peran wisata
bahari di Indonesia dengan memanfaatkan sumberldaygang dimilki. Belum
optimalnya industri dan armada pelayaran. Semuganena masih besarnya
continental mind setdi Indonesia sebagai negara kepulauan yang letaknya
strategis di antara dua samudera.

Keterlibatan peran aktif masyarakat sangat dilkkaohdalam pengawasan
dan pengendalian perairan. Dalam rangka pelibatasyanakat tersebut, maka
dibuat Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)gydikembangkan
oleh Sistem Pengawas Berbasis Masyarakat (SISWASMK8menterian
Kelauatan dan Perikanan sesuai amanat Pasal 6 hghitadang No. 31 Tahun

2004 tentang Perikanan yang diperbaharui dengaal BasUndang-Undang RI
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No.45 Tahun 2009, hingga tahun 2009 sudah tedagiH® Pokmaswas di 31

Provinsi®*

Dalam sejarah kemaritiman dunia, Indonesia perna@megang sebutan
Negara maritime besar di jamannya (Sriwijaya) hangzada era Orde Lama
pimpinan presiden Soekarno peran Angkatan Lautresia memiliki posisi
tinggi walaupun sarana prasarana yang didukung @&arsia. Untuk itu,
pemerintahan setelah kemerdekaan dalam hal ini gigantut untuk lebih
memaksimalkan apa yang telah berjalan. Namun, petale pada visi dan misi
kemaritiman tidaklah sesuai dengan keistimewaanspggografis Indonesia,
karena orientasi pembangunan nasional lebih kepaldaontinental

*! Lihat Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009, BAB Xl&sal 67 tentang Pengawasan Perikanan
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BAB 111

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MARITIM INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan mengkaji kebijakan si@ategi yang dimiliki
pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan sumbekelay@an dan perikanan
(perikanan, bioteknologi kelautan, industri maritidan pariwisata bahari),
khususnya mengatasJU Fishing sebagai isu keamanan non-tradisional di
kawasan dimana terjadi wilayah perairan Indonegbagai perairan penting
dunia dan sebagai jawaban atas pertanyaan perimasajang diajukan dalam
penulisan ini. Dalam implementasi berbagai kebija&atar instansi pengamanan
dan pengelolaan laut maupun kerjasama internastendpat hambatan, maka
dari itu pengawasan dadaw enforcemenyang kuat diupayakan bersama institusi
dalam negeri maupun bekerjasama dengan institggon@ dan internasional.
Selain menjabarkan beberapa kebijakan dan strgteqj dilaksanakan berbagai
stakeholder serta penulis akan merangkumkan Eka Sasana Jelyagas

tambahan informasi.

[11.1 Kebijakan dan Strategi maritim Indonesia

IUU Fishing merupakan isu internasional yang terkait dengagklingan,
ekonomi, sosial, keamanan. DI Indonesia aktifitdd Fishing adalah kejahatan
transnasional. Dikatakan kejahatan transnasiorakna aktifitaslUU Fishing
dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) yang berbaadidonesia ataupun yang
melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkemurut undang-undang
yang berlaku kapal-kapal eks asing tersebut hagtdaftar di Indonesia atau
terdapat industri perikanan asing yang telah témdadi Indonesia, maka KIA
tersebut diperbolehkan beroperasi di wilayah panaiindonesia. Akan tetapi
didapatkan kapal asing berbendera Indonesia yami@k tisesuai izin yang
kepemilikkannya masih milik orang asing dan meretah melakukan pemindah

muatan antar kapaltr@nshipment di perbatasan laut Indonesia dan negara
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tetangga, seperti laut teritorial Australia. Adag€id tesebut menggunakan dua
kapal menarik satu trawlpdir trawl), yang mengakibatkan semua isi laut
terangkat dan merusak biota laut serta jelas mglngndang-undang yang

berlaku.

Kebijakan policy) yang dibuat pemerintah adalah kebijakan mengenai
hukum laut yang berbeda antara satu instansi dangtmsi lainnya. Hal tersebut
yang memang seharusnya dibuat dengan satu aturesanim diperlukan
koordinasi, namun pada kenyataanya seperti dalam pglabuhan terdapat 4
hingga lebih instansi yang terkait permasalahamisean laut.

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu konsep lyasgyang membawabhi
beberapa dimensi kehidupan. Tantanganya adalaharidudasikannya ke dalam
bentuk yang komprehensif dan cara dalam mencapsnkegan yang dituju.
Ringkasnya,public policy adalah cara untuk mencapai tujuan yang disepakati,
direncanakan bersama oleh masing-masing anggopartSkebijakan ekonomi,
pendidikan, kesejahteraan, criminal dan masalatalalas lainnya. Untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, dibutuhka@ecision-making processelalui
formula kebijakan terdiri pemberian respon terhaddgntifikasi dan analisa
permasalahan. Tiap solusi yang dihasilkan terkalbebapa factor efektifitas,
potential cost, resources for implementation, pdii, dan community support.
Terdapat beberapa perbedaan mengeaualic policy?

a) Substantive and administrative policy

Kebijakan tipe ini, pertama merupakan kebijakasng/ diambil oleh
legislative, program dan cara pemerintah membergaosi di berbagai aspek
kehidupanseperti :income securitymengatasi masalah social. Kedua, kebijakan
yang diambil daradministrative procedurederdiri dari informasi data statistic
dan evaluasi program yang dijalankan komunitas ysrggam.

b) Vertical and horizontal policy
Secara vertical para pembuat kebijakan mengaralkkdijakan tersebut

berasal dari responsibiltas dalam berorganisasi keputusan hasil bersama di

' Departemen Kelautan dan Perikanan, Institusi PeagamLaut Harus Terkoordinir, dalam
jurnal Kelautan dan Perikanarvolume II, No.2, Agustus 2001, (Jakarta : Departeielautan
dan Perikanan), hal 24

“Sherri TorjmanWhat is Policy?(Canada :The Caledon Institute of Social Polic)®0hal. 2-5
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dalam organisasi tersebut dengan yang memutuskalahagang mengepalai
organisasi tersebut disebftamework policy.Di tingkat regional atau wilayah
tertentu disebutkarstrategic policy yang mengartikulasikan keputusan nasional
ke tingkat regional dengan lebih spesifik terhagapnasalahan yang ada, serta
upaya operasionalisasinya.

Horizontal policy-makingatau integrasi kebijakan adalah kesepakatardari
atau lebih lembaga dengan kepentingan yang sanmaeridah dalam hal ini,
mengupayakan membuat kebijakan untuk satu kesepukgtina mencapai
kepentingan melalui berbagai cara dan koordinasgyaemandatkan beberapa
departemen kepentingan terkait, lembaga pemerintaf@ipun non-pemerintah,
seperti cclimate changgisu suku agama ras dan anatomi (SARA).

c) Reactive and proactive policy

Policy dapat dikategorikan padeeactive dan proactive Reactive policy
adalah respon cepat mengatasi permasalahan ygadi.tétroactive policis
adalah kebijakan yang diambil berdasarkan kompdamiperencanaan.

d) Current and future policy

Sebuah proses formal guna mengubah atau meningk&tdaijakan atau

permasalahan yang ada maupun rencana kebijakan

Sama halnya dengan negara pantai lain yang meipérknasalahan sumber
daya perikanan dan kelautan dimana sangat berpatam suplai makanan yang
berasal dari perikanan, lapangan pekerjaan, dayh pasar. Namun,
permasalahan yang ditimbulkan karena peningkatasikasi akan perikanan dan
sumber daya perikanan yang terbatas di suatu viley@imbulkan aktifitatiJU
Fishingyang membawa dampak ekonomi, keamanan, sertégsgui Indonesia.
Untuk menjamin pengurangan bahkan ketiadaan aifldU Fishing di perairan
Indonesia di kemudian hari, seluruh regulasi kd&lijayang diterbitkan oleh
pemerintah, baik dari Kementerian Kelautan dank@aean, TNl Angkatan Laut,
Polair, dan institusi keamanan laut lainnya segemanetapkan strategi

pengawasan yang tepat, terarah, cepat tanggap pesala masing-masing.

Saat ini strategi telah menjadi seni dan ilmu yamgngembangkan dan
menggunakan sumber daya nasional, termasuk kekomliggr untuk meraih atau

mengamanakan kepentingan-kepentingan vital banggaaf-tujuan nasional).
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Dalam bahasa Yunarstrategos(jenderal) yang tidak memiliki konotasi dalam
kata modern, sama halnya dengan lsitategyyang memiliki kata yang sama
dengan strategike episteme(pengetahuan jenderal) atastrategon sophia
(kebijakan jenderal). Dalam definisi militer moderémerika Serikat lebih
menjelaskan kepada strategi sebagai sebuah serimdadalam mengembangkan
dan menggunakan potensi politik, ekonomi, psik@pgian kekuatan militer di

saat perang maupun damai, guna memaksimalkan tajdandari kebijakar.

Strategi oleh Buzan, dala@trategies Studiedan International Relations
didefiniskan lebih spesifik sebagai seni dalam raéumkan dan penerapan guna
memenuhi tujuan akhir dari kebijakan, mengeksplokakuatan militer guna
mencapai tujuan kebijakan. Secara luas, strategupakan seni atau ilmu
pengetahuan untuk merealisasikan tujuan akhirsitssi konflik! Strategi yang
mengintegrasikan semua kebijakan di segala bidangsédmua kekuatan bangsa
untuk mencapai tujuan-tujuan diatas, disebut sebagategi akbar drand
strategy atau strategi nasional. Baik militer, ekonomilifgo maupun negara
memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang berldalam masa damai maupun
perang. Untuk memahami terjadinya dan mencegahdiagja perang. Dengan
memahami strategi sebagai penerapan kekuatanmuititek tujuan politik dalam
dinamika interaksi antara negara-bangsa dalamilpafiternasional strategi itu
tidak lagi terbatas pada urusan-urusan militer fiaga terkait pada faktor-faktor

kepentingan nasional lainnya seperti, politik, ekon atau ideolog.

Pemikir lain mendefinisikarGrand Strategyadalah pola seni akademis
dan mengarah pada kumpulan rencana dan kebijakenmaliputi upaya negara
dengan memanfaatkan alat politik, militer, diplomadan ekonomi guna
mencapai kepentingan nasiondkrand Strategy merupakan seni mencapai
perdamaian dalam tujuan akhir yang terdiri darii éisnana pemimpin berfikir
dan berkeinginan). Seperti aksi yang dibatasi d#ddtor kepemimpinan secara

¥ Edward N. LuttwakStrategy the Logic of War and Pegétarvard University: London, 1987),
hal 239-240

“ Barry Buzan An Introdustion to Strategic Studies : Militangdhnology and International
Relation (Macmilian : London, 1987), hal. 3

*Edward N. Luttwak]bid., 1987, hal.179-181
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ekslpisit diakui, misalnya kendala anggaran dan erketasan alat-alat
kenegaraan).

Seperti halnya Jepang yang memiligrand strategyguna mendukung
tuntutan kerjasama keamanan maritim trilateral AkaeBerikat-Jepang-Cina di
Asia Timur. Dengan agenda isu utaswunter maritime terrorisnalan piracy di
wilayah SLOC Seperti : dengan tawaran bantug@oast Guarddi Selat Malaka
bersama Indonesia-Malaysia-Singapura tahun 2000gatasi Perompak Somalia
tahun 2008 melalui pendekataontructivist,dimana melihasecurity community
sebagai suatu proses penyelesaian masalalaupun upaya operasi anti
pembajakan di Teluk Aden tidak berjalan signifiKan.

Pemerintah dalam isulUU Fishing memiliki kebijakan yang
diimplementasikan melalui kewenangan masing-masatigp institusi perikanan
maupun keamanan laut. Isu maritim telah menjadnda@erutin yang menjadi
suatu isu penting untuk ditangani bersama. Seewal lada banyak keputusan
untuk melakukan suatu kerjasamegional security melalui legalitas secara
global. The 1982 United Nations Convention on the Law ef $tamerupakan
salah satupembahasan mengenai rezim laut dengan membawanasiiime
security baru dengan fokugpada konflik di wilayah perbatasan perairan,
khususnya di wilayah ZEE Indonesia dan klaiontinental shelfLebih lanjut,
banyaknya perhatian terhadeggional securityseperti pembajakan, pencemaran
lingkungan, keamanan jalur komunikasi laut, perarurikan dan eksploitasi
sumber daya kelautan yang dibahas bersama dengantagr penerapan
kebijakan solusi yang berbeda di setiap negar&,demara militer melalui otoritas
kekuatan dan operasi maupun pertahanan negaradi@mg maupun non-militer
dengan memperhatikan aspek kesejahteraan baikunedgjosiasi maupun solusi
bersama. Kerjasama ini sangat diharapkan negamxanegnggota khususnya
negara pantai yang memiliki kerentanan isu mariyeng tinggi dapat teratasi

secara signifikan baik bagi negara sendiri mau@walsan.

® Peter F.,What is Grand Strategy and Why do We Ne®d It
shadow.foreignpolicy.com/posts/2009/04/08/what_liand_strategy_and_why do_we need it
(diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk. 15.00 WIB)

" Gaye Christofferserapan and the East Asian Maritime Security Ordendpects for

Trilateral and Multilateral Cooperation, dalam juah Asian Perspective, Vol. 33, No. 3, 2009,
hal.108-110
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Perlu diterangkan bahwa antara istilah kelautan daaritim harus
dibedakan. Kelautan merujuk kepada laut sebagayel geopolitik maupun
wilayah sumber daya alam, sedangkan maritim merpada kegiatan ekonomi
yang terkait dengan perkapalan, baik armada niaggoom militer, serta kegiatan
ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti indosdritim dan pelabuhan.
Dengan demikian kebijakan kelautan merupakan daagr kebijakan maritim

sebagai aspek aplikatifnya.

Terlepas dari visi maritim Indonesia, ada beberdm yang perlu
dipertimbangkan. Antara lain, pertama, negara penempunyai kebijakan
kelautan yang jelas dan berevisi ke depan karemgyangkut geopolitik bangsa
dan dengan demikian berwawasan global dan menyanguia kebijakan-
kebijakan dasar tentang pengelolaan sumber daya dl@amping sumber daya
ekonomi pada umumnya. Demi daya saing bangsa, pathu berangkat dari
keunggulan kompetitif yang bisa berbasis lokal. ikedebijakan kelautan adalah
kebijakan negara kepulauan sehingga variabel kgemamarus lengkap, tidak
hanya monodimensional laut. Konsep tri-matra (diarat-udara) juga akan

menjadi pertimbangan sebagai keamanan kedauladanésia.

Dari segala kepentingan dalam menjaga keutuharnyafildndonesia serta
perlindungan seluruh entitas di dalamnya, pengawssaebut juga berpengaruh
besar terhadap kepentingan negara-negara tetangggum kawasan Asia
Tenggara terhadap keamanan laut di sekitar Asigdaa yang memiliki jalur
laut penting dunia. Indonesia bersama regional mmaupternasional berupaya
bekerjasama secara komprehensif dalam menafd@drtishingantara lain:

A. Koordinasi antar Instansi Nasional

Umumnya aktifitas pelanggarddU Fishing tersebar di hampiwilayah
Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-RI) dengagkdtnpelanggaran yang
berbeda-beda dan biasanfidly exploited (dimanfaatkan penuh)emerintah
dalam hal ini memiliki beberapa kebijakan dalam gaasi isulUU Fishing.
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan laut umbgminimalisir

pelanggararilUU Fishing di wilayah kedaulatan perairan Indonesia, maka para
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stakeholdersharus meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga negag
difungsikan dalam hal pengawasan laut, peneraphijakan koordinassecara
garis besar yang dilaksanakan Kementerian Kelautan Perikanan, TNI

Angkatan Laut, Polri, Pengadilan Perikanan, Bakaika

Transnational crimesyang kian meningkat baik intensitas maupun
kualitasnya, tanpa adanya upaya yang terpadu alkémmsulit masing-masing
instansi berfungsi secara efektif. Oleh karenadiperlukan adanygolicy yang
tepat dan segera untuk mengatasi masalah-masatabbue Berdasarkan
tinjauan kelembagaan yang ada serta kelembagaaegdira lain, berdasarkan
tingkat integrasi fungsi-fungsinya, terdapat empatlel kelembagaan yang dapat

diterapkan di Indonesia, diantaranya :
1) Model Lembaga Sektoral

Model Lembaga Sektoral yang tidak setara kedudukamlengan instansi
yang dikoordinasikan. Model ini menggambarkaanesistata pemerintahan di
laut yang tengah berlaku di Indonesia saat ini. ydpaengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan masih dilaksanaeoara sektoral
dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikaningan tingkat
akomodasi yang tinggi terhadap pengelolaan dan pE@@n sumber daya
kelautan khususnya di bidang perikanan dan wilgyadisir. Namun, model ini
memiliki kelemahan vyaitu pertama, keberadaan lembey tidak mengatur
sumber daya kelautan secara sinergis dan terpathu ls&nya terbatas kepada
pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir kewermanmngelolaan kelautan
telah terbagi habis ke dalam instansi departemaun lk¢menterian lain, dalam
pelaksanaannya di lapangan dalam upaya tata peatexin di laut dilakukan
secara parsial oleh masing-masing instansi seseagamh kewenangannya
masing-masing. Kedua, kewenangan tata pemerin@ihant bidang hukum dan
keamanan seringkali tumpang tindih antar satu saktagan sektor yang lain.
Ketiga, seluruh instansi yang bersifat parsial eleus tentu akan membangun
sarana dan prasarananya masing-masing. Hal ini méwae anggaran yang
sangat besar dan berpotensi menciptakan pembokesesmgan negara. Selain
itu, karena tidak memiliki kekuatan koordinasi antestansi maka kelembagaan
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yang ada tidak menyelesaikan permasalahan tumpiakg tdari peraturan
perundang-undangan yang ada dalam Tata Pemerirdalza.

2) Model Lembaga Koordinatif

Model ini setara kedudukannya dengan instansi ydikgordinasikannya.
Model ini merupakan penyempurnaan dari model pertagaitu untuk
memperkuat kedudukan Kementerian Kelautan dan &weaik sebagai lembaga
koordinasi. Kelebihan model ini adalah Kementeriaglautan dan Perikanan
sebagai lembaga koordinasi diperkuat kedudukanngdalun suatu Undang-
Undang sehingga diharapkan dapat lebih efektif dataengkoordinasikan dan
menggerakan instansi-instansi terkait yang jugatudikedudukannya oleh
Undang-Undang. Seperti halnya model 1, lembagaduoasi merupakan sub
sistem penunjang untuk lebih mengefektifkan koasimiantara instansi-instansi
tersebut. Kelemahan dari model ini serupa dengagemb, yaitu adalah masih
parsialnya tata pemerintahan di laut, dimana masiaging instansi sesuai
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai depgaturan perundang-
undangannya masing-masing. Hal ini akan berdanipakyaknya permasalahan
terkait upaya pelaksanaan tata pemerintahan diyiaog tidak dapat ditangani,
karena masing-masing instansi hanya menanganissktior, dan tidak berhak
menangani masalah di luar lingkup kewenanganngaktbersifat multifungsi).
Selain itu, tumpang tindihnya peraturan perundamipngan yang ada

menyebabkan koordinasi sulit berjalan secara dfekti
3) Model Lembaga Terintegrasi Penuh

Model Lembaga Integrasi Penuh yaitu yang mengiagigan seluruh
fungsi-fungsi terkait. Model ini mengintegrasikaiwsuh fungsi dan kewenangan
tata pemerintahan di laut ke dalam satu lembagg penrsifat multifungsi, multi
misi, dan satu komando, serta ditetapkan oleh Watang-Undang. Kelebihan
dari model ini adalah terintegrasinya peraturanup@ang-undangan serta
kelembagaan Tata Pemerintahan di Laut. Berbagai jeasalah yang muncul di
laut dapat ditangani oleh satu lembaga yang bénsitdtifungsi dan multimisi.
Selain itu sarana dan prasarana yang dimiiiki tketibagai intansi sektoral dapat
digabung dan digunakan untuk mendukung pengelotiam pemanfaatan laut
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dalam rangka tata pemerintahan di laut. Sarangpd#sarana pun akan terfokus
pada penguatan satu lembaga saja sehingga dapat heenghemat dan
mengefisienkan anggaran pemerintah. Meski demig@rgembangan model ini

dapat mengalami beberapa hambatan dan kendales &ita:

a) Tingginya resistensi dari instansi-instansi yanggginya diintegrasikan,
karena akan membawa konsekuensi berupa hilangnyankegan bahkan

eksistensi dari instansi yang bersangkutan.

b) Kompleksitas peraturan perundang-undangan, dimamegrasi fungsi
tersebut mensyaratkan adanya amandemen atau rearsi berbagai
peraturan-perundang-undangan yang memayungi keweanarberbagai
instansi sektoral tersebut karena kompleksnya ralasang dihadapi, maka
model ini hanya dapat dikembangkan dengan syaranyad tingkat
resistensi yang rendah dari instansi-instansi yaedait yang akan
diintegrasikan. Kondisi ini dapat dibangun jika ddamauan politik yang
sangat kuat dari pihak eksekutif maupun legislatif.

4) Model Lembaga Integrasi Parsial

Model ini hanya mengintegrasikan fungsi-fungsi &tk Model ini
menawarkan bentuk yang “kompromistik” dari modedBnana hanya sebagian
saja dari fungsi-fungsi instansi yang terkait yahigptegrasikan ke dalam satu
lembaga. Keseluruhan fungsi tersebut tidak dapadtedjrasikan sepenuhnya
karena adanya kendala kompleksitas dari sisi pamafperundang-undangan yang
ada, baik dari sisi hukum nasional maupun inteomedi Sebagai solusi dari
permasalahan tersebut, diperlukan koordinasi balgananjian” @greements
antara lembaga terintegrasi dengan instansi laiar dgngsi tersebut dapat
dilaksanakan oleh lembaga terintegrasi di lapanganpa menghilangkan
kewenangan instansi yang bersangkutan, misalnygsfupelayaran dapat di-
BKO-kan kepada lembaga terintegrasi dalam pelaksana di lapangan. Model
ini memiliki kelebihan dibandingkan model-model gantelah diuraikan
sebelumnya, yaitu mampu mengintegrasikan tata petakan di laut secara
terpadu, baik dari sisi peraturan perundang-undanggupun kelembagaan, serta
di sisi lain memperkecil resistensi dan penolakan thstansi-instansi terkait.

UNIVERSITASINDONESIA
Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



73

Meski demikian, karena masih ada fungsi-fungsi ydragus diintegrasikan,
tantangan dalam pengembangan model ini sama deng@el sebelumnya, yaitu:
perlunya revisi dari peraturan-perundang-undangeug ynemayungi kewenangan
berbagai instansi sektoral; munculnya resistensii dastansi yang akan
kehilangan kewenangan akibat dilakukannya pengggburiungsi. Model ini
hanya dapat dikembangkan dengan syarat adanya exdauln politik yang

sangat kuat dari pihak eksekutif maupun legisfatif.

Indonesia secara yuridis formal sudah sangat ktegt wilayah lautnya,
tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus meerkagayaan sumberdaya
alam di laut dan memanfaatkannya dengan optimalkeggentingan nasional dan
rakyat Indonesia. Beragamnya instansi yang menkékvenangan atau kebijakan
dalam pengawasan dan pengendalian sumber dayaamemikdan wilayah
perairan di Indonesia menimbulkan permasalahamamtyang belum berjalan
sempurna antar sektoral. Berikut koordinasi instarssansi nasional yang
bekerjasama dalam pengamanan laut dan pengelolabes daya perikanan

sebagai pelaksana teknis tindak pidana di lapangan

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikananaraef berubah
menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan padarags merupakan sebuah
tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangaar deXautan dan perikanan
Indonesia. Artinya, bagaimana Kementerian Kelau@an Perikanan ini
menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebadmh satu sektor yang
mampu  meningkatkan perekonomian negara, namun dalpmses

pelaksanaannya terdapat isu-isu dan hambatan-hambat

Kementerian Kelauatan dan Perikanan sebagai peruhans pelaksana
kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan peakaalam upaya penegakan

hukum di bidang kelautan dan perikanan memilikekgka pembangunan sistem

8Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, “KebijakamPangunan Kelautan Didasarkan Pada
Analisis Input Output Kelautan”, (Departemen KetautDan Perikanan Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia: Jakar@9y0hal.54-58
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sumber daya kelautan dan perikanan untuk menekamniseal mungkin

pelanggaramUU Fishing.

Melalui perangkat hukum adanya aturan mengenakaegin telah dibentuk
melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4hun 2009 secara garis
besar’ Untuk mencapai target pengurangan aktifitds) Fishing di wilayah
perairan Indonesia, berbagai kebijakan strategiah telikembangkan dalam
rangka ratifikasi UNCLOS 1982 serta berkaitan dengzengawasan dan
pengelolaan sumber daya kelautan khususnya penk&h@auk mencapai target
pencapain kebijakan terdapat strategi-strategitaianya : StrategPreemtive
adalah pencegahaffensifsebelum terjadinya pelanggaran wilay&gsponsive
adalah reaksi cepat dalam menangani pelanggardaktipidana,Persuasive
adalah pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkesadaran tidak
melanggar hukum, darCoordination adalah melakukan koordinasi dengan
instansi terkait (Bakorkamla, TNI Angkatan Laut d&0LRI) :

a) Strategi Preemtive Strategi ini menggunakan berbagaiols maupun
pihak ke tiga sebagai penengdalam mengatasi pelanggaran wilayah perairan
agar tidak terjadi konflik yang berkembang menj&dinfrontasi militer di
kawasan yang diarahkan untuk jangka pendek dankgamgpnjang, serta
mencegah adanya korban baik dari pihak asing mayhak negara sendiri.
Strategi Preventiveada berbagai cara, seperti: melalui pencegaharygrala
kapal asing di perairan terluar dengiaierrence effecDalam artian, operasinya
dikonsentrasikan pada perairan potensial yang radeanancaman kedaulatan,
antara lain Laut arafura, perairan antara Sulawara dengan Filipina (Laut
Pasifik), dan Laut Natuna dalam jangka waktu 24. jBencegahan tersebut dapat

menggunakan kemampusanrveillancedengan potensi nasional yang dda.

b) Strategi Preventif dan Responsif melalui Saranapdasarana

® Lihat UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahars At No.31 Tahun 2004 tentang
Perikanan dan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Beaik, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

19 «Kjta Tahu Ikan Dicuri, Kalau Ada yang Ketangkap”,
http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/15%pp (diunduh tanggal 8 Mei 2011, Pk. 21.00
WIB)
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Teknologi surveillance seperti radarSearch and Researc{SAR), atau
pengembangan pesawat tanpa awak. Pada kenyatatampyasurveillanceakan
kekurangan informasi tempat lokasi terjadinyJ Fishing Vessel Monitoring
System(VMS) berguna untuk mendeteksi kapal yang sudahdaygatkan izin
agar tidak melanggar aturan-aturan yang telahagikatn dengan batasan-batasan
pencarian ikan. Namun, kebijakan tersebut belulinscale (keseluruhan didata).
Jika dilihat pada jumlah surat penangkapan ikangyandah dikeluarkan
mencapai 4 ribu lebih, sementara VMS yang ada ls@kitar 1.500, maka
pemasangannya menurut prioritas, yakni di kapalgadian kapal-kapal di atas
100 GT. Saat ini yang di atas 100 GT sudah tergad=d00 lebih. Target pada
tahun 2008 kebijakannya diubah. Untuk kapal di 4@@ GT, transmiter dibeli
sendiri danairtime tetap bayar. Bahkan transmiter dipinjamkan olelgare
diambil dan dipasang di kapal 60-100 GT milik nelakita. Jadi mereka dapat
VMS gratis, tapiairtime tetap bayar, kapal di atas 100 GT semuanya suaiais h
terpasang karena prasyarat periziftan.

Keterbatasan armada penangkap ikan nasional maiplyaib fishing
ground didominasi oleh kapal-kapal penangkap asing yas@gerasi di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia melalui berbagai kekepen yang pernah
dijalankan, hingga saat ini dengan tiga opsi kenes kapal ikan asing seperti
Joint Venture Sewa BeliLeasing danFull Lisensiyang diatur oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Saat ini jumlah armadaaeag Kementerian Kelautan

dan Perikanan hingga tahun 2009 tercatat sebaffyak :

Tabel 3.1

Jumlah Armada Kapal Pengawas Ditjen PSKP s/d Taboe

No. Tipe Kapal Pengawas Jumlah

1 KP Hiu Macan Tutul 42 m (baja/almunium) 1

" http://www.majalahtrust.com/bisnis/interview/1588p, Ibid., (diunduh tanggal 8 Mei 2011,
Pk. 21.00 WIB)

2 Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikiearenterian dan Kelauta®p.Cit
hal.12
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2 KP Hiu Macan 36 m (baja) 4
3 KP Hiu Macan 36 nifiperglasg 2
4 KP Hiu 28 m 10
5 KP Takalamongan 23 m 1
6 KP Padaido 23 m 1
7 KP Todak 18 m 2
8 KP Baracuda 17 m 2
9 KP Catamaran 14 m 1

JUMLAH 24
1 Speed BoaPengawasan 54

Monitoring, Contrilling, Surveillance(MCS). MCS dapat dijelaskan sebagai
berikut, Monitoring ( guna mengetahui status perikanan melalui penglanp
pengukuran, analisis kegiatan penangkapan ikaak terbatas pada : tangkapan,
komposisi jenis, usaha penangkapan ikaycatch pembuangan dan wilayah
operasional yang merupakan data primer yang kuadtddijadikan dasar bagi
pengaturan pemnafaatan. Apabila tidak akurat at#ak tlengkap maka akan
menjadi hambatan pengembangan dan penerapan pamgatumber daya
perikanan), Control ( upaya pengendalian segala kegiatan agar pemanfaat
sumber daya perikanan tetap terkendali. Dapat laepepanjian secara nasional,
regional berdasarkan hukum yang berlal&)rveillance( termasuk di dalamnya
regulasi dan pengawasan aktifitas penangkapan suddy@ perikanan yang
sesuai dengan aturan dan pola akses penangkapan tagk terjadi

overexploited)

MCS merupakan salah satu kebijakan yang diambh pkemerintah dalam hal
pengawasan dan pengelolaan perikanan, dimana sefigpa anggota FAO yang

memiliki sumber daya ikan wajib mengimplementasikstCS. Salah satu

¥ MCsS, www.fao.org/fishery/topic/3021/en, (diundamggal 8 Mei 2011, Pk.16.00 WIB
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komponen MCS adalah VMS yang dimulai sejak tahul®320MS adalah
implementasi teknologi informasi tinggi guna mendgidg sumber daya kelautan
dan perikanan. Hingga saat ini di jakarta telahadgun Fishing Monitoring
Center(FMC) di Pusat Kementerian Kelautan dan Perikamdarda. Penggunaan
VMS dengan memasangansmitter pada kapal-kapal penangkapan ikan agar
pergerakannya dapat terdeteksi ketika melakukaifitaktpenangkapan (posisi
kapal, kecepatan kapal, jalur lintas dan waktufigksi tersebut dilakukan). VMS
ini dapat dilakukan melalui darat, laut dan udaehingga dapat diamati lokasi

pelanggaran secara akurat tiap selang waktu tartent

Alat Komunikasi (Alkom), merupakan alat komunikaging berupa radio
berfungsi memberikan informasi kegiatan pengawasamber daya kelautan dan
perikanan. Alkom ditempatkan di setiap pelabuhankaean, Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Satuan Kerja Pengawasan. mllsudah tersebar di
seluruh Indonesia sebanyak 61 unit sejak tahun BF@a 2009*

Senjata, hingga tahun 2009 jumlah yang dimilikieRtorat Jenderal Pengawasan
Sumber Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelad@anPerikanan berjumlah
250 unit, terdiri dari senjata laras pendek (Pi8#) kaliber 7.65 mm sebanyak
75 unit dan senjata laras panjang (PM1-A2) kaliBg21l mm sebanyak 175

unit.®

Dengan adanya sarana dan prasarana pengawasanmgangdai diharapkan
pengawasan dapat dilakukan secara responsif (depggap) dan preventif

(pencegahan).
c) Coordination systems

Koordinasi yang dilakukan di sini adalah melibatkanstansi-instansi
pengawas dan penegak hukum di laut. Beberapausidi#trsebut diantaranya TNI
Agkatan Laut, Polair, Mahkamah Agung, Kejaksaan mggu Departemen
Perhubungan, Departemen Keuangan, Bakorkamla. Aketapi, dalam
implementasinya institusi-institusi tersebut tidalengadakan pertemuan secara

rutin dalam membahas masalah perikanan dan kelao#iusi-institusi tersebut

4 Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikearenterian dan Kelauta®p.Cit.,hal
13
*Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikidrarenterian dan Kelautathid., hal 14

UNIVERSITASINDONESIA
Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



78

hanya bersifaincidentallyatau ketika isu-isu pelanggaran di laut muncubgeb
ancaman kejahatdf.

2.  TNI Agkatan Laut

Pertahan matra laut ini memiliki kewenangan pekagahukum secara
tegas dan konsisten sesuai peraturan yang berl@kll. Angkatan Laut
bertanggung jawab mencegah, mengatasi dan menitetfs setiap bentuk
ancaman, gangguan keamanan dan pelanggaran hukiaont duna penegakkan
sovereignty dan law enforcementdi wilayah perairan yuridiksi Indonesia,
khususnya di wilayah perairan yang rawan ancamgpers wilayah barat dan
timur. Sesuai amanat UU TNI, TNI Angkatan Laut ggbaelaksana pertahanan
dan keamanan negara dengan peran untuk menjagal&iaedadan keutuhan

wilayah merupakan wewenang TNi":

1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negampertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indongaiay berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repufdig@nesia Tahun
1945, serta melindungi segenap bangsa dan selunypah darah Indonesia
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bdagsegara.

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (kuklda dengan:
a) Operasi militer untuk perang.
b) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
a.mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
b. mengatasi pemberontakan bersenjata;
c.mengatasi aksi terorisme;
d.mengamankan wilayah perbatasan;

e. mengamankan objek vital nasional yang bersifates;

18 Dikutip dari tulisan Rahmat Pramulytdpw to Eliminate lllegal Fishing in Indonesidakarta
Post tanggal 22 Mei 2009
"Lihat UU RI NO.34 TAHUN 2004, Pasal 7 tentang @sg?okok TNI
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f. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai derefajkian
politik luar negeri;

g. mengamankan Presiden dan wakil presiden besedargelnya;

h. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatarupengnya

secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semest
I. membantu tugas pemerintahan di daerabh;

j. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalangka
tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yangr diktam

undang-undang;

k. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepata d

perwakilan pemerintah asing yang sedang beradaldnksia;

|. membantu menaggulangi akibat bencana alam, pengmngian

pemberian bantuan kemanusiaan;

m.membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelafsemarch
and rescue); serta membantu pemerintah dalam pemgam
pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakanmmpekan,

dan penyelundupan.

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (@sehakan berdasarkan
kebijakan dan keputusan politik negara.

3. Polisi Republik Indonesia (Polri)

Berdasarkan permasalahan aktual yang dihadapid@mirguna melanjutkan
programTrust Buildingdisusun kebijakan program akselerasi utama berkiasar
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Ind@nedNo. Pol
Kep/37/X/2008 tentang Program Kerja Akselerasi $farmasi Polri Menuju
Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masjat’®

18 \www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page&id=180, (diunduh tanggal 30 Mei
2011, Pk. 18.30 WIB)
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Dalam rangka tugas-tugas kemanan dan ketertibayarekat, penegakan
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masta dalam
mewujudkan keamanan dalam negeri mengacu pgadad StrategyPolisi
Republik Indonesia 2005-2025 dengan tiga tahapaity y Tahap 1 tahun 2005-
2009 Trust Building, Tahap 1l 2010-2014artnership Builing,Tahap Il 2015-
2025 Menuju Organisasi Unggulan, ditetapkan visiriPgakni terwujudnya
postur Polri yang profesional, bermoral dan modeimagai pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam ntearelkeamanan ketertiban
masyarakat dan mengakkan hukum, serta misi Polgda tahun 2025,

diantaranya®?

1) Mengutamakan peran perlindungan, pengayoman, damygoan

masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyaakaiq safety

2) Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan damgmelean dengan
mengefektitkancommunity policingguna meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyaraketiine prevention

3) Menegakkan hukum secara profesional danproporsaeraan menjunjung
tinggi supremasi hukum, hak asasi manusia, keadikam kepastian hukum

4) Meningkatkan kerjasama dengan instansi atau lemiadmm dan luar

negeri dalam rangka memulihkan keamanan dalam ineger

5) Membangun kelembagaan Polri serta mengelola sudder secara efektif

dan efisien guna kelancaran tugas

6) Membangun mobilitas dan sebarab pelayanan kepoliseata teknologi
informasi yangmemadai guna mendukung penanggulakgmhatan dan

dinamikanya

7) Melaksanakan kerjasama dengan kepolisian intennaisio

' Siaran Pers Kapolri Tentang Resensi Memori SeraimiBielabatan Kapolri dari Jenderal Pol.
Drs. H. Bambang Hendarso Danuri MM Kepada Komjeh®s. Timur Pradopo November
2010, www.polri.go.id/berita/938, (diunduh tanggalMei 2011, Pk. 18.00 WIB>
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Beberapa Kebijakan Program akselerasi | Polri Kabgrtan Program

(Suistainable Programdiantaranya :
a) Penyempurnaa@Grand Strategy

b) Melanjutkan upaya pemeliharaan dan peningkatarnlistabkeamanan dan
ketertiban masyarakat melalui program penanggularggenis kejahatan

serta akselerasi perpolisisan masyarakat

c) Meningkatkan peran dan pemberdayaan penelitiarpdagembangan Polri
untuk melakukan kajian dan analisis dampak perkegédra masyarakat
terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri

d) Mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi #@munikasi untuk

mewujudkan efisiensi,, transparansi dan akuntasilit

e) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dal@@nghadapi
perkembangan dan permasalahan global dengan presipramaan dan

kemitraan yang saling menguntungkan

f)  Menggali kearifan lokal masyarakat dan kearifarermal yang diimbangi

dengan kemampuan manajerial pimpinan Polri

g) Perbaikan sistem pembinaan personal dan pendidia@n. Selanjutnya
program kerja prioritas yang telah dirumuskan daRemcana Kerja tahun
2008 terhadap 4 jenis kejahatan menjadi priortetap dilaksanakan,
meliputi : pemberantasan perjudian, kejahatan tigdkodan sejenisnya,
penanggulangan terorisme, kejahatan yang berpotesizigikan kekayaan
negara (korupsillegal logging, illegal fishing, illegal mining perdagangan

orang, premanisme an anarkisme, kejahatan jalanan

Dalam program akselerasi | ini, diprioritaskan pemgangan dan
pembentukan kerjasama interdepartemen lintas sgkta@polisian internasional
dan kerjasama masyarakat melalui perpolisian makgaitommunity policiny
Selain itu program pengamanan wilayah perbatasan palau terluar,

peningkatan kerja Densus 88/AT, Polisi air, INAFEn Pusiknas serta
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pembangunan satuan wilayah disesuaikan dengan peanek wilayah

pemerintahan.

Beberapa pencapaian kebijakan dan strategi Paig gidaksanakan selama
periode tahun 2008 hingga 2010, melalui tindak medehusus kejahatan terhadap
kekayaan negara (pembalakan likegal logging, illegal fishing, illegal minning,
korupsi) dengan melakukan tindakareemptive, preventiveanlaw enforcement
merupakan salah satu program prioritas Pe#lah satunya adalah penyelesaian
kasuslUU Fishing pada tahun 2008 sebanyak 62 kasus dengan 11nhgkasa
barang bukti 63 unit kapal sebnayak 1458.405 tan itengan taksiran kerugian
Rp. 8 triliun. Tahun 2009 sebanyak 178 kasus ded@értersangka, barang bukti
174 kapal sebanyak 906.251 ton ikan dan 1.120 kangiddengan tafsiran
kerugian Rp. 3.7 triliun. Tahun 2010 sebanyak 58ukadengan 44 tersangka,
barang bukti 51 unit kapal, sebanyak 62.03 ton tt@ngan tafsiran kerugian Rp.
0.25 triliun?®

4. Pengadilan Perikanan

Berdasarkan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentawb&ean Atas
Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentag Perikarjataskan bahwa*
“Dengan Undang-undang ini dibentuk pengadilan perdn yang

berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Kimddana di bidang
perikanan”.

Keberadaan pengadilan perikanan utamanya ditujukatuk Iebih
mengefektifkan proses penanganan kasus-kasus panikayang terdiri dari
Hakim Adhoc, Hakim Karir dan Panitera. Hingga tal2@10 sudah terbentuk 7
pengadilan perikanan di 7 lokasi, yaitu : BelawBnoyinsi Sumatera); Jakarta
Utara (Provinsi DKI Jakarta); Pontianak (Provinsalikhiantan Barat); Bitung
(Provinsi Sulawesi Utara; dan Tual (Provinsi Malykianjung Pinang; Rinai

(kepulauan Riau). Selama tahun 2009 pengadilakgean menerima 76 perkara

% Sijaran Pers Kapolri Tentang Resensi Memori Seeahrik Jabatan Kapolri dari Jenderal Pol.
Drs. H. Bambang Hendarso Danuri MM Kepada Komjeh#s. Timur Pradopo November
2010, www.polri.go.id/berita/93&p.Cit., (diunduh tanggal 30 Mei 2011, Pk. 18.00 WIB)

2l Lihat UU RI No.45 Tahun 2009, Bab XIII Pasal Bhtang Pengadilan Perikanan
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perikanan, tahun 2010 sebanyak 125 perkara penkasengan perkara yang
diputus sebanyak 123 perkara dan di akhir tahunO 26€dbanyak 2 perkara
perikanan, sehingga rasio penyelesaian perkarkapan sebanyak 98.40

perserf?

5. Kejaksaan Agung

Kejaksaan agung sebagai penuntut umum berupayakuakan penuntutan
terberat dengan tuntutan penyitaan kapal atau rapka&n delik pemalsuan
dokumen bagi yang terbukti memalsukan persyaradag diperlukan. Tercantum
pada Pasal 75, dimana penuntut terhadap tindakngidi& bidang perikanan
dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan o#sd Agungd”

6. Departemen Perhubungan

Dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, untuk mdmtadokumen-
dokumen kapal perikanan yang proses penerbitandsk sesuai ketentuan dan
mengalihkan kewenangan penerbitan dokumen kapi&iapen seperti surat ukur,
sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal, dan Sdzat Berlayar kepada
Kementerian Kelautan dan Perikanan selakuManagemen Authority

pembangunan perikanan.

7. Departemen Keuangan,

Dalam hal ini Dirjen Pajak melakukan laporan daemelitian mengenai
pembayaran pajak kapal perikanan sebagai asetghaas. Penelitian ditujukan

kepada perusahaan-perusahaan perikanan.

?2«Keadaan Perkara Peradilan Umum mengenai Perdditamm : Perkara Pidana pada
Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum Beiten Perikanan”,
kepaniteraan.mahkamahagung,go.id/statistik-perkagaiitml, (diunduh tanggal 30 Mei 2011, Pk.
18.00 WIB)

% Lihat UU RI No.45 Tahun 2009, Bab XIII Pasal Bhtag Pengadilan Perikanan
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8.  Bakorkamld®

Bakorkamla memiliki peran strategis dalam memesihzerbatasan maritim
Republik. Bakorkamla bertugas mengkoordinasikanypsunan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut semrgadti. Sedangkan fungsi

dari Bakorkamla:
. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidaargdman laut.

. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bid&agnanan laut yang
meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegdhanpenindakan
pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dgamanan aktivitas

masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairaariesia.

. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di lgyd&amanan laut secara

terpadu.

Kedaulatan govereignty dan hak berdaulas@vereignty right negara atas
laut merupakan hak negara untuk melakukan pengatupengawasan,
perlindungan, dan pengolahan atas laut guna meigideepentingan nasional di
laut. Oleh karena itu, agenda pengamanan laut belaryang komprehensif dan
terpadu merupakan suatu keharusan.

Dari penjelasan masing-masing instansi pada pafragbelumnya, dimana
kerjasama koordinasi yang paling sering dilakukdalah operasi pengawasan
laut guna menekan pelanggardi) Fishing sejak tahun 2002 hingga saat ini
dilakukan oleh beberapa instansi yang disebut dengtlah “Gelar Operasi
Bersama”, diantarany&’:

a) Patroli bersama dengan Badan Koordinasi Keamanaat l@ada
November 2009 di wilayah barat. Pada bulan Apnigga Mei 2009 dan
bulan Agustus hingga September 2009 di wilayahtimu

b) Operasi Jaring Natuna bersama Polair pada bulanemdb&r hingga
Desember 2009 di wilayah barat. Operasi ini didgkwheh Bareskrim,

** http://www.bakorkamla.go.id/bkkl/, (diunduh tang@gaMei 2011, Pk. 18.00 WIB)
% Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikirarenterian dan Kelauta®p.Cit, hal.
20-21
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Intel, Gegana, Polisi Udara, Polair, Identifikasipmlek, Pusdalapos,
Humas Polri, Polda Kepri dan Polda Kalbar. Kapahgyapengawas
Kementerian dan Kelautan yang dioperasikan teddiri KP Hiu 004, KP
Hiu 006, KP Hiu 009, KP Hiu 010. Hasil operasi &drst berhasil diperiksa
78 kapal ikan, 14 diantaranya diadhoc ke stasiumi&wak, 2 kapal ikan
dipulangkan dan 1 kapal ikan ditenggelamkan

Berikut adalah hasil operasi pengawasan bersant@aafiKementerian

Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Polain @akorkamla antara lain
.26

Tabel 3.2

Jumlah Kapal Yang Berhasil Diperiksa pada OperaapBwasan Bersama
Instansi Terkait Tahun 2005-2009

Kerjasama Jumlah Kapal yang Diperiksa
Operasional Tahun (Jumlah)
2004 2005 2006 2007 2008 2009

TNI AL 27 10 3 - 155 -
POLAIR 13 2 5 - - 79
BAKORKAMLA - - 6 12 30
Total 40 12 8 6 167 109

Mengingat luasnya perairan Indonesia sebagai negeasaulauan,

kompleksnya permasalahan terkait pengamanan asienahdalam domain laut,
penulis melihat kebijakan pemerintah sangat diparuperumusan kebijakan
baik dalam upaya pertahanan maupun pengelolaanyémg bersifat kedalam
dalam upaya menciptakan tatanan nasional yangdiersenyeluruh dalam upaya
penyelenggaraan kehidupan sosial dan budaya, kyakonomi, pertahanan dan
keamanan. Maupun keluar yang bersifat stabilitagrzakan Asia Tenggara
maupun posisi Indonesia secara strategis di arkawasan-kawasan penting

Indonesia, kedua sifat kebijakan tersebut demi gemian kepentingan nasional.

% Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikifratenterian dan Kelautaihid., hal.21
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Menurut penulis, kebijakan pengawasan keamanarbium bisa dinilai efektif
dan efisien. Dalam kasu8U Fishing di perairan yang berbatasan dengan negara
tetangga dinilai bermasalah. Kebijakannya antdaradeerlapingsehingga rawan
menimbulkan konflik karena masing-masing sektoragmmtiki kewenangan
utama. Tidak adanya strategi maritim. Dapat diakahwa respon Indonesia
tentang laut belum terstruktur dengan baik. Antestansi yang ada dalam hal
pengamanan wilayah perairan Indonesia masih meiagigankebijakan masing-
maing, sehingga terlihat pola sektoral yang meimkigpentingan masing-masing.
Menurut penulis, hingga saat ini Indonesia belummitiki Ocean Policyguna
tindakan tegas dan jelas, sehingga sering terjadiuiban aturan-aturan antar
instansi sesuai fungsi dan tugas yang dimiliki tama dalam kendala teknis di

lapangan.

Salah satu kebijakan umum pemerintah dalam hakdalah pembentukan
Bakorkamla berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 208%6béntukan Bakorkamla
merupakan pilihan kebijakan yang diambil Pemerintamtuk mewadahi
kebutuhan guna menjawab persoalan-persoalan péaaeltaut dan perairan,
dengan segala kompleksitasnya, baik menyangkut mdimaukum maupun
dimensi keamanan. Peran Bakorkamla lebih berBifaty the gap Bakorkamla
tidak mengambil alih tugas dari instansi pengaadadan pengamanan laut, akan
tetapi lebih kepada upaya mengisi kekosongan pesgam perairan dengan
mengkoordinasikan antar sektor keamanan laut. Koasd tersebut untuk
menghindari adanya operasi pengamanan laut di gasasing instansi,
terutama pada operasi di lapangan yang sering tskduai dengan yang
disepakati. Saat ini Bakorkamla menetapkan tigaasatugas (satgas), yang akan
bertugas mengawasi perairan laut nusantara di ahlagasing-masing meliputi
Indonesia bagian barat, tengah dan timur: satgasplangkalan di Batam dengan,
Satgas Il pangkalan Manado dan Satgas Il pangkstaoon.

Berbicara mengenai Strategi maritim Indonesia, d¢@ngaat ini hanya
sebatas strategi Angkatan Laut dalam upaya pengan@an penegakan hukum
di laut. Dari pertanyaan yang diajukan pada Babahwa perhatian pemerintah
Indonesia terhadap keamanan laut diwujudkan dengarpagai kebijakan

mengatasi pelanggaran wilayah kedaulatan dan pencsumber daya alam, akan
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tetapi sebagaGrand Strategykemaritiman belum terwujud, karena beberapa
faktor salah satunya masih kurangnya perhatian petalke dalam meningkatkan
pembangunan berbasis maritim. Strategi maritim yatigarapkan dapat
mengatasi masalah-masalah pelanggaran kedauataimapetbelum terealisasi.
Strategi maritim yang dimiliki saat ini lebih memgh kepada naval strategy
yang terkonsep ke dalam strategi angkatan laut Steategi Pertahanan Laut
Nasional (SPLN) yang dilanjutkan dengan StrategigP@anan Maritim Indonesia
(SPMI) belum ditetapkan secara normatif dari Degragn Pertahanan, karena
merupakan perwujudan strategi pertahanan negatautisecara substansial.
Sebagai salah satu negara berdaulat, tentunya ds@oharus memiliki strategi
besar yang dapat menjamin tercapainya segala kegant nasional guna
mewujudkan tujuan nasional menciptakan masyarakddan makmur. Strategi
besar inilah yang akan menjadi pedoman bagi selkamponen bangsa untuk
secara bersama-sama bekerja sesuai bidang daniakeammlasing-masing
mewujudkan cita-cita yang sudah disepakati olehgbanini. Keterpaduan
instrumen kekuatan nasional ini akan menciptakardisb yang menguntungkan
bagi pencapaian kepentingan nasional. Melihat warsejaralcontinental bila
penerapan pola karakter masyarakat dan pemerirasihrberpola daratan, maka
harapan memiliki sebuah strategi maritim akan nn@ngkauan yang masih

jauh.

Wilayah laut Indonesia mempunyai fungsi sebagai imedtegritas
wilayah, sarana penghubung, pelayaran, serta sukekayaan alam dengan nilai
ekonomi yang tinggi dan tantangan pertahanan keamaentunya Indonesia
harus memiliki strategi besar yang dapat menjam@ncapainya segala
kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan naki@teategi besar inilah
yang akan menjagiower bagi seluruh komponen bangsa yang saling bersinergi

sesaui tugas dan fungsi masing-masing.

Ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dg@glaramusan sebuah
strategi. Ragamnya berbagai factor yang mempengéouhulasi danoutcome

strategi nasionalStrategy making-processeatu negara berbeda dengan negara
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lain. Ada beberapa elemen yang mempengaruhi perilagmerintah dalam
bertindak menetapkasirategy diantaranya®’

1) Geography

Luas dan letak sebuah negara mempengaruhipodiy-makersbertindak
dalam menentukan strategi. Geografi memiliki pengafang besar terhadap nilai
atau tingkat ancaman dan penggunaan strategi, @eodapat mengubah
keputusan para pembuat kebijakan sewaktu-waktugdPeh geografi suatu
negara juga dapat berpengaruh buruk terhadap p@acapujuan strategis
nasional. Besarnya wilayah suatu negara merupalkanea yang utama dalam
situasi strategis. Contoh Israel, dengan luas waflayang tidak luas, berupaya
memperluas wilayah kekuasaannya melatdiensively oriented preemptive
strategy menuju imperatif, converselyDalam isu penulisan ini, bahwa posisi
strategis Indonesia dengan keberadaan laut yaiglleds dari daratan memiliki
peluang dalam pengelolaan dan pengendalian langdaememiliki alur-alur laut
sebagai penghubung antar pulau dan jalur lintasilka@ga domestik maupun
asing, menjadikan posisi laut Indonesia sangatipgr#ebagai salah satu jalur

pelayaran terpenting di dunia.

Dengan adanya luas wilayah kedaulatan kurang [&bipersen dari luas
total wilayah, Indonesia memiliki hak pengaturaengawasan, perlindungan dan
pengolahan atas laut untuk kepentingan nasionaln@@erubahan tatanan dunia
yang multipolar, berbagai tantanganpun muncul, gabakibatnya keadaan
tersebut rentan akan munculnya ancaman di berlbagak yang berasal dari laut.
Dengan begitu Indonesia dituntut untuk merumusketuskebijakan dan strategi

yang tepat sasaran.
2) History

Pengalaman sejarah sangat mempengaruhi pilinategt Periode sejarah
yang dimiliki sangat berpengaruh bagaimana negamagsa membuat suatu
strategi. Menurut sejarah, kerajaan-kerajaan nasanhampu mempersatukan

wilayah Indonesia. Berawal pada jaman kerjaan $yai merupakan negara

2" Williamson Murray, dkk.The Making of Strategy : Rules, states, and \@ambridge
University Press:USA, 1995), hal.7-20
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maritim terbesar dan kuat di Asia Tenggara. Pergaraskan alur laut nusantara
telah menjadi lintasan perdagangan dan pelayaram aegara saat itu, terutama
di Selat Malaka. Hingga sejarah kemaritiman padaamkerajaan Majapahit
dimana Gajah Mada berhasil mempersatukan nusanyaray berbentuk

kepulauan. Selain berita kerajaan maritim nusantardapat bukti peninggalan
sejarah yang terkait negara maritim, seperti bongkaperahu dengan teknik
pasak (tembuktu dan ikatan tali ijuk) ditemukasebuah kolam Bukit Seguntang

Sriwijaya Palembang, dan berbagai bukti sejaraimnia.
3) The Nature of Regime

Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat dan sp@perintahan dalam

menentukan strategi, termasuk di dalamnya tiga komep, yaitu :

. Religion, selain penyerangan secara rasional, agama erahikgi dengan

sikapgeopolitical goals.

. Ideological, dengan ideologi yang kuat, seorang pemimpin akasika®

mempertahankan ideologi negaranya dan bagaimangategrkekuasaanya.

. Cultural, negara yang mempertahankan kultur dan moral digndgfaih
menganggumkan dan kuat dibandingkan penggunaanateakuDengan
norma, strategi dapat dikendalikan dengan sesuatig \oersifat alami
dibandingkan dengan paksaan. Kultur juga akan ldaiam mempengaruhi

sikap seorang pemimpin dalam mengambil keputusan.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki sifat alami yamgengakui agama dan
keyakinan lain yang diakui (Islam, Katolik, Prass Hindu, Budha, dan
sebagainy&} dengan dasar filosofis Pancasila sebagai ided@laggsa Indonesia
untuk mengatur dan menata penyelenggaraan Negamaképentingan nasional.
Serta melaluiculture yang beraneka ragam, budaya melautpun atau bangsa
maritim telah ada sejak jaman kerajaan maritim niza. Namun, tiga
komponen tersebut belum dimanfaatkan secara opti@dlambat oleh faktor-
faktor kesadaran bangsa, masalah perundang-undaregggyun konflik lapangan.

. Economic Factors

28| jhat Pancasila Sila ke 1
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Dalam mewujudkan suatu strategi bergantung paddaen ekonomi negara
tersebut, untuk perumusan maupun pelaksanaan gstitgisebut pembiayaan
dibutuhkan guna kelancaran. Sebagai contoh, Ametémgan tingkat ekonomi
yang tnggi dapat membuat teknologi modern guna iigdaa mobilitas penguatan

peran persenjataan militer.

Penulisan ini, mengenai Indonesia, modal yang lbarseesuai dengan kebutuhan
bagi tiap unsur-unsur kekuatan nasional sangatridksn guna efektifitas

kepentingan bangsa.
. The organization of government and military ingtdn

Antara lembaga pemerintahan dan militer memilikirgmnya masing-
masing, akan tetapi dukungan penuh keduanya dapatujudkan perumusan
strategi dan adaptasi atas keadaan yang berlangBoiteg pemerintahan dalam
kemampuardecision-makerguna menganalisa dan menginterpretaseearnal
environmentLembaga negara, badan negara berfungsi sebaganratgs isu-isu
yang berkembang sesuald yang akan menjadi pertimbangan pemimpin negara
dalam mengambil keputusan. Sedangkan militer, niankbhrakter yang luas

selain sebagai garda pertahanan, serta pendukunugifiter.

Permasalahan yang kompleks dan multi sektorainenekan adanya
kerjasama yang terintegrasi dan komitmen yang tiri§ghingga pengelolaan dan
pengawasan laut, khususnya isu-isu pelanggaranuletda dapat terwujud.
AdapunGrand Strategyang dimiliki saat ini masih terbatas di tingkakteeal.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengdamgengelola sumber
daya kelautan dan perikanan dengan prinsip pembangkelautan dan perikanan
secara utuh menetapkadhe Blue Revolution Policies”Dengan visi, misi,

sasaran strategis, kebijakan, strategi, dan progragram kegiatan.

B. Kerjasama Perikanan Internasional.

Guna mengatasi aktifitag&)U Fishing yang tidak hanya merupakan isu
ekonomi saja, akan tetapi sebagansnational crime. I[UU Fishingelah menjadi

ancaman global dan memperburuk hubungan negaraanggag terlibat dengan
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aktifitas tersebut. Komitmen yang dilakukan umumrikarena kedua negara
memiliki tujuan yang sama guna meningkatkan hubongealalui dialog maupun

operasi keamanan laut bersaiantaranya :
1) Indonesia dan Australia

Hubungan kerjasama kedua negara tersebut sudandmring lama. Terkait
dengan penanggulangddU Fishing, kedua belah pihak menyatakan komitmen
masing-masing untuk secara intensif melakukan pgaraan kapal dan nelayan
yang terindikasi melakukan kegiatdlegal fishing di perbatasan kedua negara
selama bertahun-tahun, dengan melalui Indonesiatrdlia Fisheries
Sirveillance Forum (IAFSF), diantaranya :Coordinated patrolspentingnya
patroli terkoordinasi antara Kementerian Kelautaan dPerikanan dengan
Australia Border Protection Commarmtt perairan perbatasan ZEE kedua negara,
pertukaran data dan informasi pengawaskeghnical Assistancépemerintah
Australia menyediakan bantuan expertise dalam g&atan kemampuan kru
kapal pengawas, berupa pelatihan kemampuan peraguagangoperasian,
bantuan peralatan, uji coba dan latihan komunik&s)t Visit (masing-masing
negara saling mengunjungi dalam rangka latihanpgstukaran informasighort
Course(peningkatan kapasitas sumber daya mandsia).

Sedangkan mengenai penyelesaian sengketa Indat@siautralia dalam
wilayah Karang Ashmore, sebagaimana yang disepdkim MoU Box, kedua
pihak membahas beberapa hal, seperti pentingiyiesurveydan riset komoditas
perikanan di wilayah MoU Box, konservasi di wilay&loU Box terkait dengan
cara penangkapan nelayan tradisional untuk spesigsng, serta implementasi

alternative livelihood.

2) Regional initiative

Merupakan solusi bersama negara-negara Asia Temg@al ini perlu
dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan taktifierikanan. Tanggung

jawab bersama ini berupaya mengedepankan tanggawgbj menagemen

? Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Periki{ratenterian dan Kelauta®p.Cit., hal
43-44
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kapasitas perikanan dan melawaiy Fishing. Kerjasama tersebut terdiri dari 9
negara anggota kawasan Asia Tenggara, yakni : &slanMalaysia, Brunei
Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapdian Timur Leste, ditambah
Australia dan New Zealand.. Tujuan dari kerjasamaadalah untuk mengatasi
IUU Fishing di kawasan regional (Laut Cina Selatan, Laut SullaBesi dan
Laut Arafura).

Negara-negara tersebut membentuk suatu kesepakayang
diformulasikan ke dalamRegional Plan of Actioh(RPOA) pada tahun 2001
yang merupakan forum kerjasama regional pertam@dudia yang berisi butir-
butir kesepakatan negara anggota dalam mewujudkgiitas perikanan yang
bertanggung jawab dalam upaya mempromosikan kemgsi@nggung jawab
perikanan dalam melawan aktifitddU Fishing di kawasan. Kerjasama tingkat
menteri bidang perikanan tersebut diselenggarakasa pMei 2007 di Bali,
Indonesid’. RPOA fokus pada upaya nasional dan alat yang mekinkan
untuk mengatasi aktifitasUU fishing, dengan menunjuk negara-negaflag
States negara pantai, dan negara yang memiliki pelabulNegara-negara
memiliki perbedaan dalam memainkan peranannya, teasebut karena
ketidakmampuan dan ketidakinginflag statesbertanggung jawab atas operasi
kapal berbendera negara bersangkutan, situasi misarpelabuhan dimana
terlihat lebih efektif dibandingkan menghentikantiftias IUU fishing. Hal
terakhir yang perlu diperhatikan adalah pengembasganber daya manusia dan
memperkuat institusi yang efektif dalam upaya pemgbaan dan implementasi
efektifitas program mengatasuU fishing Kenyataanya level sumber daya
manusia tersebut masih adanya keragu-raguan atapaty tindih dalam

kerjasama responsif antar institusi domestik maupgional.

Dalam seminar Food and Agriculture Organizatiomymapulkan bahwa
menanganilUU Fishing tidak menghambat dan justru tindakan penanganan
tersebut dapat mengedepankan peningkatan perikdintingkat pemerintahan

untuk lebih fokusRegional cooperatioomerupakan prioritas bagi pengendalian

% Food and Agriculture Organization Of The UnitBitions Regional Office For Asia And The
Pacific (paperdisampaikan dalam APFIC Regional Consultativerkshop Managing Fishing
Capacity and IUU fishing in the Asian Regid®@angkok, Phuket, Thailand, 13-15 June 2007),
hal.4
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IUU Fishing dan peran negara semegional cooperatiorsebagaitools untuk
mengatasilUU Fishing yang harus segera dibangun. Lebih lanfggional
cooperation mengakui bahwa : (1JUU Fishing merugikan sumber daya
perikanan negara secara signifikan, melemahkarsiposgara berkembang atas
ekploitasi yang berlebih, dan perusakan managenegikgman dalam jangka
waktu yang lama; (2) Yang dibutuhkan untuk menceglglan pendapatan dari
IUU Fishing tersebut adalah melalui pemblokiran pelabuhan mraupenekan
akses pasar, hal tersebut dapat dilakukan olehkypedaktor perikanan dan
makanan; (3) Dalam diskusi bahwa isu perikanan eesmdgUU Fishing adalah
iIsu lama di Asia, prioritasnya adalah kesepakatdaranegara anggota kawasan
agar dapat menyetujui untuk menghasilkan regulaskanan dan kebijakan atas
pelanggaran yang terjadi; (4) Pertemuan terselgat jnembahas banyaknyduU
Fishing di lepas pantai yang dilakukan oleh kapal asifigg$s of conveniente
dimana negara peserta menyetujui balid fishing tidak hanya terjadi di laut
lepas, akan tetapi juga di wilayah perairan teatonegara anggota, baik
dilakukan oleh nelayan lokal maupun asihg.

Secara garis besar RPOA berfungsi sebagai kergasgamam upaya
mengatasi permasalahan aktifitas perikanan termasekyelesaikan masalah
IUU Fishing di kawasan, diantaranyz :

1. Aktifitas perikanan dinilai penting karena berkaitdenganfood security
dan economy wellbeingdi kawasan. Dengan adanya eksploitasi yang
berlebih dan aktifitasillegal fishing memperburuk nilai stok industri
perikanan. Untuk alasan inilah, sumber daya peakamarus di kelola dan

dikendalikan.

2. Regional cooperationmerupakan kerjasama dalam jangka waktu lama
dalam upaya melindungi sumber daya kelautan dagkdimgan kelautan.
Sumber penipisan sumber daya perikanan dapat diaegélui di tingkat
nasional dengan membawa isu tersebut ke forum kawastuk dilakukan

pengelolaan bersama, khususnya di wilayah yangasdmygantung pada

31 paperdisampaikan dalam APFIC Regional Consultative WwksManaging Fishing Capacity
and 1UU Fishing in the Asian Region : Thailand 18Jline 2007Qp.Cit.,hal,15

%2 Regional Plan of Action (RPOAD Promote Responsible Fishing Practices including
Combating IUU Fishing in the Region
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ekosistem laut, di antara perbatasan maritim, ddoutkihan akan stok ikan

yang tinggi.

Tujuan RPOA vyaitu : Pertama, memperluas dan mekopersemua
tingkat managemen perikanan di kawasan, dalam upeyepang sumber daya
perikanan dan lingkungan laut, serta mengoptimalksmnefitas aktifitas
perikanan. Upaya-upaya tesebut berupa konserfasibesu daya perikanan,
mengelola managemen kapasitas perikanan, serta atashgmasalahlUU
Fishing,terutama di wilayah Laut Cina Selatan, Sulu Sulawas Laut Arafura.
Kedua, RPOA merupakan instrumen sukarela dan memiiinsip-prinsip yang
disepakati negara anggota, termasuk mematuhi 198@ed Nations Convention
on the Law of the Sea’ (UNCLOS), dengan bagian kboga pada Articles 61
hingga 64, 116-119 dan 123, th&nited Nations Fish Stocks Agreenient
(UNFSA), the Food and Agriculture OrganizationFAO) ‘Compliance
Agreement’and the FAO Code of Conduct for Responsible FisheridePOA
konsisten terhadap perjanjian-perjanjian, serta gaem kembali perjanjian-
perjanjian internasional tersebut dengan memilikigpam yang relevan dalam
mengatur managemen sumber daya kehidupan kelaitawasart:

Salah satu upaya FAO dalam konteks pencapaiamartujni adalah
diterbitkannya Code of Conduct for Responsible &iiids (CCRF). Norma atau
tingkah laku ini bersifat sukarela, namun beberbpgian dari isinya disusun
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat da@GiOS 1982. Instrumen
ini sebagai upaya inisiatif karena sulithnya negaggara perikanan dunia untuk
dapat mengikatkan diri kepada konvensi-konvensiikpean yang sifatnya
mengikat. Konvensi-konvensi mengenai pengelolaaikgean yang telah ada,
mensyaratkan penerimaan secara penuh terhadapurkesel pasal yang ada
dalam konvensi tersebut. Melalui CCRF diharapkamadén banyak negara
perikanan dunia yang mau memperbaiki pelaksanaagepdaan sumber daya
perikanannya sesuai dengan kemampuan, kebutuhankeiaginan negara
masing-masing tanpa harus merasa terikat untuk ateemjan ketentuan yang

dirasa memberatkan.

* Paperdisampaikan dalam APFIC Regional Consultative WoksManaging fishing capacity
and IUU fishing in the Asian region : Thailand 13-lune 2007Qp.Cit.,hal,37
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Indonesia berupaya untuk menanggulangi aktifitds Fishing khususnya
di ZEE Indonesia dengan mengadopsi CCRF yang dsagaula saat Konferensi
FAO 31 Oktober 1995. CCRF dapat dijadikan panduartipg bagi implementasi
responsible fisheriepada level lokal dan nasional. Adopsi CCRF bagjana-
negara berkembang termasuk Indonesia tidak dengdamdilakukan mengingat
ada hal-hal yang perlu diterapkan agar implemer@&3RF dapat dilaksanakan
dengan baik yang sesuai dengan tujuan, termasukntgnpengawasan dan
kendala-kendala pelaksanaan CCRF dalam menangguldsl|g Fishing,
termasuk ketegasan hukum yang berlaku di Indon&A® mengembangkan
Rencana Aksi untuk Mencegabeter Eliminate lUU dan Perikanan (IPOA-IQU
untuk menangani masalah ilROA-IUU menawarkan ekstensif alat pengawasan
perikanan, pengetahuan dan teknologi yang ditujukagi Negara-negara
berkembang di Asia Tenggara.

Pola hubungan antar bangsa, cenderung bergesearde semakin
mendominasinya kepentingan ekonomi dibandingkareikipgan lainnya yang
menuntut terwujudnya stabilitas kawasan guna meamgnkepentingan ekonomi
tersebut. Sehingga munculnya ancaman keamananbgsgdat non-tradisional
yang dilakukan oleh aktor non-negara sebagai akibskalasi tertentu.
Menyebabkan sulitnya Indonesia mengatasi isu tatsé@lolanya proses mengenai
penerimaan keamanan baru sebagai proses sekiriyigag juga menempatkan
pertimbangan individu sebagai acuan strategi keamararitime Indonesia.

Perdebatan pandangan mengdngh seasdanthe rightsdanobligations
pemerintah dan hukum kelautan. Pada dasarnya bedanadiskusi mengenai
Mare Liberum(laut terbuka/prinsip kebebasan melakukan kegididaut lepas)
dan Mare Clausum(laut tertutup/hak Negara pantai terhadap wilagahairan
yuridiksinya dan mengelola sumber daya lautnya. iNanpersepsikeduanya
berakhir dengan berkembangnya aturan mengenai-batas laut seperti : laut
territorial, prinsip kebebasan berlayar di lautagpkedaulatan Negara pantai atas
wilayah perairannya, hingga bermuara pada ratifik$CLOS 1982 mengenai
berbagai aturan dalam hal penggunaan laut. Halealikian mempengaruhi
politik, social, dan ekonomi, termasuk dekolonisapenambahan wilayah

perairan leh Negara pantai, meningkatkan persaingamber daya laut,
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pertumbuhan jalur laut dan meningkatnyansa-traditional securitysudah sejak

lama menjadi permasalahan. Pada akhirnya Negargakenhak suatu negara
untuk menguasai laut yang berbatasan dengan pgataejauh yang dapat
dijangkau oleh militer dan adanya laut bebas. Di permasalahannya dalam
menghadapi isu tersebut adalah bagaimana actormjasgkuritisasi isu tersebut
berhasil mengatasinya dengan konteks keamanarseeeupertahanafi.

Adanya jalur-jalur laut dunia yang berada di penmair Indonesia,
menimbulkan kosekuensi untuk lebih memperhatikapelaspengawasan dan
pengamanan, utamanya terhadap kemungkinan infiltl@s subversi termasuk
didalamnya jaminan keamanan terhadap pengelolaanbesdaya laut di
sepanjang dan di sekitar ALKI. terutama dalam dikanperbatasan laut dengan
negara tetangga yang masih menjadi perdebatan elmanfaatan sumberdaya
laut merupakan pemicu konflik potensial antar bangang setiap saat dapat
meningkat eskalasinya.

Untuk mencegah dampak yang lebih luas dan mesigatecaman yang
mungkin timbul, diperlukan kehadiran kekuatan reilitSaat ini ancaman yang
dihadapi bangsa Indonesia lebih besar kemungkirsanygng berasal dari
ancaman non - tradisonal, baik yang bersifat limagara maupun yang timbul
didalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan stratgmartahanan Indonesia untuk
menghadapi dan mengatasi ancaman non - tradisioaalpakan prioritas dan
mendesak. Hal ini sejalan dengan amanat UU NoalBdnt 2004 mengenai tugas
TNI. Dalam melaksanakan OMSP, TNI tidak akan merghaiih peran instansi
pemerintah yang lain dan tidak selalu berperanraetaggal. Pada keadaan
tertentu, TNl melaksanakan OMSP bersama sama deingtansi fungsional
dalam suatu keterpaduan usaha yang sinergis. Sbenaik ancaman, OMSP
dilaksanakan TNI dengan memprioritaskan tindakaavemtif dibandingkan
dengan tindakan refresif. Keberhasilan tindakanvemwgf akan mampu
menghindari jatuhnya korban dampak negatif yandnlbbsar.

Indonesia sebagai negara kawasan yang memilildyatl perairan paling
luas diantara negara-negara anggota kawasan lainmgmiliki tugas dan
tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasitaktiyiang berkaitan dengan

% Endang Purwaningsih, “Penambangan di Dasar SanDalean: Satu Kontroversi yang
Menghambat Konvensi Hukum Laut 1982, hal 49-55,
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perairan. Dengan luasnya perairan dan kekayaan esurdhya laut yang
melimpah, diperlukan adanya penanganan yang sédak hanya peran dari
pemerintah, akan tetapi juga peran masyarakat.

Dalam mengatasilUU Fishing secara global Indonesia secara
komprehensif melakukan berbagai upaya bersama.augalam mengamankan
laut Indonesia ini terkendala pada banyaknya osgasnpemerintah yang bertugas
dan berwenang di laut sehingga diperlukan penghkoasthn dan garis batas
kewenangan yang jelas antara institusi di lautuldthl ini merupakan salah satu
kunci dari kelancaran atau suksesnya operasi peangamiaut. Dalam wawancara
dengan narasumber dari Bakorkamla diungkap bahwarBamla sebagai badan
yang bertugas mengkoordinasikan instansi keamamanm (Kamla) dalam
melakukan sebuah kegiatan operasi Kamla akan nmemgdiambatan dalam
menjalankan perannya dikarenakan penanganan rhakelEmanan perairan
(laut) di Indonesia melibatkan banyak institusngien masing-masing membawa
persepsinya sendiri mengenai cara penanganan iaska penggunaan
infrastruktur. Masalah pengkoordinasian umumnyana#lgpengaruhi oleh dua
aspek yang dominan, yaitu: aspek institusional dapek keterbatasan dan
ketidaksiapan dalam kemampuan maupun infrastrukfi@sadaran mengenai
tumpang tindihnya wewenang penegakan hukum di lsudah disadari
pemerintah sejak dikeluarkannya Perpres No. 81ntaP@05 tentang Badan
Koordinasi Keamanan Laut. Melalui keputusan tesmseliharapkan instansi-
instansi yang selama ini terlibat dalam penegakakumm di laut dapat
dikoordinasi dengan baik baik operasi maupun pemsEn pengembangannya
oleh Bakorkamla. Namun, sifat koordinasi yang dkniBakorkamla hanya
sebagai pendukung dan mengkoordinir, statusnyeh leéndah dibandingkan
instansi lainnya sebagai penegak hukum. Ketiada&aorh di laut yang jelas dan
tepat, sehingga dalam pembentuk@oast Guardyang diharapkan mampu
menjaga perairan Indonesia dari segala bentuk aarcéxaik militer maupun non-

militer di masa damai atau perang belum terwujud.

UNIVERSITASINDONESIA
Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



98

I11.2 Doktrin Eka Sasana Jaya®

Konsepsi geostrategis dan geografi Indonesia sebagara kepulaun
terbesar di dunia dengan beberapa konsekuensidaikomi, politik, hukum,
militer, dan fisik yang harus dilindungi menuntwiasu pengembangan kekuatan
laut yang mampu memanfaatkan dan mengeksploifasilsut. Adanya berbagai
pandangan mengenai laut, sehingga mempengarullpenegara untuk terus
mengembangkan keputusan dalam mengendallikan isig yauncul yang
mengarah pada konflik terbuka. Perumusan kebijagartahanan, maupun
kepentingan nasional yang harus dilindungi, terat&espentingan nasional di dan
lewat laut yaitu: keamanan di perairan wilayah gdiksi Indonesia; keamanan
alur-alur komersil internasional; keamanan sumbdamadi laut; perlindungan
ekosistem atau lingkungan laut; stabilitas kawastaategis yang berbatasan
dengan negara tetangga; keamanan ZEE Indonesigetamgkatan kemampuan

industri untuk mendukung pertahanan negara di laut.

Ancaman utama keamanan laut yang dihadapi Indorsssat ini lebih
banyak kepada masalah pengelolaan sumber day#nthariesia. Hal ini rawan
terhadap ancaman kegiatan-kegiatan yang ilegatupem, penyalahgunaan izin,
dan sebagainya. Kedua adalah pencemaran. Kita uiebaihwa Indonesia ini
merupakan jalur laut antara Eropa, Asia Barat, ldtaruke Asia Timur, negara-
negara industri dari selatan, Australia ke Jepamag debagainya. Namun,
kurangnya peralatamnvarning keadaan bahaya di laut, untuk dapat menjaga
keselamatan pelayaran. Jadi ancamannya adalamaaalah pengelolaan sumber
daya, yang kedua adalah lingkungan hidup, yangg&etidalah keselamatan

navigasi dan pelayaran.

Dengan adanya peran penting pertahanan di lagit ieéayah perairan
yuridiksi Indonesia, di bidang militer melalui TNAngkatan Laut sebagai
pertahanan militer matra laut memiliki peran pemtiguna penangkalan dan
pertahanan negara dari berbagai ancaman keamamamtaa di laut. Untuk
itulah, guna meningkatkan kapabilitas fungsi dagasu TNI Angkatan Laut

Indonesia saat perang dan damai, maka dibentuld&trid Eka Sasana Jaya.

% Doktrin TNI AL Eka Sasana Jay@p.Cit
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Definisi yang dijelaskan dalam Doktrin Eka Sasdaga, bahwa doktrin
adalah “suatu ajaran”. Sedangkan definisi umum DoRdiliter adalah “prinsip-
prinsip dasar yang digunakan oleh militer sebagadoman untuk bertindak
dalam mencapai tujuan. Doktrin bukan seperangkatraataturan yang
penerapannya tanpa memerlukan pemikiran, melaink@rupakan suatu
kerangka kerja untuk memahami hakekat konflik bgeda dan penggunaan
kekuatan militer. Eka Sasana Jaya yang berartkgm@dalah satu ajaran yang
akan menuntut ke arah keunggulan Angkatan Lautshmnsakarang maupun masa
yang akan datang dengan satu keyakinan yang utahbdit, bahwa bangsa
Indonesia akan menjadi besar dan kuat serta diseljaiunia apabila bangsa
Indonesia memiliki kekuatan dan kemampuan maritangykuat serta Angkatan

Laut yang dapat diandalkan.

Doktrin memiliki arti sangat penting, karena penmaha terhadap doktrin
dapat membantu memperjelas pemikiran untuk kmerkatusara bertindak pada
situasi kekacauan yang disebabkan oleh krisis p¢aang. Doktrin memberikan
bimbingan dan latihan konsistensi bersikap dan dyéghu, kebersamaan dan
saling mempercayai, untuk menghasilkan suatu tiawdaolektif yang wajar dan
benar. Di samping itu, doktrin dapat mengarahkgamisasi atau komando untuk

menjamin keterpaduan pencapaian sasaran.

Sejarah Doktrin Eka Sasana Jaya telah menggariskalasan sejarah dari
peran Angkatan Laut di dunia, hal mana merupak&tafdari sejarah bahwa
kebesaran suatu bangsa atau negara maritim saitgatuklan oleh kekuatan
lautnya, berupa kekuatan armada niaganya yang mdmagdayar mengarungi
samudera untuk melakukan perdagangan. Untuk memj&@selamatan dari
armada niaga, maka dibentuklah suatu kekuatan arntz&tsenjata yaitu
Angkatan Laut. Berdasarkan fakta sejarah tersebaka kehadiran angkatan laut
untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudahrupa&an suatu

conditiosine quanan

Doktrin formal TNI Angkatan Laut dimulai dengarremikannya Doktrin
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) Eka Sasad@ya berdasarkan
Keputusan Menteri atau Panglima ALRI Nomor : 50Qfatla tanggal 17 Agustus
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1965, dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pauant1965 itu juga. Esensi
dari Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya adalah semanggtigngan Angkatan Laut
pada waktu itu, setelah keberhasilan perjuangagdaagalam membebaskan Irian
Jaya dilanjutkan masuk dalam kancah konfrontasgaerMalaysia. Oleh karena
itu nuansa Doktrin ALRI Eka Sasana Jaya tahun 1@@falah nuansa
membangkitkan semangat perjuangan. Eka Sasanatdaya 1965 itu juga
dimaksudkan sebagai Doktrin Keamanan Revolusi ledian sebagai Doktrin

Kekaryaan ALRI, dan sebagai Doktrin Bahari Indoaesi

Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya merupdkadasan bagi
pelaksanaan tugas Angkatan Laut yang berdasarki#ahmnya dipakai sebagai
penuntun ke arah keunggulan Angkatan Laut di medaang. Selain itu, doktrin
ini memberi inspirasi yangvisionary mengenai perlunya kekuatan dan
kemampuan maritim serta Angkatan Laut yang kuatkuntenjadikan Indonesia

sebagai bangsa yang besar, kuat..

Doktrin (IndonesiaViaritime strategy yang dituangkan dalam Doktrin Eka
sasana Jaya at&ea Powenya Indonesia, di mana di dalamnya termasuk TNI
Angkatan Laut melaksanakanternational rolenya. Dari Grand Strategyatau
Maritime Strategyterdapat suatu jarak konsep dan kebijakan dalama po
pertahanan maritim Indonesia, bahwa kita tidak nikmmaritime strategy
namun langsung dituangkan ke dalam Doktrin TNl AaSasana Jaya.

Menurut penulis, dengan melihat Kebijakan Nasiat@éam strategi maritim
Indonesia belum sepenuhnya bisa menjawab atau b@k@gn bagaimana pola
strategi maritim Indonesia. Indonesia menghadapnidean hukum légal
constrain) pada institusi institusi yang ada, seperti TNI Raign Laut, Polri,
Bakorkamla ataupufoast Guardyang dalam perencanaan, apabila dihadapkan
padatransnational crime Persoalannya kemudian adalah bahwa sampai saat in
Indonesia belum memiliki suatu undang-undang ddmjdean yang mengatur
tentang kerangka keamanan nasional. Artinya, Imnslandelum memiliki
kebijakan keamanan nasional yang komprehensif pargjfat multi-dimensional.
Selama ini problematika (pertahanan) keamanan masibspons dengan
pendekatan tradisional, dengan pelibatan aktor k@am TNI dan Polri. Dengan
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demikian, ketiadaan kerangka keamanan nasionahénefleksikan keterbatasan
suatu visi strategis dan tujuan strategis yang akna sebagai syarat untuk
mengimplementasikan visi negara dan pemerintahadonksia secara
keseluruhan. Isu non tradisional keamanan maritimsiin diatasi sesuai

wewenang masing-masing instansi sehingga terjadimggang tindih peran.

Pada lingkup TNI Angkatan Laut telah tertulis SPidupun SPMI. Hal ini
mengalami kendala politis dikarenakan belum ada ittoem politik tingkat
nasional bahwa sistem pertahanan belum dijadikgonkan pokok. Oleh
karenanyaCentre of Gravitydari kebijakan pertahanan nasional belum bisa
dikatakan berpusat pada kerangka maritim. Secarsggdual bahwa membangun
sistem pertahanan maritim dilakukan dengan memessgek aspekommand of

the sea, sea control sea deni@l,OCdan power projection of shore.

Dalam penyusunan suatu konsep strategi maritimraeg@napun tidak
ada yang sama, karena instrumen-instrumen yangliklnga berbeda dan
disesuaikan dengan kondisi dan situasi geografika sgistim politik negara
tersebut. Indonesia, yang memiliki kekhususan rtelise ditinjau dari segi
geografi, hal tersebut dikarenakan luas wilayah pasisi strategis Indonesia.
Pada pola keatas peran universal TNI Angkatan kabarusnya sudah sangat
pertahanan yang menjadi garda depan sebagai negaitan. Dalam hal ini TNI
Angkatan Laut berjalan pada dua strategi dasau yRéingendalian Maritim dan
Proyeksi kekuatan, dan ini pula bisa dijadikan kaju pada pertahanan maritim.
Kajian terhadap Doktrin Eka sasana Jaya sangatarelkarena penerapan dari

doktrin ini mampu untuk menemukan pola pertahanantivh Indonesia.

Adanya gap kebijakan yang luar biasa jaraknya amtational interest
dengan kebijakan pendukung sampai pada tatarategtraaritim, hal tersebut
mengakibatkan belum ada komitmen kerangka kebijakant di Indonesia.
pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspeklastrategis yang mampu
mengikat dan memayungi instrumen ekonomi maritiepesti sektor perikanan,
pertambangan dan energi lepas pantai, pariwisdtarbaransportasi laut dan
pelabuhan, serta sumber daya manusia di sektotimnalielima sektor ini belum
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berjalan baik oleh sebuah kebijakan maritim yampgaeu, lintas sektoral, saling
menunjang, serta didukung oleh sektor modal yamgiliek pada pengembangan
maritim. Kebijakan laut Indonesia tidak dapat tguwdu karena unsur-unsur
pendukung seperti : visi, misi bangsa yang belummatai sehingga komponen-
komponen (pembangunan ekonomi yang memprioritaskatautan serta
peningkatan peran dan fungsi, sarana operasi, sualga manusia pertahanan di
laut) belum maksimal, belum optimalnya hukum yaetpg dan tegas yang
mengatur aktifitas kelautan maupun pertahanan keliagai kerangka prioritas
mengarah kepada negara maritim, akan tetapi selmmgmra kepulauan yang
berorientasi pada permasalahamontinental, sehingga potensi laut tidak
dimanfaatkan dan diatur dengan tepat, walaupunhsbhdayak Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengarapgag laut baik dari aspek
kesejahteraan maupun keamanan. Ada beberapa Negang sudah
mengimplementasikan kebijakan laut negaranya, alianya:Ocean Act2000
milik Amerika SerikatOcean Actl996 milik Kanada.
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BAB IV

POSTUR, KEWENANGAN, DAN KEMAMPUAN TNI ANGKATAN LAUT
INDONESIA

Dalam BAB IV ini, penulis akan memaparkan menggo&mnbangunan
kekuatan postur TNI Angkatan Laut mencakup keweaantingkat kemampuan,
kekuatan dan pola gelar kekuatan pada hakikatnyaiediasikan kepada
pencapaian tugas-tugas TNI Angkatan Laut dalamkaangenunjang kepentingan
nasional. Tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam perm@an dan pengendalian
laut agar bebas dari ancaman kekerasan, ancamagasiavancaman dari
perusakan dan pencurian, pencemaran ekosistem d$auta ancaman dari
pelanggaran hukum di laut yang merupakan permeaealaln tingkat nasional
maupu internsional. Karena permasalahan laut tetsebalah permasalahan
bersama, maka TNI Angkatan Laut tidak hanya beskindecara personil,
infrastruktur, tetapi juga mengandalkan seluruh &eypuan yang dimiliki. Hal
tersebut sebagai implemenasi tanggung jawab TNikatag Laut di matra laut
selaku penegak hukum dan menindaklanjuti permasaléut secara tegas dan

tepat sesuai dengan Undang-Undang.

V.l Postur TNI Angkatan Laut

Stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara berhiatap terhadap
terciptanya keamanan perairan Indonesia. Sebagai pkngaman kepentingan
nasional di laut. Kekuatan maritim Indonesia tengaéngalami kemunduran
sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di mada tan di masa kini.
Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamasa depan kekuatan
tersebut apabila Indonesia ingin tetap dianggajs ekskawasan. Apabila tidak
ada langkah signifikan, kekuatan maritim Indonesgpat atau lambat akan
“‘punah”. Dalam rencana pembangunan jangka panjahd, Angkatan Laut
mempersiapkan postur TNI Angkatan Laut mencapau&in pokok minimum
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atauMinimum Essential Force (MEF). Sebagai negara kepulauan dan memiliki
lautan yang cukup luas, minimal postur MEF harugeeuhi. Dengan demikian,

TNI Angkatan Laut mampu menjamin pertahanan di lsangerairan Indonesia.

Penyususnan postur kekuatan TNI Angkatan Laut,isuterupakan suatu
keharusan yang realistis untuk mampu menjawab s@®umasalahan aspek laut
yang akan kita hadapi dewasa ini, baik pada masaidmaupun krisis. Postur
kekuatan tersebut pada hakekatnya merupakan astaléri tingkat kemampuan,
struktur kekuatan dan pola gelar kekuatan, yangetitasikan kepada pencapaian
tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam menunjang képgan nasional secara

menyeluruh.

Pentingnya membentuk Angkatan Laut yang besada&®ar konsep dasar
yang lazim digunakan, pembangunan kekuatan Angkiasam diarahkan untuk
mewujudkan empat elemen dasar yakni Struktur Kekuédrce structure) yang
sebanding dengan rasio luas peraiaran nasional i@kat Teknologi(state of
modernisation) yang mempunyai keunggulan komparatif atau minisenbang
dengan Angkatan Laut negara lain.Selain itu, dieaahpula untuk mewujudkan
Tingkat Kesiapan Tinggi réadness) dalam bentuk kapabilitas tempur dan
dukungan untuk meningkatkan kesiapan kualitas Batuaperasional
(suistanability) berupa kemampuan pangkalan dalam melaksanakamgaik.
Semua dilaksanakan dengan mempertimbangkan strggery dipilih dalam
menghadapi prediksi ancaman aspek laut dan kemampemerintah dalam

menyediakan alokasi anggaran

V.2 Kewenangan TNI Angkatan L aut

Kepentingan yang sama terhadap jaminan keamanpergiran kawasan
dari berbagai potensi ancaman yang terjadi darkibatamengganggu stabilitas
keamanan maupun kepentingan ekonomi negara. Nasmikidn permasalahan
perbatasan datransnational crime serta pelanggaran hukum di laut, masih
memerlukan prioritas dalam penanganannya, terutdak@m upaya menindak
berbagai pelanggaran hukum di laut dan aksi-akeresan di laut.
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Dinamika lingkungan strategis yang terjadi akan memnkan konsekuensi
pada tantangan tugas ke depan, untuk itu perluisilgasi dan direspon secara
professional dan proporsional oleh TNI AngkatarutLeSalah satunya adalah
dengan membuat perencanaan strategis pembangumamkean dan kekuatan
TNI Angkatan Laut yang berkesinambungan mencagaid@n pokok minimum
atau minimum essential force dengan tetap memperhatikan kebijakan tripilar
pembinaan TNI Angkatan Laut. Pembangunan kekuaarkdmampuan alutsista
diharapkan dapat memberikan dampdgterrence dan mampu meminimalisir

setiap pelanggaran wilayah yang masih terjadi tiyah yurisdiksi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang TNI tahun 2004, tugaskpdiNl Angkatan

Laut adalah™:
a.melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang peniaina

b.menegakkan hukum dan menajga keamanan di wildaaih yurisdiksi
nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasionahuwam internasional

yang telah diratifikasi;

c.melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalangka mendukung

kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan opgfmerintah;

d.melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan darepdramngan kekuatan

matra laut; serta
e.melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Sebagai institusi guna menjaga stabilitas keamanatra laut nasional

diperlukan unsur pelaksana, berdasarkan Doktri%#sana Jaya, terdapat :

Fungsi TNI Angkatan Laut

1. Pengendalian Laut

! Lihat UU RI Tahun 2004, pasal 9 tentang Tugas TRgkatan Lati
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Pada dasarnya pengendalian laut bertujuan untukamen kepentingan
nasional di dan lewat laut, dan bertujuan agar mangecara optimal
memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untulpéwtingan bangsa sendiri,
serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatarbahgsa lain yang

dapat merugikan kepentingan sendiri.
2. Proyeksi Kekuatan, terbagi ke dalam :

a. Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengamdiut. Adalah penggunaan
dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan Marinir untulemmastikan pengendalian

dan terpeliharanya keamanan di laut dan daeraimgdatnnya.

b. Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekudarat dan udara.
Spektrum yang lebih luas ini meliputi operasi amfgenggunaan pesawat angkut
udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaraaral, dlalam mendukung

kampanye udara dan darat.

Adapun Peran TNI Angkatan Laut

1. Peran Militer (Military/Defence)

Peran Militer TNI AL dilaksanakan dalam rangka mgaiékan kedaulatan
negara di laut dengan cara pertahanan negara danglaalan; menyiapkan
kekuatan untuk persiapan perang, menangkal satiggnaan militer melalui laut,
menjaga stabilitas kawasan maritim, melindungi daenjaga perbatasan laut
dengan negara tetangga. Upaya pertahanan negarapelaangkalan ini
dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk ; chetigi segenap aktifitas
negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, mehgi kehidupan, kepentingan
dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luaupem dalam negeri,
menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, euegoin kekuatan tempur
laut yang siap untuk perang, membangun pangkalagkaéan dan fasilitas labuh

bagi kapal-kapal, serta menunjukan iktikad danrhiggap negara tetangga.

Peran militer dalam keadaan perang ataupun korifiksenjata pada
hakekatnya adalah penggunaan kekuatan secara bptithék memenangkan

perang atau konflik bersenjata. Penggunaan kekuataebut tergantung kondisi
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geografi dan intensitas konflik bersenjata yangadépi. Penggunaan kekuatan
diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militdialmelaut, mencegah musuh
untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mefaji@an laut untuk
kepentingan nasional, mengamankan dan melindunggqumaan laut bagi lalu
lintas manusia dan barang, menggunakan laut unyeksi kekuatan ke darat,
serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian PBB

2. Peran Polisionil@onstabulary)

Peran Polisionil TNI Angkatan Laut dilaksanakanagalrangka menegakkan
hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaatnasional, memelihara
ketertiban di laut, serta mendukung pembangunangdaandalam hal ini
memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembaan nasional. Peran
polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairantlgurisdiksi nasional yang secara
umum untuk memelihara ketertiban di laut. Perarukinhelaksanakan tugas
penegakkan dan hukum di laut diselenggarakan semaraliri atau gabungan

dengan komponen kekuatan laut lainnya.

Pelaksanaan penegakan hukum dan pemeliharaan kaafaahdengan cara
menggelar operasi laut di kawasan strategis darraspdaut sehari-hari.
Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban diddaksanakan dalam upaya
melindungi pemanfaatan kekayaan laut secara legahcegah penyelundupan
dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-gglesny di laut lainnya.
Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut intéonaf diselenggarakan dalam
rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi PBBartgnHukum Laut
Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.

3. Peran Dukungan Diploma®ifplomacy Supporting)

Peran Dukungan Diplomasi oleh TNI AL merupakanapeyang sangat
penting seperti halnya setiap angkatan laut dirgklwunia. Peran ini dahulu
dikenal sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yaetaht menjadi peran
tradisional angkatan laut. Dukungan diplomasi ddg@langgunaan kekuatan laut
sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanluar negeri
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pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi keppman negara atau

beberapa negara dalam keadaan damai atau pada g#ng perang.

Secara tradisional, angkatan laut menunjukan kedradya di laut dengan
melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke legenm untuk mengingatkan
dan menunjukan kemampuan dan kekuatannya di lausaBiping itu untuk
mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjarigadap kebesaran
bangsa, dan mempromosikan di dunia internasionghalliran di laut itu tidak
didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih mamnsabagai duta bangsa
yang berperan untuk membentuk opini dan membangparkayaan antar negara
Confidence Building Measures (CBM). Kapal perang yang melaksanakan tugas
diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yanmgna, mudah dikendalikan,
memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuanoyeksi kekuatan ke darat,
serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan kg kuat dan berwibawa

sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki dayanabperasi yang tinggi.
4. Peran Lainnya

Disamping tiga peran di atas, TNI Angkatan Lautajugemiliki peran yang
tidak kalah pentingnya yaitu peran untuk melaksanakperasi lain selain perang
(Military Operations Other Than War) dalam rangka memanfaatkan kekuatan
TNI Angkatan Laut bagi kepentingan bangsa dan m@eg&eran tersebut
mencakup tugas-tugas kemanusiaan dan penangguldmegeianasearch and

rescue, perdamaian dan operasi bantuan lainnya yangudikan.

SPLN telah menjadikan laut sebagai medan penangkailtuk mencegah
niat pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatgaraedan keutuhan wilayah
Indonesia. Strategi Pertahanan Berlapmyér Defence Strategy) ditujukan untuk
meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luarlungalar kekuatan
gabungan laut dan udara di medan pertahanan pegslanghedan pertahanan
utama dan daerah perlawanan dengan melibatkan teekd®& | Angkatan Laut
berasama-sama seluruh komponen maritim yang didukleh kekuatan TNI
Angkatan Udara. Oleh karena itu medan pertahanaindigata dalam lapisan-

lapisan pertahanan sebagai berikut :
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Medan pertahanan penyanggah, yaitu daerah pertaligpia pertama yang
terletak di luar garis batas ZEE Indonesia danskpiudara diatasnya. Medan
pertahanan utama, yaitu daerah pertahanan lapisakedlai dari batas luar laut
teritorial sampai dengan ZEE Indonesia dan lapisdara di atasnya. Medan
perlawanan, yaitu daerah pertahanan lapis ketigg y@erupakan daerah-daerah
perlawanan, yang berada di laut teritorial dan ipemakepulauan serta lapisan
udara diatasnya dalam menghadapi setiap bentuknamcterhadap keselamatan

bangsa dan negara.

Guna mendukung terwujudngmand strategy maritim Indonesia, salah satu
faktor bahwa TNI Angkatan Laut sebagai ujung tombdklah dukungan dalam
bentuk peran diplomasi TNl Angkatan Laut. Salalu ssran universal tersebut
digunakan sebagai sarana untuk mendukung kebijalk@mnnegeri pemerintah.
Interaksi TNI Angkatan Laut melalui kerjasama latihantar negara kawasan
maupun internasional, serta Honour Visit yang dikan oleh kapal-kapal perang
TNI Angkatan Laut dirancang untuk mempengaruhi k@pginan negara dalam
keadaan damai maupun pada masa perang. Kehadipah jg@rang di dunia
internasional menunjukkan akan kemampuan dan keRuaaritim negara
indonesia, serta untuk membangun opini antar negtaconfidence building

measure .

Hal yang paling terllihat dalam peran diplomasilabdaadanya upaya untuk
“avoiding the power” dengan cara mengubah potensi konflik menjadi qste
kerjasama. Selain hal tersebut yang termaktub d#@akirin Eka Sasana Jaya
tentang hal kalkulasi resiko adalaiminating the power dan transfering the
power. Namun sekarang bentuk kerjasama tersebut sepestibut di atas masih
menghadapi kualitadeterrence, coercion dan seduction secara nyata. Hal
tersebut dikarenakan salah satunya adalah mensgardtemampuan dan
persenjataan yang handal. Tetapi sangat berlawdaagan komitmen politik
Indonesia yang belum melihat secara konsisten dagh@eningkatan teknologi
perang unsur unsur TNI Angkatan Laut maupun biggasionalnya.
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TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan Ind@nesemaksimalkan

menetapkan perannya melalui kebijakan dan stradegitaranya®

A.

1)

2)

Kebijakan

Kebijakan Umum, diarahkan kepada pencapaian 3ifasoutama, yaitu :
» Peningkatan kesiapan dan mobilitas satuan opewdsion

» Peninkatan profesionalisme prajurit

» Peningkatan kesejahteraan prajurit beserta kelogega

Kebijakan Pembinaan Kemampuan TNI Angkatan Lawtratikan sebagai

berikut :

3)

» Kemampuan intelijen maritim diarahkan kepada pematen kemampuan
untuk memperoleh dan mengolah data intelijen ba&giektingan operasi

maupun pengambilan keputusan strategis

 Kemampuan tempur diarahkan kepada peningkatan gioogdisme
prajurit dan kesiapan operasional Alat Utama Sistéarsenjataan

(Alutsista) TNI Angkatan laut untuk melaksanakarggakan kedaulatan

* Kemampuan keamanan laut diarahkan pada peningkatd@sionalisme
prajurit TNl Angkatan laut dan kesiapan operasioddutsista TNI
Angkatan Laut dalam upaya penegakan hukum di latukumenciptakan

keamanan di seluruh perairan yurisdiksi nasiondbhesia

« Kemampuan dukungan diarahkan kepada peningkatamgdau pada

satuan operasi dalam rangka melaksanakan tuga& podoAngkatan Laut

Kebijakan Penggunaan Kekuatan TNI Angkatan Lautumidan dalam

suatu operasi atas perintah Panglima TNI berdasatkeputusan politik

pemerintah dan peraturan perundang-undangan seet@penhatikan rantai

komando. Penggunaan kekuatan diaksanakan meldanageoperasi laut atau

2 Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FHUI, Netidurisdiction at Se@p.Cit., hal.15-20
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dispersi kekauatan yang dilaksanakan untuk mersjpasi dan menghadapi
berbagai benyuk ancaman yang ditampilkan dalamer@isGenjata Armada
Terpadu (SSAT) yang berkemampuan terdiri atas Kapagbublik Indonesia
(KRI), KAL, Pesud, Marinir dan Pangkalan.

4) Kebijakan Pembangunan Kekuatan TNI Angkatan Ldisrahkan untuk

mewujudkan TNI Angkatan Laut yang besar, kuat daofegional. Besar,

memiliki pengertian kapasitas yang menunjukkan fe@sgumlah suatu unit atau
satuan sehingga parameter yang ditetapkan selmgkiukur komponen adalah
jumlah dan jenis Alutsista serta kapasitas PangKeNi Angkatan Laut dikaitkan
dengan konstelasi geografi Indonesia yang berbekegulauan dan wilayah
perairanyang sangat luas. Kuat, secara esensiahakimpabilitas tempur efektif
suatu unit atau satuan-satuan operasi sesuai démggsi asasinya. Dari definisi
tersebut, parameter yang dapat digunakan sebalgdi tdur komponen kuat
adalah kualitas SSAT dihadapkanpada tuntutan tugehingga mampu
menciptakan kondisi laut yang terkendali dan dampakangkalan yang tinggi.
Profesional, prajurit TNI Angkatan Laut baik penmogan maupun kelompok
memiliki kemampuan danketerampilan sesuai standag ylipersyaratkan, tolak
ukur profesional adalahkeahlian prajurit TNI Angkat Laut baik individu

maupun satuan dalam menyelesaikan tugas dan tagpgawab yang tercantum
dalam Petunjuk Kerja secara baik dan benar seyéd.te

B. Strategi

Kebijakan tersebut dijabarkan menjadi beberapategr yang mencakup
strategi pembinaan kemampuan, strategi pengguna&kmatan dan strategi

pembanguan kekuatan TNI Angkatan Laut.

1) Strategi Pembinaan Kemampuan TNI Angkatan Laugratiian untuk

meningkatkan 4 kemampuan dasar TNI Angkatan Laaity) y

a) Meningkatkan kemampuan intelijen maritim (intelmdgngan cara

melengkapai sarana prasarana deteksi dini padpgm#ngkatan Laut di
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wilayah rawan dan perbatasan, KRl dan pesawat ud@a dapat
menyajikan data dan informasi intelmar yang akutatlam menunjang

operasi laut

b)  Meningkatkan kemampuan pertahanan yang meliputer@aknpuan
dasar peperangan laut ( peperangan permukaan, apgper bawah
permukaan, dan proyeksi kekuatan darat lewat ladgnhgan cra
meningkatkan kualitas latihan tempur laut dalamtldernatinan matra,
latihan gabungan, dan latihan bersama dengan naggeaa sahabat, serta

menyempurnakan doktrin, strategi dan tatik opesamspur laut

c) Meningkatkan kemampuan keamanan yang mencakupralipait,

penegakan hukum dan operasi keamanan dalam negaaire laut

d) Meningkatkan kemampuan dukungan dengan cara meamba
kemampuan Hidro-Oseanografi baik wahan maupun alavei dan
pemetaan, memperbaiki dukungan perbaikan, pemaéhattan pembekalan
pada pangkalan, memperbaiki sistem K3, serta mykbgrai sarana dan

prasarana lembaga pedidikan

2) Strategi Penggunaan Kekuatan TNI Angkatan Laut kumhencapai
efektifitas dan efisiensi penggunaan kekuatan mada@uan-satuan
operasional TNI Angkatan Laut digelar berdasarkaoripas daerah rawan

strategis atau spot ancaman, beberapa jenis oyerasi

a) Operasi prioritas : Operasi Pengamanan ALKIl, Peragemn
Kepulauan; Satuan Tugas (satgas) Natuna dan S8ujak serta Operasi

Keamanan Laut; BKO Guskamlabar dan Guskamlatim

b) Operasi Terpilih : Operasi Pengamanan Objek Vi@gerasi Laut atau

Siaga Tempur laut, Operasi SAR maritim

c) Operasi Preventif, yaitu Pengamanan internal Adtdsi yang

dilaksanakan oleh personel intelijen
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d) Operasi Represif : Operasi Anti Teror, Satgas PP&& Operasi
Angkutan Laut Militer

e) Operasi Khusus terdiri dari Operasi Luar Negerir{imgen Garuda)

dan Operasi Dukungan kepada Kepolisian

V.3 Kemampuan TNI Angkatan Laut RI

Kajian strategi, akan delihat dari dua sisi, yakiairi sisi ancaman dan
tuntutan kapabilitas. Dalam membangun kekuatanktidanya memandang
ancaman, tapi juga kapabilitas yang diperlukan kinempertahankan. Hal
tersebut karena perubahan situasi dan kapabilitds Angkatan Laut sudah
berbeda dan itu tidak bisa lepas dari cara mekbl&uatan laut secara universal,
khususnya pada peran Angkatan Laut sebagai PeldgarNMilitary Role), Peran
Polisionil (Constabulary Role), Peran DiplomasiOiplomacy Role). Disamping
ketiga peran Angkatan Laut yang berlaku universalapat peran pula dan fungsi
Angkatan Laut dimasa datang yang mencakifr; at sea (melaksanakan perang
laut); Deterrence at sea (untuk menangkal ancamarm®ower Projection (projeksi
kekuatan);Coersive Naval Diplomacy (yang lebih menekankan kepada patroli-
patroli laut atau kehadiran Angkatan Laut di lab@an Cooperative Naval
Diplomacy, kerja sama militer antar Angkatan Laut di dunmault meningkatkan

solidaritas internasional

Mengingat bahwa wilayah yuridiksi perairan nasiosahgat luas dan
memiliki ciri yang khas yaitu tidak dapat diken#talh secara mutlak, di sisi
ekonomis dapat memberikan cadangan sumber-sumkaydan laut, juga sangat
berarti bagi pertahanan dan keamanan negara. Peskegean lalu lintas laut dan
jenis kapal yang beraneka ragam dengan berbaganmdampaknya bagi negara
Indonesia. Dengan jumlah dan jenis kekayaan lang yeeragam serta letak
Indonesia pada posisi silang jalur laut menyebatdeaawanan yang diakibatkan

keberadaan berbagai kepentingan yang melanggaulataia

UNIVERSITASINDONESIA

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



114

Dalam kaitannya dengan tujuan dasar strategi miltel Angkatan Laut
memiliki dua fungsi dasar yaitu Pengendalian Laat @royeksi Kekuatan. Dua
fungsi ini saling berhubungan satu dengan lainfiyagkat pengendalian di laut
sangat ditentukan dengan tersedianya kekuatan gigngyeksikan. Sebaliknya,
kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan dibuat kuntoendukung
pengendalian laut.

Bahwa kekuatan TNI Angkatan Laut bertumpu padaeBisiSenjata
Armada Terpadu (SSAT) : pangkalan, kapal perangawat patroli maritim,
pasukan marinir termasuk kendaraan tempur dan rgataan yang canggih dan
berteknologi tinggi. Jenis operasi yang dilaksanakall Angkatan Laut pada
2010 diselaraskan dengan perumusan pola operagidianut oleh jajaran TNI
berdasarkan undang-undang pertahanan negara yalmgutmeperasi militer

perang (OMP) dan operasi militer selain perang (GMS

Terkait kegiatan operasi yang dilaksanakan TNI Aatgk Laut 2010,
OMP diimplementasikan dalam bentuk penangkalan planindakan. Untuk
penangkalannya meliputi operasi intelmar oleh Kedmm dan Koarmabar,
pengamanan perbatasan laut (pamtas laut) dalamkbeperasi penyekatan laut
dan operasMalacca Strait Sea Patrol (MSSP). Sementara penindakannya yakni
operasi siaga tempur laut wilayah Barat dan wilalamur.

Maka kehadiran armada laut tersebut diprioritagkaha perairan-perairan
tertentu yang dinilai rawan terhadap timbulnya bgdd bentuk pelanggaran
kedaulatan dan gangguan keamanan di laut yang rkarugepentingan nasional
di dan atau lewat laut. TNI Angkatan Laut mengengiian pola operasi melalui
dua pendekatan yaitu (1) kegiatan yang menyangbayaipenegakan kedaulatan
dan hukum di laut guna menjamin kepentingan nakidndan atau lewat laut,

serta (2) kegiatan yang menyangkut upaya pembipai@msi maritim.

Pada aspek penegakan kedaulatan dan hukum di Taigag TNI
Angkatan Laut Operasi Militer Selain Perang sesuHd TNI), dengan
memperhatikan luas wilayah laut dan perairan Indianserta kondisi geografi

dan spektrum kerawanan yang bersifat multi dimetianh cepat berubah,
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dibutuhkan angkatan laut yang kuat dengan kemamypaiagy dapat mewujudkan
pengendalian laut di perairan yuridiksi nasionanméampuan tersebut mencakup
struktur kekuatan, tingkat kesiapan yang tinggimémpuan teknologi, serta

kemampuan menyelenggarakan operasi laut secarel&gjikan.

Beberapa upaya bersama mengoptimalkan sumberddgatdie dan

keamanan laut diantaranya melalui kerjasama :

* Piagam kesepakatan bersama antara Kementeriant&elBarikanan dan
TNI AL tentang Pengembangan Sumberdaya KelautanPdaikanan ini
merupakan pembaruan dari kesepakatan kerjasamdurselya yang
ditandatangani pada tahun 2005. mencakup hal Eengialam
pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yakiggmebangan sistem
monitoring, controlling and surveillance (MCS) dan patroli bersama
dalam rangka penindakan pelanggaran penangkaparsékéa penegakan
hukum di perairan yuridiksi nacional, penelitianndg@engembangan
potensi sumber daya kelautan dan perikanan sedsistdm lingkungan
laut, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ir pegan
pemanfaatan pulau-pulau kecil, pertahanan wilapgmgam kesepakatan
bersama dua instansi yang jangka waktunya berlakggh 5 tahun ini
juga memiliki dimensi politik, ekonomi, sosial maupbudaya’

* Bersama Bakorkamla melaksanakan Operasi Guritalidkukan selama
365 hari untuk menjaga keamanan, keselamatan degakan hukum di
Laut pada wilayah perairan Indonesia berlangsupgrgang tahun dan

dimulai pada tahun 2011 dengan melibatkan insttdidan Polri*

« Kerjasama keamanan laut dengan negara sahabatumelihan yang
digelar : praktek pertukaran informasi, pertukardata intelejen,
penghadangan, manuver kapal, pengejaran, pembiokiserta
penghadangan bila terjadi pelanggaran di lautdatifavy seal (pasukan
katak), latihan SAR lautounter terorisme dan penanggulangan bencana.

® No. B.31/PDSI/HM.310/111/2010, Siaran Pers Kemeiate dan Kelautan tahun 2010
*http://info.tnial.mil.id/lantamal8/Berita/tabid/22tticle Type/Article View/articleld/116/Default.a
spx, (diunduh tanggal 2 Juli 2011, Pk.18.00)
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Seperti : Corpat Philindo XXV tahun 2011 yang ddakakan dari tanggal
9 Mei 2011 s.d. 16 Mei 2011 bersama Angkatan Ldigifria merupakan

realisasi dari kesepakatan tentang pelaksanaanaC®bpilindo tahun

2011°

TNI Angkatan Laut terus melakukan upaya pengamahdaut dengan
tugas OMSP dengan menggelar sejumlah operasi laerdiesla prioritas daerah
rawan, strategis/spot ancaman. bentuk dalam bedbekepompok besar dan
dilaksanakan secara berkesinambungan. Operasi sliia&ntara lain berupa
operasi prioritas yang terdiri atas operasi ALKéngamanan kepulauan, dan
operasi keamanan obyek vital, operasi laut dengamsah negara sahabat serta

operasi SAR maritim.

Terkait jumlah kapal yang dimiliki TNI Angkatan Lawyang paling utama
adalah bagaimana pola operasi itu dipegang dafakan, dengan mengetahui
dimana konsentrasi sumberdaya yang memungkinkgadi®ya pencurian-
pencurian ikan, di situlah difokuskan operasi teuseSelain itu keberadaan ikan
di suatu perairan sesuai musim, sehingga kalaaldhssatu perairan Indonesia
sedang musim ikan, maka pelaksanaan operasi dikwasi&an di wilayah
perairan tersebut. Upaya lain yang terus dilakukdalah penambahan armada
termasuk membuat sendiri sarana kapal patvi#ingenai pengamanan di daerah
perbatasan, Sondakh mengatakan pola operasi TNikadag Laut selalu
dikonsentrasikan di perbatasan-perbatasan lautasiagan yang kaya akan

sumber daya dan bisa mengundang terjadinya pencuria

Dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalgajurit dalam
melaksanakan tugas pokok di bidang penegakkan hukuaut guna menjaga
stabilitas keamana laut. Unsur patroli keamananTall Angkatan Laut berhasil
menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kemmlaut sesuai UU TNI
tahun 2004, diantaranya :

*http://info.tnial.mil.id/lantamal8/tabid/224/art&Type/ArticleView/articleld/146/DANLANTAM
AL-VIIIMDO-TUTUP-CORPAT-PHILINDO-XXV.aspx, (diunduhtanggal 2 Juli 2011, Pk.18.30
WIB)
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* Menangkap kapal ikan berbendera Malaysia dan Raliyang tengah
melaksanakan praktekiegal fishing di sekitar perairan Selat Makassar.
Kapal perang jenis Vanspeyk Kapal Republik Indoag#iRI) Ahmad
Yani-351 dari jajaran Satuan Kapal Eskorta dan K®fong-911 dari
Satuan Kapal Bantu Komando Armada Republik Ind@ndsawasan
Timur (Koarmatim) yang tengah melaksakan patroliinrudi bawah
Komando Gugus Tempur Laut (Koarmatim) adalah uhsyral perang
TNI Angkatan Laut yang berhasil menangkap dua kapalngkap ikan
berbendera Malaysia dan sebuah kapal ikan berbeeftelipina tersebut.
KRI Ahmad Yani-351 menangkap dua kapal berbendeataydia yakni
TW. 20446/6/F berbobot 117 GT dengan nakhoda Sam$id Baring,
warga negara Malaysia, pada posisi 04 03 15 U-B1830T, dan sebuah
kapal ikan tanpa nama berbobot sekitar 1 GT yantakihodai Said, juga
warga negara Malaysia, pada posisi 04 04 08 U-B1840T. Sedangkan
kapal penangkap ikan berbendera Philipina yand trdemiliki nama dan
dinakhodai Razmi Amil dengan empat orang Anak BKapal (ABK),
ditangkap KRI Sorong-911 pada posisi 03 53 12 U-218l8 T. Ketiga
kapal asing ini saat ditangkap di perairan Selakddaar terbukti sedang
melaksanakan prakteklegal fishing di perairan Indonesia, serta tidak
memiliki dokumen apapun di atas kapalnya. Selaggutharang bukti
berupa tiga unit kapal hasil tangkapan, 10 orangkakapal, berikut
sekitar 250 kg ikan hasil tangkapan tersebut dikawauk diserahkan
kepada Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Nunukanjnkaaitan Timur,
dalam rangka proses penyelidikan lebih lafijut.

» Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat(Kabar), pada
waktu yang bersamaan, Gugus Tempur Laut Koarmalga fnenggelar
operasi MSSPMalacca Straits Sea Patrols) dengan kekuatan enam kapal
perang yaitu KRl Cut Nyak Dien-375, KRI Teluk Sigat536, KRI
Silea-858, KRI Todak-803, KRI Sibarau-847, KRI Sa@i5, dan

®“|llegal Fishing Di Perairan Indonesia TNI AL Tangkap Kapal Maiay®an Philipina”,
http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailindetaii&nw_code=2011200920117844,
(diunduh tanggal 2 Mei 2011, Pk 20.00WIB)

UNIVERSITASINDONESIA

Strategi keamana..., Richarunia Wenny lkhtiari, FISIP Ul, 2011.



118

pesawat patroli maritim jenis cassa P-852 di sepanSelat Malaka dan
Selat Singapura. Operasi MSSP merupakan Patraliebdll terkoordinasi
antara TNI Angkatan Laut, TLDM (Tentara Laut Dirdjalaysia) dan
RSN Republic of Sngapore Navy) guna menanggulangi pembajakan,
perompakan laut, penyelundupan dan pelanggararyakilzertaillegal
fishing/logging/traficking, disamping itu perairan Selat Malaka dan Selat
Singapura merupakan salah satu jalur pelayarant pdiddunia yang
dilalui oleh kapal-kapal niaga dan kapal perang@ssehingga dengan
digelarnya Operasi MSSP akan memberikan rasa aagirpbngguna alur

pelayaran tersebdit.

Adapun beberapa macam latihan vyaitu latihan Takdispa pasukan,
menggunakan metode Latposko, sedangkan materndatiaerupa pembekalan
tentang ketentuan-ketentuan terkini mengenai pesika pelayaran dan tindak
pidana di laut, pemahaman terhadap peraturan pemngrgndangan yang berlaku
khususnya yang berhubungan dengan keamanan |saidsskusi dan pemecahan
masalah tentang keamanan di laut. Penulis juga meahiieberapa tahun rekap
hasil operasi keamanan laut yang telah dijalanki@m @NI Angkatan Laut

sebagaimana terlampir.

Banyaknya perundang-undangan dalam hal keamananntmimbulkan
berbagai permasalahan kewenangan dan implemee&enkngan rezim hukum
di laut dan hukum di darat. Pada umumnya suatuybréddilkum memberikan
kewenangan pada lebih dari satu instansi, karemayadketerbatasan kemampuan
instansi yang menjadi domain tugas dalam undangamdersebut. Walaupun
telah dibentuknya Bakorkamla. Namun koordinasi eieus tidak berdampak
signifikan, dan kewenangan operasional tetap diapggoleh masing-masing
instansi. Pangkalan TNI AL merupakan kekuatan pkadg bagi unsur-unsur
KRI dalam pelaksanaan operasi di laut, khususnignsdukungan logistik dan
perawatan personel, pangkalan TNI AL harus mampkerse sama dengan
kekuatan darat (TNI AD) dalam hal saling memberikiata-data intelijen yang

"“Koarmabar Laksanakan Operasi Siaga Tempur Laut”,
http://www.tni.mil.id/index2.php?page=detailopr.ii@mw_code=113012006117693, (diunduh
tanggal 2 Mei 2011, Pk. 11.00 WIB)
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akurat bagi satuan-satuan yang beroperasi. Kergsamn akan sangat
mempengaruhi keberhasilan satuan-satuan dalam saelakan suatu operasi.

Sebuah manajemen dikatakan efektif apabila organigersebut mampu
menjamin keamanan laut Indonesia., khususnya wilggariran yang strategis
sebagai jalur terbuka bagi nasional, regional, maupnternasional. Maka,
muncul wacana pembentuk@oast Guard , akan tetapi implementasinya belum
terwujud. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPEEHagai produk warisan
kolonialisme Belanda untuk saat ini masih efekéifath menghadapi kerawanan
di laut. Adapun pro dan kontra akan pembentukaast Guard , adanya
pembentukanCoast Guard yang independent dihadapkan pada pertimbangan
logis : Kedudukan dan dasark hukumnya disesuailarmgah kebutuhan untuk
mengakomodasikan hukum nasional dan internasiom@ntuknya dapat
difokuskan pada permasalahan pengamanan dan pemedalkum di laut,
infrastruktur didukung dengan memanfaatkan assstyasg dimiliki 13 instansi
secara selektif, sarana patrol memanfaatkan daggiéan asset dari 13 instansi,
dan pembentukarCoast Guard yang mengakomodasikan 13 instansi tidak
menimbulkan resisten8iSeperti halnya India yang telah memiliki Indi€oast
Guard di bawah Departemen Pertahan@agi pihak kontra kehadira@oast

Guard justru akan menambah instansi dan akan menimbyl&emasalahan baru.

Dengan adany&oast Guard berperan dalam keadaan damai mapun
perang sebagai kekuatan pengganda pertahanan haatradan tidak akan
menghilagkan trinitas Angkatan Laut. Peran ini heldipayungi berdasarkan
hukum laut internasional dan UU TNI tahun 2004. apan wewenang TNI
Angkatan Laut lainnya adalah gugus tempur laut yaagujuan menegakkan
kedaulatan Negara di laut yang merupakan salahfsagsi asasi angkatan laut,
serta diplomasi kapal perang serta patrol tempupeatairan Indonesia untuk

menindak pelanggaran kedaulatan di laut.

8 Laksamana TNI Sumardjono, “Membangun Angkatan Menuju Kemandirian”,
(Jakarta:Dinas Penerangan AL, 2009), hal 100
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BAB V

KESIMPULAN

Dalam analisa penulisa membentuk satu kesimpwamwa, dimana letak
geografis perairan Indonesia diantara dua benuda-{Asstralia) dan dua
samudera (Pasifik-Hindia) serta merupakan penghwliiok Barat (Eropa) dan
Blok Timur (Asia), menjadikan perairan Indonesianyek dilintasi kapal asing.
Karena letaknya yang berada di dua samudera dusmaumgkinkan segala jenis
ikan dan biota laut hidup dan berkembang biak dermng@at. Dengan keragaman
sumber daya alam perikanan tersebut yang bermisiani tinggi, memunculkan
berbagai ancaman banyak pihak asing memanfaatkEm&ean di kawasan
perbatasan. Seperfilegal Logging, illegal fishing, penyelundupan senjata,

perdagangan manusia,

Keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aerarbebas dari
ancaman berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukasional dan
internasional yang berlaku di perairan, serta amecatarhadap keamanan negara
berupa perilaku subjek hukum di laut yang meskipiioak melakukan
pelanggaran, akan tetapi dapat merupakan potemgk tmengancam keamanan
negara atau disintegrasi wilayah negara. Indonkeslam menetapkan konsep
keamanan multidimensi dalam undang-undang, sehimygementasi kebijakan

keamanan laut belum terealisasi.

Keamanan laut ataMaritime Security merupakan bagian dasecurity
secara tradisional. Perubahan mendasar tatanafik pwmliernasional setelah
berakhirnya Perang Dingin memaknai konsep keaméseauority) menjadi lebih
luas ruang lingkupnya. Secara tradisional pemikikaamanan identik dengan
tujuan maupun penggunaan kekuatan atau persaingktunkapabilitas militer
dalam menghadapi suatu ancaman dari negara lam ry@mgancam kedaulatan

negaranya. Melihat negara lain yang berpotensigeel@caman dianggap musuh
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yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatarenpat@an. Sehingga
pemikiran 6ecurity) keamanan secara konvensional lebih didominash ole
dimensi kekuatan militer untuk berperan§ecurity secara tradisional dapat
dipahami sebagai pertahanan dsirf¢ival) dalam menghadapi suatu ancaman
yang nyataéxistential threat) dan sebagai justifikasi negara untuk mengatasinya
Dengan melihat akibat ancaman laut, dapat menimabulgermasalahan di
berbagai dimensi kehidupan, haruslah segera diaigsiui koordinasi yang tepat

dan peningkatan kerjasama internasional yang &fekti

Isumaritime security, dalam hal ini keamanan non-tradisional yang berupa
IUU Fishing, apabila pemerintah mensekuritisasikan isu tetsédeu dalam
keamanan, sebagai tingkat keberhasilan pemerintalamd menyakinkan
masyarakat Indonesia maupun internasional bahwégersebut sebagai tindakan
kejahatan kedaulatan adapun dapat diukur tingkaberkesilan atau
ketidakberhasilan dari nilai statistik atau jumladnangkapan para pelaku oleh
pemerintah maupun antar negara yang sedang merkalijasama dalam
mengatasi islUU Fishing di perbatasan perairan. Di sini penulis melihatwsh
jumlah kapal asing yang berhasil di tangkap terbumielanggar dari tahun 2005-
2010 rata-rata semakin meningkat, maka dapat di&atabahwa lemahnya
wilayah yuridiksi perairan Indonesia hingga dapahghn mudah di lewati oleh
pihak asing dan dengan begitu aturan-aturan yanggater permasalahan
kedaulatan maupun perikanan baik Indonesia, mefatuim internasional baik
dengan landasan hukum bersama adalah UNCLOS da&mnme pengaturan
spesifik lUU Fishing adalah FAO, RPOA baik secara managemen kerjasama
regional, internasonal, maupun pertukaran infornmaasih terlihat belum bisa
mengatasi dengan efektif, karena hukum dan kepganihndonesia dan negara-
negara kawasan yang berbeda dengan peningkatarkekatuhan sumber daya
alam. Dengan adanya kerentanan ancaman tersebat degngganggu jalur
pelayaran dan persepsi dunia terhadap perairamést di mana sebagai salah
satu jalur lalu lintas laut dunia merupakan wilayang rawan ancaman dan tidak

aman.
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Di dalam penulisan ini isu yang diangkat lebih #gdeskepadalUU
Fishing, secara umum juga menjelaskan mengenai ancamanakea laut di
wilayah kedaulatan perairan IndonedidlU Fishing diartikan sebagai kegiatan
perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yatak tdiatur oleh peraturan
yang ada, segala aktivitasnya tidak dilaporkan @&eatu institusi atau lembaga
pengelola perikanan yang tersedidegal fishing dapat terjadi disemua kegiatan
perikanan tanpa batas wilayah, jenis sumber dajautes, jenis alat tangkap
perikanan yang digunakan dan intensitas eksplailialsiut, dengan berbagai tipe
perikanan baik dalam skala kecil maupun industngyderaktifitas dalam hal
penangkapan hasil sumber daya perikanan dan kelalitavilayah yuridiksi

nasional maupun internasional sepligh seas.

Mengapa isu keamanan laut sulit untuk diatasi,k@HUU Fishing
meningkat hingga 201Hambatan-hambatan yang terjadi di Indonesia dalam
mengatasi permasalahfdU Fishing atau keamanan laut, dikarenakan beberapa

hal internal:

1) Otoritas pengamanan dan pemberdayaan Sumber Daya Kdonesia
sangat lemah. Kondisi faktual yang tampak (akibaletkwahan tersebut
diatas), perairan Indonesia memiliki peluang kerzamga dimana nelayan
profesional di Indonesia yang memiliki kapal damasa pengolahan
tangkapan yang modern jumlahnya sangat terbatat0%). Keadaan
tersebut telah mengundang perhatian nelayan asamy yprofesional
dengan teknologi modern melakukan aktifitdidU Fishing. Kedua,
karakter bangsa Indonesia belum menunjukkan misi ¥ai menuju
karakter yang memperhatikan pola kehidupan laut pmaumaritim,
sehingga kebijakan-kebijakan umum pemerintah hd&@ydasarkan pada
agenda masalah domesti di darabtnfinental) Indonesia belum bisa
dikatakan sebagai negara maritim karena ada limemext yang
fundamental yang masih lemah sebagai negara marAgapun lima
elemen tersebut meliputi: Wawasan Kelautan; Pentaakeamanan dan
Keselamatan di Laut; Industri Kelautan; Tata Ruaan Lingkungan

Hidup Kelautan, dan Sistem Hukum Kelautan
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2) Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih belemadai ditambah
kemampuan dan kualitas pengetahuan belum mampu ehodang
lingkungan strategis di masyarakat, sehingga daépatulnya konflik
kesenjangan antar lembaga pemerintah, dan dukursgaana dan
infratruktur dalam pembangunan yang berbasis katautbelum
memaksimalkan kuantitas maupun kualitasnya.Tekmolegik untuk
peran kelautan maupun pertahanan di laut masiHadikurang, Ini
menunjukkan bahwkaw enforcement Indonesia mengenai keamanan laut
belum terlaksana.

3) Belum optimalnya lembaga formal dalam mengendalikahmpangan
dalam penegakan hukum. Lemahnya pengawasan, keraampmlan
koordinasi keamanan laut, yang dibutuhkan adalabrdioasi, sinergi
antar lembaga pemerintah keamanan dan pengelolaain Sebagai
pelaksana tindakan operasi di laut.

4) Masih tingginya kejahatan konvensional dan transnat Meskipun
terkendali, variasi kejahatan non-konvensional eemdg meningkat
disebabkan luasnya wilayah laut, keanekaragamabeaiaya hayati laut,
dan kandungan sumberdaya kelautan, banyaknya oedabk kewilayah

kedaulatan perairan Indonesia

Poin-poin yang telah disebutkan merupakan kend=dara internal. Saat
ini pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan ka@an khususnya bagi
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai strateggembangkan kerjasama
baik di dalam maupun kerjasannaitiative dengan negara-negara di kawasan
maupun internasional. Melalui kebijakan sektoral @ harapkan pembangunan
di sector kelautan dapat terwujud sesuai dengarak®uan bangsa Indonesia
guna melindungi dan mengelola sumber daya kelautarytama masalah
nelayan-nelayan tradisional dan nelayan lintas sbatagara yang melanggar
kedaulatan Indonesia. Bersama institusi negarayainseperti Polair, Pengadilan
Perikanan dan sebagainya saling berkoordinasi dalamberikan informasi dan
tindakan langsung di laut, namun hal tersebut nierfandala karena proses
penindakan di laut tidak jelas siapa yang lebihpeemn dalam menangani

permasalahan pelanggar wilayah kedaulatan begitpmses hukum.
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Sedangkan tugas pokok TNI Angkatan Laut termasukidam OMSP
adalah mengamankan kepentingan nasional dalamKsodidaut, minimal harus
memiliki kemampuan untuk mengamankan aset negaréaui yang berada
dipermukaan, permukaan bawah dan permukaan lacar&ésik dilaksanakan
melalui kehadiran di laut, sedangkan non fisikahelkerjasama dengan instansi
lain yang terkait. Mengamankan jalur-jalur pendeletKl dan perairan rawan
selektif secara terus menerus sepanjang tahunnj@telga, memproyeksikan
keinginan politik pemerintah keluar melalui proyekekuatan TNI Angkatan
Laut. Termasuk didalamnya masalah perikanan. Samspat ini, TNl Angkatan
Laut menggelar unsur-unsurnya secara profesionagate tehnik penghentian,
pemeriksaan dan penahanan, sesuai aturan hukuamalasiaupun internasional.
Tugas-tugas tersebut tidak bertentangan dengas-tugas TNI Angkatan Laut

sebagai alat pertahanan.

Dalam pandangan TNI Angkatan Laut, ketahanan wildget dan pesisir
yang tangguh, dapat terwujud apabila kondisi késejaan dan taraf hidup
masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau terpensilingkat. Karena itu, TNI
Angkatan Laut berupaya untuk ikut berpartisipadiifdixersama-sama dengan
komponen bangsa lainnya, utamanya yang terkaitdznatmemiliki kepedulian
yang tinggi terhadap masalah-masalah kelautan. hSalatunya adalah
menyelenggarakan pelatihan sumberdaya manusia aparnk dalam rangka
meningkatkan kualitas mereka di bidang usaha pesikalaut, bekerjasama
dengan Masyarakat Perikanan Nasional (MPN), Himpubhelayan Seluruh
Indonesia (HNSI) dan kalangan swasta terkait.

Memelihara satuan keamanan bukan hanya permasaahpta di kapal-
kapal pengawas laut. Tetapi juga sumber daya mamyesi lebih efektif. Namun,
kalau wilayahnya luas di luar jangkauan Polair,esepli Laut Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau (Kepri), maka TNI Angkatan Laut jgding terutama dibutuhkan
keterpaduan tentang pola pengamanan di laut. Sesumgan Undang-undang
(UU) 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa peran untukjaga kedaulatan dan
keutuhan Indonesia merupakan milik TNI. Dengan su@dMSP, dalam isu ini

lebih dikedepankan untuk penegakan hukum dalamagariedaulatan negara di
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laut. Sedangkan dalam UU 45 Tahun 2009 tentanddem peran pengawasan
perikanan di serahkan pada Kementerian KelautariPdakanan.

Menurut hasil analisa penulis, adanya lembagaiaga yang
bertanggung jawab atas pengamanan dan pengelokan ternyata tidak
menjamin berkurangnya aktifitas ancaman laut, kamtanya perbedaan dalam
koordinasi peran dan tugas pokok masing-masing karang jelas. Maka dalam
mengatasi keamanan laut Indonesia serta pembangekanomi berbasis
maritime, yang dibutuhkan adalah membaiknya pdeam enforcement yang
efektif dan efisien dalam mengatasi isu tersebcdirsetegas, dan tepat. Sehingga
koordinasi di lembaga negara mengenai pertahanarpeagelolaan laut dapat
terwujud. Serta peran masyarakat dan pemerintahtdapmahami arti penting
kelautan yang dapat menumbuhkan jiwa kemaritimangydapat membawa
kepada kebijakan kelautan yang direalisasikan lEmjut pada strategi keamanan
maritim dalam mencegah adanya peningkatan ancansamgy adi wilayah
kedaulatan perairan Indonesia baik melalui opekesimanan laut, maupun
koordinasi dengan standarisasi yang jelas dan.tepat

Dapat dimungkinkan terwujudnya seldew enforcwement yang tepat
Coast Guard adalah semi militer yang dapat melaksanakan peahindan
penggunaan kekuatan yang diarahkan sebagai kompmadangan pertahanan
negara matra laut. Keberada@oast Guard tidak akan mengurangi tugas-tugas
konstabulari angkatan laut yang berlaku univedsel ditetapkan dalam hukum
laut internasional dan hukum nasional. Di masa dan@mast Guard dalam
mengamankan laut Indonesia dari pelanggaran hukamaticaman keamanan
laut lainnya, di masa peran@oast Guard menjadi kekuatan pengganda
pertahanan matra laut. Kerjasammaltistates yang efektif dengan menetapkan
perbatasan perairan yang jelas, Unsur-unsur tersiaipat mencegah peningkatan
ancaman keamanan laut, sehingga Indonesia dapatjotkan kebijakan laut
yang menghasilkan strategi maritim di masa damaipua perang, baik dalam
mencegah ancaman yang berdimensi militer maupurmiiter guna keamanan

laut nasional maupun regional.
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